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UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4 

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan 

hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. 

Pembatasan Pelindungan Pasal 26 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 

25 tidak berlaku terhadap: 

a. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak ter-

kait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya un-

tuk keperluan penyediaan informasi aktual 

b. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk 

kepentin- gan penelitian ilmu pengetahuan; 

c. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk 

keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang 

telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan 

d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengemban-

gan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/ 

atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku per-

tunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. 

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran 

hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pen-

cipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak 

ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Peng- gu-

naan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara pal-ing 

lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan 

karunia-Nya sehingga bunga rampai yang berjudul “Ekonomi Pembangunan 

Pertanian: Strategi, Kebijakan, dan Inovasi untuk Pembangunan Berkelan-

jutan” ini dapat diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini diharapkan 

mampu memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya khazanah 

ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ekonomi pembangunan pertani-

an yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan nasi-

onal dan kesejahteraan masyarakat. 

Sektor pertanian hingga saat ini masih menjadi salah satu tulang 

punggung perekonomian, terutama di negara berkembang seperti Indone-

sia. Pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan pangan, 

tetapi juga sebagai sumber lapangan pekerjaan, penggerak ekonomi pedes-

aan, penyedia bahan baku industri, serta penopang ketahanan pangan na-

sional. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan 

ekonomi, krisis pangan, transformasi teknologi, dan dinamika pasar inter-

nasional, pembangunan pertanian memerlukan pendekatan yang lebih in-

ovatif, adaptif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman yang kom-

prehensif mengenai konsep, teori, strategi, kebijakan, serta inovasi dalam 

pembangunan pertanian menjadi sangat penting bagi akademisi, praktisi, 

mahasiswa, maupun para pengambil kebijakan. 

Buku ini disusun secara sistematis dengan menghadirkan berbagai 

topik penting yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan pertanian. 

Pembahasan dimulai dari konsep dasar ekonomi pembangunan, teori dan 

model pembangunan pertanian, struktur dan dinamika ekonomi pertanian, 

hingga produktivitas dan efisiensi usaha pertanian. Selain itu, buku ini juga 

membahas investasi dan pembiayaan pertanian, pembangunan infrastruk- 

tur wilayah pertanian, kebijakan pemerintah, pengembangan agribisnis dan 

nilai tambah, pemasaran produk pertanian, kelembagaan dan pemberda- 

yaan petani, pembangunan pertanian berkelanjutan, ketahanan pangan, 

hingga prospek masa depan pembangunan pertanian. 
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Penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam mengenai pentingnya pembangunan pertanian sebagai ba-

gian integral dari pembangunan ekonomi nasional. Di samping itu, buku ini 

juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang relevan dalam kegiatan 

pembelajaran, penelitian, maupun pengembangan kebijakan di bidang per-

tanian dan pembangunan ekonomi. Setiap bab dalam buku ini disusun den-

gan pendekatan teoritis dan aplikatif sehingga pembaca tidak hanya mema-

hami konsep, tetapi juga mampu melihat implementasinya dalam konteks 

pembangunan pertanian di Indonesia maupun di tingkat global.  

Besar harapan kami agar buku ini dapat memberikan manfaat, 

memperluas wawasan, serta menjadi salah satu sumber inspirasi dalam 

mendorong pembangunan pertanian yang maju, mandiri, berdaya saing, dan 

berkelanjutan. 

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada 

seluruh penulis, tim penerbit, akademisi, dan semua pihak yang telah 

berkontribusi dalam penyusunan bunga rampai ini. Semoga karya ini dapat 

memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan 

kemajuan sektor pertanian Indonesia. 

 
Kediri, 1 Juni 2026 
Editor, 

 
Dr. Rico Anggriawan, drh., M.Vet  

(Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan 
Universitas Kahuripan Kediri) 
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BAB 1 

KONSEP DASAR EKONOMI PEMBANGUNAN 

(Dwi Apriyanti Kumalasari, S.P., M.P)* 

 

 
A. Pendahuluan 

Ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu ekonomi yang 

mempelajari proses transformasi struktural suatu negara menuju kondisi 

yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. Fokus utama dalam ekonomi 

pembangunan tidak hanya terbatas pada peningkatan pertumbuhan 

ekonomi yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi 

juga mencakup dimensi yang lebih luas seperti pemerataan pendapatan, 

pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan 

kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (Todaro & Smith, 2015). 

Dalam konteks global saat ini, pendekatan pembangunan ekonomi juga 

semakin menekankan aspek keberlanjutan, inklusivitas, serta ketahanan 

terhadap berbagai krisis seperti perubahan iklim dan disrupsi ekonomi 

global (World Bank, 2021). 

Dalam negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan 

ekonomi memiliki tantangan yang kompleks karena harus mengatasi 

berbagai keterbatasan struktural, termasuk rendahnya tingkat produkti-

vitas, keterbatasan infrastruktur, serta ketimpangan distribusi pendapa-

tan. Selain itu, sebagian besar penduduk masih bergantung pada sektor 

tradisional, terutama sektor pertanian, yang seringkali memiliki tingkat 

produktivitas yang relatif rendah dibandingkan sektor industri dan jasa 

(Ellis, 2000). Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di negara berkem-

bang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi an-

tara berbagai sektor ekonomi. 

Sektor pertanian memiliki posisi yang sangat strategis dalam pem-

bangunan ekonomi, khususnya di negara berkembang. Hal ini disebabkan 

 

* Penulis lahir di Kediri, April 1990. Merupakan Dosen Program Studi Agrib-

isnis, Universitas Kahuripan Kediri. Penulis menyelesaikan Sarjana Agribisnis 

dan Magister Ekonomi Pertanian di Universitas Brawijaya. 
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oleh peran sektor pertanian sebagai penyedia pangan, penyerap tenaga 

kerja, serta sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat pedes-

aan. Data empiris menunjukkan bahwa lebih dari 40% tenaga kerja di 

negara berkembang masih bekerja di sektor pertanian, sehingga sektor 

ini menjadi kunci dalam upaya pengurangan kemiskinan dan peningka-

tan kesejahteraan masyarakat (FAO, 2022). Di Indonesia sendiri, sektor 

pertanian tidak hanya berperan dalam menjaga ketahanan pangan nasi-

onal, tetapi juga menjadi sumber devisa melalui ekspor komoditas ung-

gulan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi (BPS, 2024). 

Pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi juga 

tercermin dalam berbagai teori pembangunan klasik maupun modern. 

Menurut teori pembangunan dualistik yang dikemukakan oleh Lewis 

(1954), pembangunan ekonomi terjadi melalui perpindahan tenaga kerja 

dari sektor tradisional (pertanian) ke sektor modern (industri). Namun 

demikian, sektor pertanian tetap memiliki peran penting sebagai penye-

dia tenaga kerja dan sumber akumulasi modal awal bagi pembangunan 

sektor industri. Sementara itu, Schultz (1964) menekankan bahwa petani 

di negara berkembang bukanlah pelaku ekonomi yang irasional, melaink-

an rasional dan responsif terhadap insentif ekonomi, sehingga peningka-

tan produktivitas pertanian dapat dicapai melalui kebijakan yang tepat, 

seperti penyediaan teknologi dan akses pasar. 

Dalam perkembangan selanjutnya, pendekatan ekonomi pemba-

ngunan semakin menekankan pentingnya inovasi dan teknologi dalam 

meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Revolusi hijau yang terja-

di pada abad ke-20 merupakan contoh nyata bagaimana penerapan te-

knologi, seperti penggunaan varietas unggul, pupuk, dan irigasi, dapat 

meningkatkan produksi pertanian secara signifikan (Pingali, 2012). Saat 

ini, perkembangan teknologi digital seperti Internet of Things (IoT), ke-

cerdasan buatan (Artificial Intelligence), dan big data mulai diterapkan 

dalam sektor pertanian, yang dikenal sebagai konsep smart farming atau 

pertanian presisi (Wolfert et al., 2017). Teknologi ini memungkinkan 

petani untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, serta 

meningkatkan kualitas hasil pertanian. 
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Selain aspek teknologi, pembangunan pertanian juga sangat dipen-

garuhi oleh faktor kelembagaan dan kebijakan pemerintah. Kebijakan 

yang mendukung sektor pertanian, seperti subsidi input, kredit usaha 

tani, serta pembangunan infrastruktur pedesaan, dapat meningkatkan 

produktivitas dan kesejahteraan petani (Timmer, 2009). Namun, kebija-

kan yang tidak tepat justru dapat menimbulkan distorsi pasar dan meng-

hambat perkembangan sektor pertanian. Oleh karena itu, diperlukan 

kebijakan yang berbasis pada bukti (evidence-based policy) dan mem-

pertimbangkan kondisi lokal. 

Dalam konteks global, sektor pertanian saat ini menghadapi berb-

agai tantangan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan utama ada-

lah perubahan iklim yang berdampak pada pola curah hujan, suhu, ser-ta 

frekuensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Perubahan ini 

dapat mengganggu produksi pertanian dan mengancam ketahanan pan-

gan global (IPCC, 2022). Selain itu, globalisasi dan liberalisasi perdagan-

gan juga memberikan tekanan bagi petani lokal untuk bersaing dengan 

produk impor yang lebih murah. 

Fenomena lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya per-

mintaan pangan akibat pertumbuhan penduduk dunia yang diperkirakan 

mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050 (United Nations, 2022). Kondisi ini 

menuntut peningkatan produksi pangan secara signifikan, namun di sisi 

lain menghadapi keterbatasan sumber daya seperti lahan dan air. Oleh 

karena itu, pembangunan pertanian ke depan harus mengedepankan 

prinsip efisiensi dan keberlanjutan. 

Selain itu, isu ketimpangan dalam sektor pertanian juga menjadi 

perhatian penting. Banyak petani kecil yang masih menghadapi keter-

batasan akses terhadap teknologi, modal, dan pasar, sehingga mereka 

tidak dapat menikmati manfaat pembangunan secara optimal (Barrett et 

al., 2020). Ketimpangan ini dapat memperlebar kesenjangan antara 

petani kecil dan pelaku usaha besar, serta menghambat upaya pengen-

tasan kemiskinan di pedesaan. 

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, konsep pemba-

ngunan berkelanjutan menjadi semakin relevan. Pembangunan berke- 



4  

lanjutan dalam sektor pertanian mencakup tiga dimensi utama, yaitu 

ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sisi ekonomi, pembangunan harus 

mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dari sisi 

sosial, pembangunan harus mampu menciptakan keadilan dan inklusivi-

tas. Sedangkan dari sisi lingkungan, pembangunan harus menjaga kele-

starian sumber daya alam untuk generasi mendatang (Pretty, 2020). 

Lebih lanjut, pendekatan pembangunan pertanian modern juga mu-

lai mengarah pada konsep ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi 

sirkular (circular economy), yang menekankan efisiensi penggunaan 

sumber daya serta pengurangan limbah. Dalam konteks ini, limbah perta-

nian dapat diolah menjadi produk bernilai tambah seperti pupuk organik 

atau energi terbarukan (biogas), sehingga dapat meningkatkan efisiensi 

dan keberlanjutan sistem pertanian (FAO, 2022). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekonomi pembangu-

nan merupakan kerangka penting dalam memahami dinamika pemban-

gunan pertanian. Sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai penye-

dia pangan, tetapi juga sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi, 

terutama di negara berkembang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan 

yang komprehensif dan terintegrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan 

pertanian. 

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa pembangunan perta-

nian memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

dan pengentasan kemiskinan, terutama pada tahap awal pembangunan 

suatu negara (Sanjaya, 2023; Syahrial et al., 2023). Hal ini menegaskan 

bahwa pembangunan pertanian tidak dapat dipisahkan dari kerangka 

besar pembangunan ekonomi nasional. Bahkan, dalam banyak kasus, ke-

berhasilan pembangunan ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh 

keberhasilan pembangunan sektor pertaniannya. 
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B. Definisi Ekonomi Pembangunan 

Ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu ekonomi yang 

secara khusus mempelajari berbagai upaya untuk meningkatkan kes-

ejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita da-

lam jangka panjang, disertai dengan perubahan struktural dalam sistem 

ekonomi dan sosial. Fokus utama dari ekonomi pembangunan tidak ha-

nya terletak pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup 

aspek yang lebih luas seperti pemerataan distribusi pendapatan, pengu-

rangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta 

penguatan kelembagaan ekonomi (Todaro & Smith, 2015). 

Menurut Todaro dan Smith (2015), pembangunan ekonomi memili-

ki tiga tujuan utama yang saling berkaitan. Pertama, peningkatan standar 

hidup masyarakat, yang mencakup peningkatan pendapatan, konsumsi, 

kesehatan, pendidikan, serta akses terhadap layanan dasar. Kedua, pen-

ingkatan harga diri (self-esteem), yaitu kemampuan individu dan mas-

yarakat untuk memiliki rasa percaya diri dan martabat sebagai manusia 

yang produktif dan dihargai. Ketiga, perluasan kebebasan ekonomi dan 

sosial, yang mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memilih dan 

menentukan kehidupannya secara mandiri, termasuk akses terhadap pe-

luang ekonomi, pendidikan, dan partisipasi dalam proses pembangunan. 

Definisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi 

bersifat multidimensional dan tidak dapat diukur hanya dengan indika-

tor ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Pendekatan modern 

dalam ekonomi pembangunan juga menekankan pentingnya indikator 

non-ekonomi, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat ke-

miskinan, dan ketimpangan pendapatan, sebagai ukuran keberhasilan 

pembangunan (World Bank, 2021). Hal ini sejalan dengan pandangan 

Amartya Sen yang menekankan bahwa pembangunan harus dipandang 

sebagai proses perluasan kebebasan manusia (development as freedom), 

di mana kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga 

dari kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai 

berharga (Sen, 1999). 
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Selain itu, pembangunan ekonomi juga mencakup transformasi 

struktural yang ditandai dengan pergeseran dari sektor tradisional ke 

sektor modern. Dalam konteks ini, sektor tradisional umumnya didom-

inasi oleh pertanian subsisten dengan produktivitas rendah, sedang-

kan sektor modern mencakup industri dan jasa dengan produktivitas 

yang lebih tinggi. Transformasi ini merupakan ciri khas pembangunan 

ekonomi yang berhasil, di mana terjadi peningkatan efisiensi dan diversi-

fikasi ekonomi (Lewis, 1954). 

Transformasi struktural juga berkaitan erat dengan perubahan 

teknologi dan inovasi. Kemajuan teknologi memainkan peran penting 

dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi, baik di sek-tor 

pertanian maupun sektor lainnya. Dalam beberapa dekade terakhir, 

perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan 

dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian. Penggunaan te-

knologi seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (artificial 

intelligence), dan big data telah memungkinkan peningkatan efisiensi 

produksi serta pengambilan keputusan yang lebih akurat (Wolfert et al., 

2017). Oleh karena itu, inovasi teknologi menjadi salah satu pilar utama 

dalam pembangunan ekonomi modern. 

Di samping perubahan teknologi, pembangunan ekonomi juga 

melibatkan transformasi kelembagaan. Kelembagaan mencakup aturan 

formal dan informal yang mengatur interaksi ekonomi, seperti sistem hu-

kum, kebijakan pemerintah, serta norma sosial. Kelembagaan yang kuat 

dan efektif dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, 

inovasi, dan pertumbuhan ekonomi (North, 1990). Sebaliknya, kelem-

bagaan yang lemah dapat menjadi hambatan bagi pembangunan karena 

menimbulkan ketidakpastian dan meningkatkan biaya transaksi. 

Dalam konteks negara berkembang, transformasi kelembagaan 

menjadi sangat penting karena banyak negara masih menghadapi berb-

agai masalah seperti korupsi, birokrasi yang tidak efisien, serta lemahn-

ya penegakan hukum. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan menjadi 

salah satu strategi utama dalam mempercepat pembangunan ekonomi 

(Acemoglu & Robinson, 2012). Negara-negara yang berhasil melaku- 
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kan reformasi kelembagaan umumnya mampu mencapai pertumbuhan 

ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. 

Dalam sektor pertanian, ekonomi pembangunan tidak hanya mem-

bahas peningkatan produksi, tetapi juga mencakup aspek distribusi, ak-

ses pasar, serta peningkatan nilai tambah produk pertanian. Hal ini pent-

ing karena peningkatan produksi saja tidak cukup untuk meningkatkan 

kesejahteraan petani jika tidak diikuti dengan akses pasar yang baik dan 

harga yang menguntungkan. Oleh karena itu, pembangunan pertanian 

harus mencakup pengembangan rantai nilai (value chain) yang efisien 

dan inklusif (Barrett et al., 2020). 

Selain itu, efisiensi distribusi juga menjadi faktor penting da-lam 

pembangunan pertanian. Sistem distribusi yang tidak efisien dapat 

menyebabkan tingginya biaya logistik, sehingga harga produk menjadi 

tidak kompetitif. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur seperti 

jalan, pelabuhan, dan fasilitas penyimpanan menjadi sangat penting un-

tuk mendukung distribusi produk pertanian (FAO, 2022). Infrastruktur 

yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi distribusi, tetapi juga mem-

buka akses pasar yang lebih luas bagi petani. 

Peningkatan nilai tambah produk pertanian juga menjadi salah 

satu fokus dalam ekonomi pembangunan. Nilai tambah dapat diperoleh 

melalui pengolahan produk pertanian menjadi produk yang memiliki 

nilai ekonomi lebih tinggi, seperti produk olahan makanan atau bahan 

baku industri. Pendekatan ini dikenal sebagai agroindustri, yang dapat 

meningkatkan pendapatan petani serta menciptakan lapangan kerja di 

pedesaan (Timmer, 2009). Dengan demikian, pembangunan pertanian 

tidak hanya berfokus pada produksi primer, tetapi juga pada pengemban-

gan sektor hilir. Dalam era globalisasi, pembangunan ekonomi juga 

dipengaruhi oleh integrasi ekonomi internasional. Perdagangan interna-

sional memberikan peluang bagi negara berkembang untuk meningkat-

kan ekspor dan memperoleh devisa, namun juga menimbulkan tantangan 

berupa persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, negara berkem-

bang perlu meningkatkan daya saing produk mereka melalui peningka-

tan kualitas, efisiensi, dan inovasi (Porter, 1990). Dalam konteks perta- 
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nian, daya saing dapat ditingkatkan melalui penerapan standar kualitas, 

sertifikasi, serta penggunaan teknologi modern. 

Lebih lanjut, konsep pembangunan ekonomi saat ini semakin men-

garah pada pendekatan berkelanjutan (sustainable development). Pem-

bangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara 

pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Da-

lam sektor pertanian, pendekatan ini dikenal sebagai pertanian berke-

lanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi tanpa merusak 

lingkungan (Pretty, 2020). Praktik pertanian berkelanjutan mencakup 

penggunaan sumber daya secara efisien, pengurangan penggunaan bah-

an kimia, serta pelestarian keanekaragaman hayati. 

Isu perubahan iklim juga menjadi faktor penting dalam ekonomi 

pembangunan, khususnya dalam sektor pertanian. Perubahan iklim 

dapat mempengaruhi produktivitas pertanian melalui perubahan pola 

cuaca, peningkatan suhu, serta frekuensi bencana alam. Oleh karena itu, 

pembangunan pertanian harus mempertimbangkan aspek adaptasi dan 

mitigasi terhadap perubahan iklim (IPCC, 2022). Strategi adaptasi dapat 

mencakup penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap perubah-

an iklim, serta penerapan teknologi irigasi yang efisien. 

C. Pentingnya Peran Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi 

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama dalam pemba-

ngunan ekonomi, khususnya di negara berkembang. Peran sektor ini ti-

dak hanya terbatas pada penyediaan pangan, tetapi juga mencakup fungsi 

strategis dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku indus-

tri, serta kontribusi terhadap devisa negara. Dalam banyak kasus, sektor 

pertanian menjadi fondasi awal dalam proses pembangunan ekonomi se-

belum terjadi transformasi ke sektor industri dan jasa (Todaro & Smith, 

2015). 

Karakteristik negara berkembang umumnya menunjukkan adanya 

ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian. Hal ini dapat di-

lihat dari beberapa indikator utama, seperti rendahnya pendapatan per 

kapita, dominasi tenaga kerja di sektor pertanian, keterbatasan infras- 
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truktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta tingginya ketim-

pangan distribusi pendapatan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa 

sektor pertanian masih menjadi sumber utama penghidupan bagi seba-

gian besar masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan (Ellis, 2000). 

Pendapatan per kapita yang rendah merupakan salah satu ciri uta-

ma negara berkembang. Rendahnya pendapatan ini seringkali berkaitan 

dengan rendahnya produktivitas sektor pertanian, yang disebabkan oleh 

keterbatasan teknologi, akses terhadap modal, serta rendahnya ting-

kat pendidikan petani. Akibatnya, sebagian besar petani hanya mampu 

menghasilkan produk dalam jumlah terbatas dengan nilai tambah yang 

rendah (World Bank, 2021). Oleh karena itu, peningkatan produktivitas 

pertanian menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan pendapatan 

masyarakat pedesaan. 

Selain itu, dominasi sektor pertanian dalam struktur tenaga kerja 

juga menjadi karakteristik penting negara berkembang. Di banyak neg-

ara, lebih dari 30% tenaga kerja masih bergantung pada sektor pertani-

an. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting 

dalam menyediakan lapangan kerja, terutama bagi masyarakat dengan 

tingkat pendidikan yang relatif rendah (FAO, 2022). Namun, dominasi ini 

juga menunjukkan adanya tantangan dalam hal produktivitas, karena 

sektor pertanian umumnya memiliki produktivitas tenaga kerja yang leb-

ih rendah dibandingkan sektor industri dan jasa. 

Keterbatasan infrastruktur juga menjadi hambatan utama dalam 

pengembangan sektor pertanian. Infrastruktur seperti jalan, irigasi, listr-

ik, dan fasilitas penyimpanan sangat penting untuk mendukung kegiatan 

produksi dan distribusi hasil pertanian. Tanpa infrastruktur yang mema-

dai, petani akan kesulitan mengakses pasar, sehingga harga jual produk 

menjadi rendah dan tidak kompetitif (Timmer, 2009). Oleh karena itu, 

pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas dalam kebija-

kan pembangunan pertanian. 

Selain faktor fisik, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga meme-

gang peranan penting dalam pembangunan sektor pertanian. Rendahnya 

tingkat pendidikan dan keterampilan petani menjadi salah satu penye- 
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bab rendahnya adopsi teknologi pertanian modern. Padahal, penggunaan 

teknologi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi 

produksi secara signifikan (Schultz, 1964). Oleh karena itu, peningkatan 

kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan menjadi langkah penting 

dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian. 

Ketimpangan distribusi pendapatan juga menjadi isu yang sering 

terjadi di negara berkembang, khususnya di sektor pertanian. Petani ke-

cil seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap lahan, modal, dan 

teknologi, sehingga mereka tidak dapat bersaing dengan pelaku usaha 

besar. Akibatnya, terjadi kesenjangan pendapatan yang cukup signifikan 

antara petani kecil dan pelaku usaha besar (Barrett et al., 2020). Ketim-

pangan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, teta-

pi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 

 
Tabel 1. Indikator Karakteristik Pembangunan di Negara Berkembang 

 

No Karakteristik Penjelasan 

1 Pendapatan rendah PDB per kapita rendah 

2 Dominasi sektor pertanian >30% tenaga kerja 

3 Infrastruktur terbatas Akses terbatas 

4 SDM rendah Pendidikan terbatas 

5 Ketimpangan tinggi Distribusi tidak merata 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2024). 

 
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa faktor kesehatan, pendi-

dikan, dan teknologi menjadi determinan penting dalam pembangunan 

pertanian modern. Kesehatan yang baik memungkinkan tenaga kerja per-

tanian untuk bekerja secara produktif, sementara pendidikan meningkat-

kan kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi dan mengelola usa-

ha tani secara efisien (Pretty, 2020). Di sisi lain, teknologi berperan dalam 

meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta kualitas hasil pertanian, seh-

ingga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar global (Wolfert et 

al., 2017). 
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Dalam konteks pembangunan ekonomi, sektor pertanian memili-ki 

beberapa peran utama yang saling terkait. Pertama, sebagai penyedia 

pangan. Sektor pertanian bertanggung jawab dalam memenuhi kebutu-

han pangan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun global. Ketah-

anan pangan menjadi salah satu indikator penting dalam pembangu-

nan ekonomi, karena ketersediaan pangan yang cukup dan stabil dapat 

mendukung stabilitas sosial dan ekonomi (FAO, 2022). Tanpa ketahanan 

pangan yang baik, suatu negara akan rentan terhadap krisis sosial dan 

ekonomi. 

Kedua, sektor pertanian berperan sebagai penyerap tenaga kerja. 

Di negara berkembang, sektor ini menjadi sumber utama lapangan kerja, 

terutama bagi masyarakat pedesaan. Penyerapan tenaga kerja yang ting-

gi membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Namun 

demikian, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian agar dapat memberikan 

pendapatan yang layak (Todaro & Smith, 2015). 

Ketiga, sektor pertanian berperan sebagai penyedia bahan baku 

bagi industri. Banyak industri, terutama agroindustri, bergantung pada 

bahan baku dari sektor pertanian. Contohnya adalah industri makanan, 

tekstil, dan bioenergi. Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan 

berkelanjutan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor in-

dustri (Timmer, 2009). Dengan demikian, pembangunan sektor pertani-

an dan industri harus dilakukan secara terpadu. 

Keempat, sektor pertanian berperan sebagai sumber devisa negara 

melalui ekspor komoditas pertanian. Negara-negara berkembang umum-

nya mengekspor produk pertanian seperti kopi, kakao, kelapa sawit, dan 

rempah-rempah. Ekspor ini memberikan kontribusi yang signifikan terh-

adap pendapatan negara dan membantu memperkuat neraca perdagan-

gan (World Bank, 2021). Namun, ketergantungan pada ekspor komoditas 

primer juga memiliki risiko, seperti fluktuasi harga di pasar internasion-

al. 

Selain keempat peran utama tersebut, sektor pertanian juga memi-

liki peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Banyak studi menun- 
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jukkan bahwa pertumbuhan di sektor pertanian lebih efektif dalam men-

gurangi kemiskinan dibandingkan sektor lainnya, karena sebagian besar 

masyarakat miskin tinggal di pedesaan dan bergantung pada pertanian 

(Barrett et al., 2020). Oleh karena itu, investasi dalam sektor pertanian 

dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kese-

jahteraan masyarakat. 

Dalam era globalisasi dan perubahan iklim, peran sektor pertani-

an menjadi semakin kompleks. Perubahan iklim, misalnya, dapat mem-

pengaruhi produktivitas pertanian melalui perubahan pola cuaca dan 

peningkatan frekuensi bencana alam. Oleh karena itu, pembangunan 

pertanian harus mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan dan adaptif 

terhadap perubahan lingkungan (IPCC, 2022). Pendekatan ini mencakup 

penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam 

yang efisien, serta penguatan ketahanan sistem pertanian. 

Lebih lanjut, perkembangan teknologi digital telah membuka pelu-

ang baru dalam sektor pertanian. Konsep smart farming memungkinkan 

penggunaan data dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan pro-

duktivitas. Teknologi seperti sensor, drone, dan sistem informasi geograf-

is (GIS) dapat membantu petani dalam mengelola lahan secara lebih efek-

tif (Wolfert et al., 2017). Dengan demikian, integrasi teknologi menjadi 

salah satu kunci dalam pembangunan pertanian modern. 

Dengan mempertimbangkan berbagai peran dan tantangan terse-

but, dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian memiliki posisi yang 

sangat strategis dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, diperlu-

kan kebijakan yang tepat untuk mendukung pengembangan sektor ini, 

termasuk investasi dalam infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, ser-

ta penguatan kelembagaan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan 

berkelanjutan, sektor pertanian dapat menjadi motor penggerak utama 

dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 
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D. Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi 

Sektor pertanian memiliki posisi yang sangat strategis dalam pem-

bangunan ekonomi, khususnya di negara berkembang. Peran sektor ini 

tidak hanya terbatas pada penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, 

tetapi juga mencakup berbagai fungsi ekonomi dan sosial yang saling 

terkait. Dalam banyak literatur ekonomi pembangunan, sektor perta-

nian sering dianggap sebagai fondasi awal dalam proses pembangunan 

ekonomi karena mampu menyediakan sumber daya penting yang dibu-

tuhkan untuk mendorong pertumbuhan sektor lain, seperti industri dan 

jasa (Todaro & Smith, 2015). 

Secara umum, sektor pertanian memiliki lima peran utama dalam 

pembangunan ekonomi, yaitu sebagai penyedia pangan, penyerap tenaga 

kerja, penyedia bahan baku industri, sumber devisa negara, serta sebagai 

alat pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan. Kelima 

peran ini saling berkaitan dan membentuk sistem yang mendukung per-

tumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Peran pertama sektor pertanian adalah sebagai penyedia pangan. 

Fungsi ini merupakan peran paling mendasar dan vital karena berkai-tan 

langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Ketersediaan pangan 

yang cukup, aman, dan terjangkau menjadi syarat utama bagi stabilitas 

sosial dan ekonomi suatu negara. Ketahanan pangan yang kuat dapat 

mencegah terjadinya krisis sosial, seperti kelaparan dan konflik, serta 

mendukung produktivitas tenaga kerja di sektor lain (FAO, 2022). Dalam 

konteks ini, sektor pertanian berperan sebagai penjamin stabilitas na-

sional, karena gangguan dalam produksi pangan dapat berdampak luas 

terhadap ekonomi dan keamanan negara. 

Namun demikian, tantangan dalam penyediaan pangan sema-kin 

kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk dunia yang terus 

meningkat. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa populasi 

dunia akan mencapai hampir 10 miliar pada tahun 2050, sehingga kebu-

tuhan pangan akan meningkat secara signifikan (United Nations, 2022). 

Di sisi lain, sektor pertanian menghadapi keterbatasan sumber daya sep-

erti lahan dan air, serta dampak perubahan iklim yang dapat mengganggu 
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produksi. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas pertanian melalui 

inovasi teknologi dan pengelolaan sumber daya yang efisien menjadi san-

gat penting. 

Peran kedua sektor pertanian adalah sebagai penyerap tenaga ker-

ja. Di banyak negara berkembang, sektor pertanian masih menjadi sum-

ber utama lapangan kerja, terutama bagi masyarakat pedesaan. Sebagian 

besar tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah atau keterampilan 

terbatas bekerja di sektor ini karena akses yang relatif mudah dibanding-

kan sektor formal lainnya (World Bank, 2021). Dengan demikian, sektor 

pertanian memiliki kontribusi besar dalam mengurangi pengangguran 

dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Namun, meskipun mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah 

besar, sektor pertanian seringkali memiliki tingkat produktivitas yang 

rendah. Hal ini menyebabkan pendapatan petani relatif rendah diband-

ingkan pekerja di sektor industri dan jasa. Oleh karena itu, tantangan 

utama dalam pembangunan pertanian adalah bagaimana meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan teknologi, pendidikan, 

dan akses terhadap modal (Schultz, 1964). Dengan produktivitas yang 

lebih tinggi, sektor pertanian tidak hanya mampu menyerap tenaga kerja, 

tetapi juga memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi para pelakun-

ya. 

Peran ketiga sektor pertanian adalah sebagai penyedia bahan baku 

bagi industri, khususnya agroindustri. Banyak sektor industri bergantung 

pada bahan baku yang dihasilkan oleh sektor pertanian, seperti indus-

tri makanan dan minuman, tekstil, serta bioenergi. Ketersediaan bahan 

baku yang stabil dan berkualitas sangat penting untuk mendukung ke-

berlangsungan produksi industri (Timmer, 2009). Oleh karena itu, pem-

bangunan sektor pertanian dan industri harus dilakukan secara terinte-

grasi untuk menciptakan rantai nilai yang efisien. 

Pengembangan agroindustri juga memberikan peluang untuk 

meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Melalui proses pengolahan, 

produk pertanian dapat memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi diband-

ingkan jika dijual dalam bentuk mentah. Hal ini tidak hanya meningkat- 



15 
 

kan pendapatan petani, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di 

sektor pengolahan dan distribusi (Barrett et al., 2020). Dengan demiki-

an, sektor pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bahan baku, 

tetapi juga sebagai penggerak industri berbasis sumber daya lokal. 

Peran keempat sektor pertanian adalah sebagai sumber devisa 

negara melalui ekspor komoditas pertanian. Banyak negara berkembang 

mengandalkan ekspor produk pertanian seperti kopi, kakao, kelapa saw-

it, dan rempah-rempah sebagai sumber utama pendapatan negara. De-

visa yang diperoleh dari ekspor ini dapat digunakan untuk membiayai 

pembangunan, termasuk impor barang modal dan teknologi yang dibu-

tuhkan untuk industrialisasi (Todaro & Smith, 2015). 

Namun demikian, ketergantungan pada ekspor komoditas prim-

er juga memiliki risiko, terutama terkait dengan fluktuasi harga di pasar 

internasional. Harga komoditas pertanian cenderung tidak stabil kare-na 

dipengaruhi oleh faktor global seperti permintaan dan penawaran, 

kondisi cuaca, serta kebijakan perdagangan internasional (World Bank, 

2021). Oleh karena itu, diversifikasi produk dan peningkatan nilai tam-

bah menjadi strategi penting untuk mengurangi risiko tersebut. 

Peran kelima sektor pertanian adalah sebagai alat pengentasan ke-

miskinan, terutama di wilayah pedesaan. Sebagian besar penduduk mi-

skin di negara berkembang tinggal di daerah pedesaan dan bergantung 

pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Oleh karena 

itu, peningkatan produktivitas dan pendapatan di sektor pertanian dapat 

memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan 

(Barrett et al., 2020). 

Penelitian global menunjukkan bahwa pertumbuhan di sektor per-

tanian lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan sektor 

lainnya, terutama pada tahap awal pembangunan ekonomi (Christiaensen 

et al., 2011). Hal ini disebabkan oleh tingginya keterkaitan antara sektor 

pertanian dengan sektor lain, serta dampaknya yang langsung terhadap 

pendapatan masyarakat miskin. Oleh karena itu, investasi dalam sektor 

pertanian, seperti pembangunan infrastruktur pedesaan, penyediaan 

kredit usaha tani, serta peningkatan akses pasar, menjadi sangat penting 
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dalam upaya pengentasan kemiskinan. 

Selain kelima peran utama tersebut, sektor pertanian juga memi-

liki kontribusi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Prak-

tik pertanian yang berkelanjutan dapat membantu menjaga kesuburan 

tanah, melestarikan keanekaragaman hayati, serta mengurangi emisi gas 

rumah kaca (Pretty, 2020). Dalam konteks ini, sektor pertanian tidak han-

ya berfungsi sebagai penghasil produk ekonomi, tetapi juga sebagai pen-

jaga ekosistem. 

Dalam era globalisasi dan perubahan iklim, peran sektor pertani-

an menjadi semakin kompleks dan menantang. Perubahan iklim, misal-

nya, dapat mempengaruhi produktivitas pertanian melalui perubahan 

pola curah hujan, suhu, serta peningkatan frekuensi bencana alam sep-

erti banjir dan kekeringan (IPCC, 2022). Oleh karena itu, pembangunan 

pertanian harus mengadopsi pendekatan yang adaptif dan berkelanju-

tan, termasuk penggunaan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan 

sumber daya alam yang efisien. 

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga membuka pelu-

ang baru dalam sektor pertanian. Konsep smart farming memungkinkan 

penggunaan data dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi 

dan pengambilan keputusan (Wolfert et al., 2017). Teknologi seperti sen-

sor, drone, dan sistem informasi geografis (GIS) dapat membantu petani 

dalam mengelola lahan secara lebih efektif dan efisien. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian 

memiliki peran yang sangat penting dan multidimensional dalam pemba-

ngunan ekonomi. Kelima peran utama—penyedia pangan, penyerap tena-

ga kerja, penyedia bahan baku industri, sumber devisa, dan pengentasan 

kemiskinan—menunjukkan bahwa sektor ini tidak hanya berkontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terhadap pemerataan dan 

keberlanjutan pembangunan. Penelitian global juga menegaskan bahwa 

sektor pertanian tetap menjadi kunci dalam pembangunan inklusif dan 

pengurangan kemiskinan, terutama di negara berkembang (FAO, 2022; 

World Bank, 2021). Oleh karena itu, pengembangan sektor pertanian ha-

rus menjadi prioritas dalam strategi pembangunan ekonomi nasional. 
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E. Teori Ekonomi Pembangunan (Pendekatan Klasik & Modern) 

Teori ekonomi pembangunan berkembang dari waktu ke waktu 

seiring dengan perubahan kondisi ekonomi global dan dinamika sosial 

masyarakat. Secara umum, teori-teori tersebut dapat dikelompokkan ke 

dalam pendekatan klasik dan modern. Pendekatan klasik menekank-an 

pada akumulasi modal, tenaga kerja, dan transformasi struktural se-

bagai pendorong utama pembangunan, sedangkan pendekatan modern 

lebih menitikberatkan pada peran teknologi, inovasi, dan sumber daya 

manusia dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 

(Todaro & Smith, 2015). 

Salah satu teori klasik yang paling berpengaruh dalam ekonomi 

pembangunan adalah Teori Dual Sector Model yang dikemukakan oleh 

Arthur Lewis. Teori ini menjelaskan bahwa perekonomian nega-ra 

berkembang terdiri dari dua sektor utama, yaitu sektor tradisional 

(pertanian) dan sektor modern (industri). Sektor pertanian umumnya 

memiliki kelebihan tenaga kerja dengan produktivitas rendah, sehingga 

sebagian tenaga kerja dapat dipindahkan ke sektor industri tanpa men-

gurangi output secara signifikan (Lewis, 1954). Perpindahan tenaga kerja 

ini memungkinkan sektor industri berkembang lebih cepat karena mem-

peroleh tenaga kerja murah, sementara sektor pertanian secara bertahap 

menjadi lebih efisien. 

Namun demikian, dalam praktiknya, proses perpindahan tenaga 

kerja tidak selalu berjalan lancar. Banyak negara berkembang menghada-

pi masalah seperti urbanisasi berlebihan dan pengangguran di perkotaan 

akibat ketidakseimbangan antara pertumbuhan sektor industri dan jum-

lah tenaga kerja yang berpindah dari sektor pertanian (Todaro & Smith, 

2015). Hal ini menunjukkan bahwa teori Lewis perlu dilengkapi dengan 

kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja di sektor modern. 

Selain Lewis, Theodore Schultz memberikan kontribusi penting 

dalam teori pembangunan pertanian melalui konsep bahwa petani di 

negara berkembang adalah pelaku ekonomi yang rasional dan respon-

sif terhadap insentif ekonomi. Schultz menolak pandangan bahwa petani 

bersifat tradisional dan tidak efisien. Menurutnya, petani akan menga- 
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dopsi teknologi baru jika mereka memiliki akses terhadap informasi, 

modal, dan pasar (Schultz, 1964). Oleh karena itu, peningkatan produkti-

vitas pertanian dapat dicapai melalui investasi dalam pendidikan, peneli-

tian, dan penyuluhan pertanian. 

Pendekatan Schultz menekankan pentingnya pembangunan sum-

ber daya manusia dalam sektor pertanian. Petani yang memiliki penge-

tahuan dan keterampilan yang baik akan lebih mampu mengelola usa-

ha tani secara efisien dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. 

Hal ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana sektor pertanian 

menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim dan globalisasi 

pasar (World Bank, 2021). 

Teori lain yang penting dalam ekonomi pembangunan adalah Teori 

Boserup, yang menekankan hubungan antara pertumbuhan penduduk 

dan inovasi dalam pertanian. Ester Boserup berpendapat bahwa tekanan 

penduduk yang meningkat akan mendorong petani untuk mengembang-

kan teknik produksi yang lebih intensif dan inovatif guna memenuhi ke-

butuhan pangan yang terus bertambah (Boserup, 1965). Dengan kata 

lain, pertumbuhan penduduk tidak selalu menjadi beban, tetapi dapat 

menjadi pendorong inovasi dalam sistem pertanian. 

Teori Boserup memberikan perspektif yang berbeda dari pan-

dangan Malthus yang cenderung pesimistis terhadap pertumbuhan 

penduduk. Dalam banyak kasus, peningkatan jumlah penduduk justru 

mendorong perkembangan teknologi dan peningkatan produktivitas per-

tanian. Namun demikian, teori ini juga memiliki keterbatasan, terutama 

jika tekanan penduduk tidak diimbangi dengan akses terhadap teknologi 

dan sumber daya yang memadai (Todaro & Smith, 2015). 

Seiring dengan perkembangan ekonomi global, muncul pendekat-

an baru dalam teori pembangunan yang dikenal sebagai Teori Pertumbu-

han Endogen. Berbeda dengan teori klasik yang menganggap teknologi 

sebagai faktor eksternal, teori ini menempatkan teknologi dan inovasi 

sebagai faktor internal yang dapat dikembangkan melalui investasi da-

lam penelitian, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia 

(Romer, 1990). Dalam kerangka ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya 
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ditentukan oleh akumulasi modal, tetapi juga oleh kemampuan suatu 

negara dalam menciptakan dan mengadopsi inovasi. 

Teori pertumbuhan endogen menekankan bahwa kebijakan pemer-

intah memiliki peran penting dalam mendorong inovasi dan pengemban-

gan teknologi. Investasi dalam pendidikan, penelitian, dan infrastruktur 

teknologi dapat meningkatkan kapasitas inovasi suatu negara, sehingga 

mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Aghion 

& Howitt, 2009). Dalam konteks pertanian, hal ini berarti bahwa pengem-

bangan teknologi pertanian menjadi kunci dalam meningkatkan produk-

tivitas dan daya saing. 

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa inovasi teknologi seperti 

smart farming, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (artificial 

intelligence atau AI) menjadi faktor utama dalam pertumbuhan pertani-

an modern (Wolfert et al., 2017). Teknologi ini memungkinkan petani un-

tuk mengoptimalkan penggunaan input seperti air, pupuk, dan pestisida, 

sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkun-

gan. Selain itu, penggunaan data dan analisis berbasis AI dapat memban-

tu dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, seperti menentukan 

waktu tanam dan panen yang optimal. 

Perkembangan teknologi juga membuka peluang baru dalam 

pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan. Misalnya, penggu-

naan sensor dan drone dapat membantu memantau kondisi tanaman se-

cara real-time, sehingga petani dapat merespons perubahan lingkungan 

dengan cepat. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan peru-

bahan iklim yang semakin tidak menentu (Pretty, 2020). 

F. Indikator Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang kompleks dan 

multidimensional, sehingga tidak dapat diukur hanya dengan satu ind-

ikator tunggal. Oleh karena itu, diperlukan berbagai indikator untuk me-

nilai keberhasilan pembangunan secara komprehensif, baik dari sisi per-

tumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan, 

maupun efisiensi produksi. Beberapa indikator utama yang umum digu- 
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nakan dalam analisis pembangunan ekonomi antara lain Produk Domes-

tik Bruto (PDB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini Ratio, tingkat 

kemiskinan, serta produktivitas (Todaro & Smith, 2015). Berikut Tabel 

Indikator dan Fungsi Pembangunan Ekonomi. 

 
Tabel 1.2 Indikator dan Fungsi Pembangunan Ekonomi 

Indikator Fungsi 

PDB Pertumbuhan ekonomi 

IPM Kesejahteraan 

Gini Ratio Ketimpangan 

Kemiskinan Distribusi 

Produktivitas Efisiensi 

Sumber: diolah dari Todaro & Smith (2015) 

 
Indikator pertama yang paling umum digunakan adalah Produk 

Domestik Bruto (PDB). PDB mengukur total nilai barang dan jasa yang di-

hasilkan dalam suatu negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. 

PDB sering digunakan sebagai indikator utama untuk menilai pertum-

buhan ekonomi, karena mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi secara 

keseluruhan (Mankiw, 2019). Pertumbuhan PDB yang tinggi biasanya di-

interpretasikan sebagai tanda kemajuan ekonomi, karena menunjukkan 

peningkatan produksi dan pendapatan nasional. 

Namun demikian, PDB memiliki keterbatasan sebagai indikator 

pembangunan. PDB tidak mencerminkan distribusi pendapatan di antara 

masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu dii-

kuti oleh peningkatan kesejahteraan secara merata. Selain itu, PDB juga 

tidak memperhitungkan aspek non-ekonomi seperti kualitas lingkungan, 

kesehatan, dan pendidikan (Stiglitz et al., 2009). Oleh karena itu, penggu-

naan PDB perlu dilengkapi dengan indikator lain yang lebih komprehen-

sif. 

Indikator kedua adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang 

dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). 

IPM mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan tiga di- 
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mensi utama, yaitu kesehatan (diukur melalui harapan hidup), pendi-

dikan (diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama seko-

lah), serta standar hidup (diukur melalui pendapatan per kapita) (UNDP, 

2022). IPM memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kualitas 

hidup masyarakat dibandingkan PDB, karena mencakup aspek sosial dan 

manusia. 

Penggunaan IPM sebagai indikator pembangunan mencermink-

an pergeseran paradigma dari pendekatan yang berfokus pada pertum-

buhan ekonomi ke pendekatan yang lebih berorientasi pada manusia 

(human-centered development). Dalam konteks ini, pembangunan ti-dak 

hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga un-tuk 

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara 

menyeluruh (Sen, 1999). Oleh karena itu, IPM menjadi salah satu indika-

tor penting dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan di berbagai 

negara. 

Indikator ketiga adalah Gini Ratio, yang digunakan untuk men-

gukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu negara. 

Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan 

distribusi pendapatan yang sangat merata, sedangkan nilai 1 menunjuk-

kan ketimpangan yang sangat tinggi (World Bank, 2021). Ketimpangan 

pendapatan yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi pembangunan 

ekonomi, karena dapat mengurangi akses masyarakat terhadap pendi-

dikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. 

Dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru dis-

ertai dengan peningkatan ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjuk-

kan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati secara merata 

oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pembangu-

nan perlu memperhatikan aspek pemerataan agar pertumbuhan ekonomi 

dapat memberikan manfaat yang inklusif (Todaro & Smith, 2015). 

Indikator keempat adalah tingkat kemiskinan, yang mencerminkan 

proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan 

merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi, 

terutama di negara berkembang. Tingkat kemiskinan yang tinggi menun- 
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jukkan bahwa sebagian masyarakat belum mampu memenuhi kebutu-

han dasar seperti pangan, sandang, dan papan (World Bank, 2021). Oleh 

karena itu, pengurangan kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama 

pembangunan ekonomi. 

Pengukuran kemiskinan tidak hanya didasarkan pada pendapatan, 

tetapi juga dapat mencakup dimensi lain seperti akses terhadap pendi-

dikan, kesehatan, dan layanan dasar. Pendekatan multidimensional ini 

memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi kemiskinan, 

sehingga dapat membantu dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif 

(Alkire & Foster, 2011). Dalam konteks pembangunan pertanian, pengu-

rangan kemiskinan seringkali berkaitan dengan peningkatan produktivi-

tas dan pendapatan petani. 

Indikator kelima adalah produktivitas, yang mengukur efisiensi 

dalam penggunaan faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, 

dan teknologi. Produktivitas yang tinggi menunjukkan bahwa suatu per-

ekonomian mampu menghasilkan output yang lebih besar dengan input 

yang sama atau lebih sedikit (Krugman et al., 2018). Dalam jangka pan-

jang, peningkatan produktivitas merupakan kunci utama pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan. 

Dalam sektor pertanian, produktivitas sangat dipengaruhi oleh fak-

tor teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta akses terhadap input 

produksi. Penggunaan teknologi modern, seperti varietas unggul, pupuk, 

dan irigasi, dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan (FAO, 

2022). Selain itu, peningkatan keterampilan dan pengetahuan petani juga 

berperan penting dalam meningkatkan efisiensi produksi. 

Secara keseluruhan, kelima indikator tersebut saling melengkapi 

dalam memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pemban-

gunan ekonomi. PDB memberikan informasi mengenai pertumbuhan 

ekonomi, IPM mencerminkan kesejahteraan masyarakat, Gini Ratio 

menunjukkan tingkat ketimpangan, tingkat kemiskinan menggambar-

kan distribusi kesejahteraan, sedangkan produktivitas menunjukkan 

efisiensi ekonomi. Dengan menggunakan kombinasi indikator tersebut, 

analisis pembangunan ekonomi dapat dilakukan secara lebih akurat dan 
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menyeluruh. 

Dengan demikian, pengukuran pembangunan ekonomi tidak dapat 

dilakukan secara parsial, melainkan harus menggunakan pendekatan 

multidimensional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangu-

nan yang dilakukan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, 

tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan 

berkelanjutan (Stiglitz et al., 2009). Oleh karena itu, pemilihan indika-

tor yang tepat menjadi kunci dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan 

pembangunan ekonomi. 
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BAB 2 

TEORI DAN MODEL PEMBANGUNAN PERTANIAN 

(Dr. Muhamad Nurdin Yusuf, S.E., M.P)* 

 

 
A. Teori Dualisme Ekonomi (Arthur Lewis) 

Teori Dualisme Ekonomi yang dikemukakan oleh W. Arthur Lew-

is merupakan salah satu fondasi penting dalam teori pembangunan 

ekonomi, khususnya dalam menjelaskan transformasi struktural di nega-

ra berkembang. Lewis berargumen bahwa perekonomian negara berkem-

bang pada dasarnya terbagi menjadi dua sektor utama, yaitu sektor tra-

disional dan sektor modern, yang memiliki karakteristik sangat berbeda. 

Sektor tradisional umumnya lebih didominasi oleh kegiatan perta- 

nian subsisten di perdesaan yang memiliki produktivitas rendah, peng-

gunaan teknologi yang terbatas, serta terdapat kelebihan tenaga kerja 

(surplus labor). Penambahan tenaga kerja di sektor pertanian tradisional 

tidak dapat meningkatkan output secara signifikan, sehingga produkti-

vitas marginal tenaga kerja hampir mendekati nol. Fenomena ini dapat 

menyebabkan terjadinya perpindahan tenaga kerja ke sektor lain tanpa 

mengurangi total produksi pertanian secara signifikan. 

Sebaliknya, sektor modern dicirikan oleh kegiatan industri yang 

lebih maju dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi, penggunaan 

teknologi yang lebih baik, serta orientasi pada pasar. Sektor ini memiliki 

kemampuan untuk menyerap tenaga kerja dari sektor tradisional dengan 

menawarkan tingkat upah yang relatif lebih tinggi meskipun masih bera-

da pada tingkat upah subsisten yang ditambah insentif tertentu. 

Inti dari model Lewis terletak pada proses transfer tenaga kerja dari 

sektor tradisional ke sektor modern. Proses ini dapat berlangsung secara 

bertahap seiring dengan terjadinya akumulasi modal di sektor modern. 

Keuntungan yang diperoleh sektor modern ini akan diinvestasikan kem- 
 

* Penulis lahir di Tasikmalaya, 13 Maret 1976. Merupakan dosen Program Studi 

Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Galuh. Penulis menyelesaikan Sarjana 

dan Magister di Universitas Siliwangi, serta Doktoral di Universitas Pad-jadjaran. 
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bali sehingga dapat memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan 

permintaan tenaga kerja. Dengan demikian maka pembangunan ekonomi 

dipandang sebagai suatu proses dinamis yang digerakkan oleh ekspan-

si sektor modern. Namun demikian, proses transformasi ini tidak dapat 

berlangsung tanpa batas, sampai pada suatu titik tertentu surplus tena-

ga kerja di sektor tradisional ini akan habis. Hal ini yang dikenal sebagai 

“Lewis Turning Point”, dimana pada fase ini upah tenaga kerja mulai 

meningkat secara signifikan karena terjadinya kelangkaan tenaga kerja 

dan struktur ekonomi mengalami perubahan mendasar menuju pere-

konomian yang lebih modern. 

Dalam konteks pembangunan pertanian, teori ini memiliki im-

plikasi penting dimana sektor pertanian tidak hanya berfungsi sebagai 

penyedia pangan tetapi juga sebagai penyedia tenaga kerja bagi sektor 

industri. Oleh karena itu peningkatan produktivitas pertanian menjadi 

suatu hal yang penting agar perpindahan tenaga kerja tidak mengganggu 

produksi pangan. Selain itu, modernisasi pertanian melalui teknologi dan 

peningkatan kapasitas petani menjadi syarat penting dalam mendukung 

transformasi struktural secara berkelanjutan. 

Meskipun teori Lewis memberikan kerangka yang kuat dalam me-

mahami pembangunan ekonomi, beberapa kritik juga muncul. Kritik 

tersebut diantaranya adalah asumsi adanya surplus tenaga kerja yang ti-

dak selalu terjadi di semua negara serta kurangnya perhatian terhadap 

sektor informal dan adanya ketimpangan terhadap distribusi pendapa-

tan. Namun demikian, teori ini tetap relevan sebagai dasar analisis dalam 

memahami hubungan antara sektor pertanian dan industri dalam proses 

pembangunan. 

B. Teori Transformasi Struktural 

Teori Transformasi Struktural merupakan salah satu kerangka uta-

ma dalam ekonomi pembangunan yang menjelaskan perubahan mendasar 

dalam struktur perekonomian suatu negara seiring dengan meningkatn-

ya pertumbuhan ekonomi. Teori ini banyak dikembangkan oleh ekonom 

seperti Simon Kuznets dan Hollis B. Chenery yang menekankan bahwa 
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pembangunan ekonomi ditandai oleh pergeseran kontribusi sektor-sek-

tor ekonomi dari pertanian menuju industri dan jasa. 

Pada tahap awal pembangunan, sektor pertanian biasanya men-

dominasi perekonomian baik dilihat dari kontribusinya terhadap PDB 

(Produk Domestik Bruto) maupun penyerapan tenaga kerja. Namun de-

mikian, seiring dengan terjadinya peningkatan pendapatan per kapita 

penduduk menyebabkan terjadinya perubahan struktur produksi dan 

konsumsi. Permintaan terhadap produk industri dan jasa meningkat 

lebih cepat dibandingkan dengan produk pertanian yang pada akhirnya 

akan mendorong terjadinya ekspansi terhadap sektor non pertanian. 

Transformasi struktural juga ditandai oleh adanya perpindahan 

tenaga kerja dari sektor pertanian yang memiliki produktivitas rendah ke 

sektor industri dan jasa yang produktivitasnya lebih tinggi. Perpindahan 

ini tidak hanya meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya tetapi juga 

berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan nasional secara agre-

gat. Dalam proses ini biasanya urbanisasi menjadi fenomena yang tidak 

terpisahkan karena pusat-pusat industri dan jasa umumnya terkonsen-

trasi di wilayah perkotaan. 

Lebih lanjut Hollis B. Chenery menekankan bahwa transforma-

si struktural tidak hanya melibatkan perubahan dalam komposisi sek-

tor ekonomi, tetapi juga perubahan dalam pola perdagangan, distribusi 

pendapatan, serta kelembagaan ekonomi. Negara yang berhasil melaku-

kan transformasi struktural umumnya menunjukkan peningkatan dalam 

diversifikasi ekonomi, industrialisasi, dan integrasi ke dalam pasar global. 

Dalam konteks pembangunan pertanian, teori ini memberikan im-

plikasi penting bahwa sektor pertanian tidak akan hilang tetapi mengala-

mi transformasi dari subsisten menjadi komersial dan modern. Pertani-

an yang semula berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri beralih 

menjadi bagian dari sistem agribisnis yang terintegrasi dengan industri 

pengolahan dan pasar. Oleh karena itu adanya peningkatan produktivitas, 

efisiensi, serta adopsi teknologi menjadi kunci dalam mempertahankan 

peran strategis sektor pertanian di tengah perubahan struktur ekonomi. 

Namun demikian, transformasi struktural tidak selalu berjalan mu- 



30  

lus. Terjadinya ketimpangan pembangunan antar sektor dan wilayah ser-

ingkali muncul terutama ketika sektor industri berkembang lebih cepat 

dibandingkan sektor pertanian. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya 

kesenjangan pendapatan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan. 

Selain itu, apabila perpindahan tenaga kerja ini tidak diimbangi dengan 

adanya penciptaan lapangan kerja yang memadai di sektor modern, maka 

hal ini dapat menimbulkan terjadinya pengangguran dan berkembangn-

ya sektor informal. 

Dengan demikian maka teori transformasi struktural menegaskan 

bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensi yang 

tidak hanya berfokus pada pertumbuhan output tetapi juga perubahan 

dalam komposisi ekonomi, peningkatan produktivitas, serta peningkatan 

kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam kerangka pemba-

ngunan pertanian, teori ini menempatkan sektor pertanian sebagai fon-

dasi awal yang harus diperkuat untuk mendukung proses industrialisasi 

dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

C. Teori Pertumbuhan Rostow 

Walt W. Rostow merupakan pencetus teori pertumbuhan yang 

merupakan salah satu pendekatan klasik dalam ekonomi pembangunan 

yang menjelaskan proses pembangunan sebagai suatu tahapan linear 

yang dilalui oleh setiap negara. Karyanya yang terkenal adalah “The Stag-

es of Economic Growth”, Menurut Rostow bahwa pembangunan ekonomi 

berlangsung melalui lima tahap yang berurutan, mulai dari masyarakat 

tradisional sampai dengan masyarakat dengan konsumsi massal tinggi. 

Lima tahapan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tahap pertama adalah masyarakat tradisional (traditional society) 

Pada tahap ini ditandai dengan dominannya sektor pertanian, 

teknologi yang masih sederhana, serta produktivitas yang rendah. 

Pada tahap ini, sebagian besar sumber daya digunakan untuk me-

menuhi kebutuhan dasar (primer), dan struktur sosial cenderung 

bersifat statis. Pertanian subsisten menjadi tulang punggung 

ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan sangat lambat. 
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2. Tahap kedua adalah pra kondisi lepas landas (preconditions for 

take-off) 

Pada tahap ini mulai terjadi adanya perubahan dalam struktur 

ekonomi dan sosial dimana yang ditandai dengan adanya pening-

katan dalam investasi (transportasi, irigasi, dan pendidikan). Pada 

tahap ini mulai muncul kesadaran akan pentingnya modernisasi dan 

pertumbuhan ekonomi dimana sektor pertanian mulai mengalami 

perbaikan melalui introduksi teknologi dan adanya peningkatan 

produktivitas yang menjadi dasar bagi perkembangan sektor lain. 

3. Tahap ketiga adalah lepas landas (take-off) 

Tahap ini dapat dikatakan sebagai titik kritis dalam proses 

pembangunan, dimana pertumbuhan ekonomi mulai berlangsung 

secara cepat dan berkelanjutan. Selain itu terjadinya peningkatan 

investasi secara signifikan, industrialisasi yang mulai berkembang 

pesat, dan sektor-sektor produktif terus mengalami ekspansi. Da-

lam konteks ini sektor pertanian berperan penting sebagai penyedia 

bahan baku, tenaga kerja, dan pasar bagi sektor industri. 

4. Tahap keempat adalah menuju kedewasaan (drive to maturity) 

Tahap ini ditandai oleh adanya diversifikasi ekonomi dan pen-

erapan teknologi modern secara luas di berbagai sektor. Ketergan-

tungan pada sektor tertentu mulai berkurang, dan perkembangan 

perekonomian yang terjadi menjadi lebih kompleks. Selain itu pro-

duktivitas juga meningkat secara signifikan termasuk di sektor per-

tanian yang semakin terintegrasi dengan industri pengolahan dan 

sistem pasar yang lebih luas. 

5. Tahap kelima adalah konsumsi massal tinggi (age of high mass con-

sumption) 

di mana masyarakat telah mencapai tingkat kesejahteraan 

yang tinggi. Pada tahap ini, fokus ekonomi tidak lagi hanya pada pro-

duksi, tetapi juga pada konsumsi barang dan jasa dalam skala besar. 

Sektor jasa berkembang pesat, sementara sektor pertanian menjadi 

lebih efisien dan berorientasi komersial dengan kontribusi relatif 

yang lebih kecil terhadap PDB. 
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Dalam perspektif pembangunan pertanian, teori Rostow mene-

gaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis terutama pada 

tahap awal hingga tahap lepas landas. Peningkatan produktivitas pertani-

an menjadi prasyarat penting untuk menyediakan surplus pangan, tena-

ga kerja, dan modal bagi sektor industri. Dengan demikian, keberhasi-lan 

pembangunan pertanian sangat menentukan keberhasilan transisi 

menuju tahap pembangunan yang lebih maju. 

Namun demikian, teori Rostow juga tidak lepas dari kritik. Salah 

satu kritik utama adalah asumsi bahwa semua negara akan mengiku-

ti jalur pembangunan yang sama, padahal kondisi historis, sosial, dan 

kelembagaan setiap negara berbeda. Selain itu, teori ini cenderung meng-

abaikan faktor eksternal seperti kolonialisme, ketergantungan ekonomi 

global, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Meskipun demikian, teori 

ini tetap relevan sebagai kerangka konseptual dalam memahami proses 

pembangunan ekonomi secara bertahap. Dalam konteks negara berkem-

bang, termasuk sektor pertanian, pendekatan Rostow dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi posisi suatu negara dalam tahapan pembangu-

nan serta merumuskan strategi kebijakan yang sesuai untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

D. Perbandingan Teori Rostow, Lewis, dan Transformasi Struktural da-
lam Pembangunan Pertanian 

Tiga pendekatan besar dalam ekonomi pembangunan, teori taha-

pan pertumbuhan yang dikemukakan oleh Walt W. Rostow, model dual-

isme ekonomi oleh W. Arthur Lewis, serta teori transformasi struktural 

yang dipelopori oleh Simon Kuznets dan Hollis B. Chenery memberikan 

fondasi penting dalam memahami dinamika pembangunan pertanian. 

Namun demikian ketiganya berangkat dari asumsi yang berbeda dan 

menghasilkan implikasi kebijakan yang tidak selalu sejalan. 

Secara konseptual, Rostow memandang pembangunan sebagai 

proses linear yang bersifat universal. Dalam kerangka ini, sektor perta-

nian ditempatkan sebagai fondasi awal yang harus ditransformasi untuk 

memungkinkan “lepas landas” menuju industrialisasi. Namun demikian 
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pendekatan ini cenderung normatif dan teleologis yang mengasumsikan 

bahwa semua negara akan mengikuti jalur yang sama menuju moder-

nitas. Dalam konteks pembangunan pertanian, pendekatan Rostow ser-

ingkali menyederhanakan kompleksitas struktural di perdesaan, sep-erti 

ketimpangan penguasaan lahan, keterbatasan akses teknologi, dan 

kelembagaan yang lemah. 

Berbeda dengan Rostow, Lewis menawarkan pendekatan yang 

lebih mekanistik melalui model dualisme ekonomi. Fokus utama teori ini 

adalah pada transfer tenaga kerja surplus dari sektor pertanian tra-

disional ke sektor industri modern. Dalam perspektif ini sektor pertani-

an tidak lagi sekadar tahap awal pembangunan, tetapi berfungsi sebagai 

cadangan tenaga kerja yang menopang ekspansi industri. Analisis Lewis 

lebih operasional dibandingkan Rostow karena memberikan mekanisme 

yang jelas tentang bagaimana pertumbuhan terjadi melalui akumulasi 

modal dan reinvestasi keuntungan. 

Kelemahan utama teori Lewis terletak pada asumsi adanya surplus 

tenaga kerja yang elastis dan tidak terbatas. Dalam banyak kasus khusus-

nya di negara berkembang, sektor pertanian tidak selalu memiliki sur-

plus tenaga kerja yang dapat dipindahkan tanpa mengganggu produksi. 

Selain itu model ini cenderung mengabaikan dinamika sektor informal 

perkotaan yang justru menjadi penampung utama tenaga kerja migran 

dari desa. 

Sementara itu, teori transformasi struktural menawarkan pendeka-

tan yang lebih empiris dan fleksibel. Tidak seperti Rostow yang bersifat 

normatif atau Lewis yang terlalu menyederhanakan dualisme sektor, 

pendekatan ini menekankan perubahan komposisi ekonomi secara grad-

ual berdasarkan bukti historis lintas negara. Transformasi tidak hanya 

dilihat dari perpindahan tenaga kerja, tetapi juga mencakup perubahan 

dalam pola konsumsi, struktur produksi, perdagangan, dan kelembagaan. 

Dalam konteks pembangunan pertanian, teori transformasi struk- 

tural memiliki keunggulan karena tidak memposisikan pertanian se-

bagai sektor yang akan ditinggalkan, melainkan sebagai sektor yang ha-

rus mengalami modernisasi dan integrasi dengan sektor lain. Pertanian 
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bertransformasi menjadi bagian dari sistem agribisnis yang terhubung 

dengan industri pengolahan, logistik, dan pasar global. Dengan demikian, 

pendekatan ini lebih relevan dalam menjelaskan fenomena kontemporer 

seperti agroindustrialisasi dan rantai nilai global. 

Apabila dibandingkan secara kritis, terdapat tiga perbedaan men-

dasar: 

1. Dalam hal asumsi pembangunan. 

Rostow bersifat linear dan universal sementara Lewis bersifat 

dualistik dan transisional, sedangkan transformasi struktural ber-

sifat dinamis dan kontekstual. Artinya, Rostow cenderung mengab-

aikan variasi antar negara, sementara transformasi struktural justru 

menekankan keberagaman jalur pembangunan. 

2. Dalam peran sektor pertanian. 

Rostow melihat pertanian sebagai tahap awal yang harus dil-

ampaui, Lewis sebagai penyedia tenaga kerja murah, sedangkan 

transformasi struktural memandang pertanian sebagai sektor yang 

terus berevolusi dan tetap strategis. Dalam konteks ini pendekatan 

transformasi struktural lebih mampu menjelaskan pentingnya mod-

ernisasi pertanian tanpa harus mengorbankan sektor tersebut. 

3. Dalam implikasi kebijakan. 

Pendekatan Rostow cenderung mendorong industrialisasi ce-

pat, seringkali dengan mengorbankan sektor pertanian. Lewis men-

dorong akumulasi modal melalui ekspansi sektor modern, tetapi 

berisiko menciptakan ketimpangan jika sektor pertanian tertinggal. 

Sementara itu, transformasi struktural menekankan keseimbangan 

antar sektor dengan fokus pada peningkatan produktivitas pertani-

an sebagai prasyarat pembangunan yang inklusif. 

Secara kritis dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu teori pun 

yang sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas pembangunan per-

tanian di negara berkembang. Rostow terlalu deterministik, sementara 

Lewis terlalu menyederhanakan dualisme, dan transformasi struktural 

meskipun lebih komprehensif, seringkali kurang memberikan panduan 

operasional yang spesifik. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih rele- 
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van adalah mengintegrasikan ketiga perspektif tersebut menggunakan 

kerangka tahapan Rostow sebagai gambaran makro, mekanisme Lewis 

untuk memahami dinamika tenaga kerja, dan pendekatan transformasi 

struktural untuk menangkap kompleksitas perubahan ekonomi secara 

empiris. 

Dalam konteks pembangunan pertanian modern terutama di nega-

ra berkembang seperti Indonesia, pendekatan integratif ini menjadi san-

gat penting mengingat pembangunan tidak hanya bertujuan memindah-

kan tenaga kerja dari pertanian ke industri, tetapi juga mentransformasi 

pertanian itu sendiri menjadi sektor yang produktif, modern, dan ber-

daya saing. Dengan demikian maka pertanian tidak lagi diposisikan se-

bagai sektor residual, melainkan sebagai pilar utama dalam pembangu-

nan ekonomi yang berkelanjutan. 

E. Teori Modern dan Transformasi Struktural 

1. Model Johnston dan Mellor: Peran Strategis Pertanian dalam Pemba-

ngunan Ekonomi 

Model pembangunan pertanian yang dikemukakan oleh Bruce 

F. Johnston dan John W. Mellor menempatkan sektor pertanian se-

bagai motor awal pembangunan ekonomi melalui tiga fungsi utama: 

penyediaan pangan, penyediaan tenaga kerja, dan penyediaan pas-

ar bagi sektor non-pertanian. Model ini menjadi salah satu tonggak 

penting karena berupaya mengoreksi bias industrialisasi dalam te-

ori pembangunan sebelumnya dengan menekankan keterkaitan an-

tar sektor (intersectoral linkages). 
a. Pertanian sebagai Penyediaan Pangan: Fondasi yang Sering Di-

remehkan 

Dalam perspektif Johnston dan Mellor, penyediaan pan-

gan merupakan fungsi paling mendasar dari sektor pertanian. 

Peningkatan produksi pangan menjadi prasyarat bagi stabilitas 

harga, peningkatan upah riil, dan keberlanjutan industrialisa-

si. Tanpa surplus pangan yang memadai, proses pembangunan 

akan terhambat oleh inflasi pangan dan ketidakstabilan sosial. 

Pendekatan ini seringkali direduksi menjadi sekadar pen- 
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ingkatan produksi (productionist approach), tanpa mempertim-

bangkan dimensi distribusi dan akses. Dalam banyak kasus di 

negara berkembang, peningkatan produksi tidak secara otom-

atis menjamin ketahanan pangan, karena masalah utama just-ru 

terletak pada aksesibilitas dan daya beli masyarakat. Dengan 

kata lain, model ini cenderung mengasumsikan bahwa masalah 

pangan adalah masalah kuantitas padahal dalam realitas kon-

temporer, masalah tersebut lebih bersifat struktural dan distri-

busional. 

Lebih jauh lagi, tekanan untuk menghasilkan surplus pan-

gan seringkali mendorong intensifikasi pertanian yang tidak 

berkelanjutan, seperti penggunaan input kimia berlebihan dan 

eksploitasi sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa fung-

si penyediaan pangan tidak bisa dilepaskan dari isu keberlanju-

tan, yang belum menjadi perhatian utama dalam formulasi awal 

model ini. 
b. Pertanian sebagai Penyedia Tenaga Kerja: Antara Efisiensi dan 

Eksklusi Sosial 

Peran kedua adalah sebagai penyedia tenaga kerja bagi 

sektor industri. Sejalan dengan logika transformasi struktural, 

sektor pertanian diharapkan melepaskan tenaga kerja surplus 

untuk mendukung ekspansi sektor modern. Dalam kerangka ini, 

pertanian berfungsi sebagai “buffer labor” yang menjaga bi-aya 

tenaga kerja tetap rendah selama fase awal industrialisasi. 

Namun demikian asumsi adanya surplus tenaga kerja ini perlu 

dikritisi secara mendalam. Dalam banyak konteks empiris, tena-

ga kerja di sektor pertanian tidak sepenuhnya “surplus”, melain-

kan terlibat dalam sistem produksi yang kompleks dan rentan 

terhadap risiko. Perpindahan tenaga kerja secara masif tanpa 

diimbangi dengan peningkatan produktivitas pertanian justru 

dapat menurunkan kapasitas produksi pangan. 

Selain itu, migrasi tenaga kerja dari desa ke kota seringkali 

tidak diikuti dengan penyerapan yang memadai di sektor formal 
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sehingga memicu pertumbuhan sektor informal perkotaan. Da-

lam kondisi ini, peran pertanian sebagai penyedia tenaga kerja 

berubah menjadi sumber eksklusi sosial, di mana petani kecil 

kehilangan basis produksinya tanpa memperoleh jaminan kes-

ejahteraan di sektor lain. Dengan demikian fungsi ini mengand-

ung dilema, di satu sisi diperlukan untuk efisiensi ekonomi teta-

pi di sisi lain berpotensi memperdalam ketimpangan jika tidak 

disertai kebijakan yang inklusif. 
c. Pertanian sebagai Penyedia Pasar: Motor Permintaan yang Ter-

abaikan 

Peran ketiga yang sering kurang mendapat perhatian ada-

lah pertanian sebagai penyedia pasar bagi sektor industri. John-

ston dan Mellor menekankan bahwa peningkatan pendapatan 

petani akan mendorong permintaan terhadap barang-barang 

non pertanian sehingga menciptakan efek multiplier bagi pere-

konomian secara keseluruhan. 

Secara teoritis, argumen ini sangat kuat karena menem-

patkan petani sebagai agen ekonomi aktif, bukan sekadar objek 

pembangunan. Namun dalam praktiknya potensi ini sering tidak 

terealisasi karena rendahnya pendapatan petani dan tingginya 

ketimpangan distribusi aset, terutama lahan. Akibatnya daya 

beli petani tetap rendah, sehingga fungsi pertanian sebagai mo-

tor permintaan domestik menjadi lemah. 

Integrasi pasar yang tidak seimbang di mana petani leb-

ih banyak berperan sebagai price taker membatasi kemampuan 

mereka untuk memperoleh nilai tambah. Dalam sistem agrib-

isnis global, sebagian besar keuntungan justru dinikmati oleh 

sektor hilir sementara petani tetap berada pada posisi yang 

rentan. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa reformasi struktural, 

seperti perbaikan akses terhadap pasar, kredit, dan teknologi, 

peran pertanian sebagai penyedia pasar akan sulit diwujudkan 

secara optimal 
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2. Model Schultz: Transformasi Pertanian Tradisional 

Model transformasi pertanian tradisional yang dikemukakan 

oleh Theodore W. Schultz merupakan salah satu tonggak penting da-

lam ekonomi pertanian modern karena secara fundamental mengu-

bah cara pandang terhadap petani di negara berkembang. Berbeda 

dengan pandangan klasik yang menganggap petani tradisional se-

bagai irasional dan terbelakang, Schultz justru menegaskan bahwa 

petani pada dasarnya rasional dan efisien dalam keterbatasannya 

(poor but efficient). Dengan kata lain, stagnasi pertanian bukan 

disebabkan oleh kelemahan perilaku petani, melainkan oleh keter-

batasan akses terhadap teknologi dan sumber daya produktif. 

Dalam kerangka ini, Schultz menolak asumsi bahwa moderni-

sasi pertanian dapat dicapai hanya melalui ekspansi lahan atau mo-

bilisasi tenaga kerja. Sebaliknya ia menekankan bahwa transformasi 

pertanian bergantung pada investasi dalam pengetahuan, teknologi, 

dan sumber daya manusia. Petani akan mengadopsi inovasi apabila 

inovasi tersebut secara ekonomi menguntungkan dan sesuai dengan 

kondisi lokal. Dengan demikian perubahan dalam sektor pertanian 

bukanlah persoalan perubahan sikap, tetapi persoalan insentif dan 

akses. 

Salah satu kontribusi paling penting dari model ini adalah 

penekanan pada peran modal manusia (human capital). Pendidikan, 

penyuluhan, dan akses terhadap informasi menjadi kunci dalam 

meningkatkan kapasitas petani untuk merespons peluang ekonomi. 

Dalam konteks ini, penyuluhan pertanian tidak lagi sekadar alat 

transfer teknologi, tetapi menjadi instrumen strategis dalam mem-

percepat transformasi struktural di pedesaan. 

Namun demikian, jika dianalisis secara kritis, model Schul-

tz juga memiliki keterbatasan yang cukup mendasar. Pertama, 

pendekatan ini cenderung terlalu menekankan rasionalitas indi- 
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vidu dan mengabaikan hambatan struktural seperti ketimpangan 

penguasaan lahan, keterbatasan akses kredit, serta distorsi pas-

ar. Dalam banyak kasus, petani tidak mengadopsi teknologi bukan 

karena tidak rasional, tetapi karena mereka terjebak dalam struktur 

ekonomi yang tidak menguntungkan. 

Kedua, model ini mengasumsikan bahwa inovasi teknologi ter-

sedia dan dapat diakses secara luas, padahal dalam realitas negara 

berkembang, distribusi inovasi seringkali tidak merata. Teknologi 

pertanian modern lebih mudah diakses oleh petani besar diband-

ingkan petani kecil, sehingga berpotensi memperlebar kesenjangan 

sosial ekonomi di pedesaan. 

Ketiga, Schultz kurang memberikan perhatian pada dimen-

si risiko yang dihadapi petani. Dalam kondisi ketidakpastian ting-

gi seperti fluktuasi harga dan perubahan iklim petani cenderung 

bersikap hati-hati (risk averse), sehingga keputusan untuk tidak 

mengadopsi teknologi seringkali merupakan strategi rasional untuk 

menghindari kerugian. Dengan demikian, rasionalitas petani harus 

dipahami dalam konteks risiko, bukan sekadar efisiensi statis. 

Dalam perspektif pembangunan pertanian kontemporer, mod-

el Schultz tetap relevan, tetapi memerlukan reinterpretasi. Trans-

formasi pertanian tidak cukup hanya dengan menyediakan teknolo- 

gi, tetapi juga harus disertai dengan: 
a. Perbaikan kelembagaan, 
b. Penguatan akses pasar, 
c. Serta perlindungan terhadap risiko. 

Lebih jauh, dalam konteks ketahanan pangan, pendekatan 

Schultz perlu diperluas dengan memasukkan dimensi kesejahter-

aan rumah tangga petani. Petani tidak hanya bertindak sebagai 

produsen, tetapi juga sebagai konsumen yang menghadapi tekanan 

ekonomi. Oleh karena itu, keputusan produksi dan adopsi teknolo-

gi sangat dipengaruhi oleh strategi bertahan hidup (coping mecha-

nism) yang mereka miliki. 

Secara konseptual, model Schultz dapat diposisikan sebagai 

jembatan antara pendekatan mikro (perilaku petani) dan pendeka- 
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tan makro (pembangunan ekonomi). Namun, untuk menjelaskan 

realitas pertanian modern, model ini harus diintegrasikan dengan 

pendekatan lain seperti transformasi struktural dan teori risiko. 

Tanpa integrasi tersebut, analisis pembangunan pertanian akan 

cenderung parsial dan kurang mampu menangkap kompleksitas di-

namika pedesaan. 

Sebagai penutup, kekuatan utama model Schultz terletak pada 

keberhasilannya mendekonstruksi mitos tentang irasionalitas 

petani. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana mengem-

bangkan kerangka yang tidak hanya mengakui rasionalitas petani, 

tetapi juga mampu mengatasi keterbatasan struktural yang mem-

batasi pilihan rasional tersebut. Dalam konteks ini, transformasi 

pertanian harus dipahami bukan sekadar sebagai proses adopsi te-

knologi, tetapi sebagai proses perubahan sistemik yang mencakup 

aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan secara simultan 

F. Teori Difusi Inovasi 

Teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers 

merupakan salah satu kerangka utama dalam memahami bagaimana te-

knologi dan inovasi diadopsi oleh petani dalam pembangunan pertanian. 

Teori ini menjelaskan bahwa adopsi inovasi tidak terjadi secara serentak, 

melainkan melalui proses bertahap yang dipengaruhi oleh karakteristik 

individu, sistem sosial, serta sifat inovasi itu sendiri. 

Rogers mengelompokkan individu ke dalam lima kategori adopt-er 

innovators, early adopters, early majority, late majority, dan laggards 

yang menunjukkan bahwa adopsi teknologi bersifat heterogen. Dalam 

konteks pertanian, pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa 

sebagian petani cepat mengadopsi teknologi baru, sementara sebagian 

lainnya cenderung lambat atau bahkan menolak. Namun demikian, se-

cara kritis, teori difusi inovasi memiliki keterbatasan mendasar ketika 

diterapkan dalam konteks negara berkembang. 

Pertama, teori ini cenderung menekankan aspek psikologis dan 

sosial individu, tetapi kurang memperhatikan kendala struktural seper- 
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ti akses terhadap modal, lahan, dan pasar. Dalam banyak kasus, kegaga-

lan adopsi teknologi bukan disebabkan oleh resistensi petani, melainkan 

oleh ketidakmampuan ekonomi untuk mengakses inovasi tersebut. 

Kedua, pendekatan ini secara implisit mengasumsikan bahwa ino-

vasi selalu bersifat netral dan menguntungkan, padahal dalam realitas, 

tidak semua inovasi sesuai dengan kondisi lokal. Banyak teknologi per-

tanian yang dikembangkan secara top-down justru tidak kompatibel 

dengan agroekosistem setempat atau kebutuhan petani kecil, sehingga 

tingkat adopsinya rendah. Dengan kata lain, masalah utama bukan pada 

kecepatan difusi, tetapi pada relevansi inovasi itu sendiri. 

Ketiga, teori ini kurang mempertimbangkan dimensi risiko. Petani, 

terutama di negara berkembang, beroperasi dalam kondisi ketidakpas-

tian tinggi. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak mengadopsi inovasi 

seringkali merupakan strategi rasional untuk meminimalkan risiko, bu-

kan bentuk keterbelakangan. Dalam konteks ini, kategori “laggards” da-

lam teori Rogers perlu direinterpretasi, karena dapat mencerminkan ke-

hati-hatian yang rasional, bukan resistensi terhadap perubahan. 

Dengan demikian maka meskipun teori difusi inovasi memberikan 

kerangka awal yang penting, penerapannya dalam pembangunan perta-

nian harus dikombinasikan dengan analisis kelembagaan, ekonomi, dan 

risiko. Tanpa integrasi tersebut, pendekatan difusi inovasi berpotensi 

menyederhanakan kompleksitas realitas petani dan menghasilkan kebi-

jakan yang kurang efektif. 

G. Peran Penyuluhan Pertanian 

Penyuluhan pertanian secara tradisional dipandang sebagai in-

strumen utama dalam mentransfer teknologi dan pengetahuan kepada 

petani. Dalam kerangka difusi inovasi, penyuluhan berfungsi sebagai 

jembatan antara sumber inovasi (peneliti, pemerintah) dan pengguna 

(petani). Peran ini sangat strategis karena menentukan kecepatan dan 

keberhasilan adopsi teknologi di tingkat lapangan. 

Namun demikian pendekatan penyuluhan konvensional yang bersi-

fat top-down semakin menunjukkan keterbatasannya. Dalam praktiknya, 
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penyuluhan seringkali berfokus pada penyampaian paket teknologi yang 

seragam, tanpa mempertimbangkan keragaman kondisi sosial, ekonomi, 

dan ekologis petani. Akibatnya, penyuluhan gagal menjadi proses pembe-

lajaran yang kontekstual, dan lebih menyerupai mekanisme “diseminasi 

instruksi” daripada “pemberdayaan petani”. 

Secara kritis, terdapat tiga masalah utama dalam sistem penyulu-

han pertanian: 

1. Bias teknokratis 

Penyuluhan seringkali berorientasi pada peningkatan produk-

si semata, tanpa memperhatikan aspek kesejahteraan petani, akses 

pasar, dan risiko usaha tani. Hal ini menyebabkan teknologi yang 

disebarkan tidak selalu relevan dengan kebutuhan nyata petani. 

2. Keterbatasan kapasitas kelembagaan 

Jumlah penyuluh yang terbatas, kualitas sumber daya manu-

sia yang belum merata, serta lemahnya koordinasi antar lembaga 

menjadi hambatan serius dalam efektivitas penyuluhan. Dalam ban-

yak kasus, penyuluh tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk 

menjangkau petani secara intensif. 

3. Kurangnya partisipasi petani. 

Penyuluhan yang efektif seharusnya bersifat partisipatif, di 

mana petani terlibat dalam proses identifikasi masalah, pengujian 

teknologi, hingga evaluasi hasil. Namun, dalam praktiknya, petani 

seringkali hanya menjadi objek penerima informasi, bukan subjek 

pembelajaran. 

Dalam konteks pembangunan pertanian modern, peran penyulu-

han perlu diredefinisi. Penyuluhan tidak lagi sekadar sebagai alat trans-

fer teknologi, tetapi harus bertransformasi menjadi: 1) fasilitator inovasi; 

2) mediator akses pasar; dan; 3) penguat kapasitas adaptif petani terha-

dap risiko. 

Pendekatan baru seperti farmer field school, penyuluhan berbasis 

digital, serta penguatan kelembagaan lokal menjadi alternatif yang lebih 

relevan dalam menjawab tantangan kontemporer. Lebih jauh lagi dalam 

kaitannya dengan ketahanan pangan dan coping mechanism rumah tang- 
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ga petani, penyuluhan harus mampu meningkatkan resiliensi petani, bu-

kan hanya produktivitas. Artinya, keberhasilan penyuluhan tidak hanya 

diukur dari peningkatan hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani 

dalam menghadapi guncangan ekonomi dan lingkungan. Dengan demiki-

an maka transformasi sistem penyuluhan menjadi prasyarat penting da-

lam memastikan bahwa inovasi pertanian tidak hanya tersebar, tetapi 

juga diadopsi secara efektif, berkelanjutan, dan inklusif. 
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BAB 3 

STRUKTUR DAN DINAMIKA EKONOMI PERTANIAN 

(Dr. Trisulo, SP., MMA)* 

 

 
A. Kontribusi dan Tantangan Ekonomi Pertanian 

Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam pembangunan 

ekonomi suatu negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indo-

nesia. Pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bahan pangan, 

tetapi juga sebagai sumber pendapatan masyarakat, penyerap tenaga ker-

ja, penyedia bahan baku industri, serta penghasil devisa negara melalui 

ekspor komoditas pertanian. Dalam konteks pembangunan nasional, sek-

tor pertanian menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas 

ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat. 

Menurut Todaro dan Smith (2020), sektor pertanian merupakan 

sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi 

pada tahap awal pembangunan suatu negara. Sektor ini menjadi sumber 

utama mata pencaharian masyarakat pedesaan dan berperan penting da-

lam mengurangi tingkat kemiskinan. Di Indonesia, sebagian besar pen-

duduk pedesaan masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sum-

ber penghidupan utama. 

Namun demikian, perkembangan ekonomi global dan perubah-

an sosial-ekonomi telah memengaruhi struktur dan dinamika ekonomi 

pertanian. Modernisasi pertanian, kemajuan teknologi, perubahan pola 

konsumsi masyarakat, perdagangan internasional, serta perubahan iklim 

menjadi faktor-faktor yang mendorong perubahan dalam sistem ekonomi 

pertanian. Dinamika tersebut menuntut adanya penyesuaian kebijakan 

dan strategi pembangunan pertanian agar sektor pertanian tetap mampu 

berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

Struktur ekonomi pertanian mencerminkan hubungan antara 
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berbagai komponen dalam sistem pertanian, seperti produksi, distribusi, 

konsumsi, tenaga kerja, modal, teknologi, dan kelembagaan. Sementara 

itu, dinamika ekonomi pertanian menunjukkan perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam struktur tersebut akibat faktor internal maupun ek-

sternal. Perubahan tersebut dapat memberikan dampak positif berupa 

peningkatan produktivitas dan efisiensi, tetapi juga dapat menimbulkan 

tantangan baru seperti ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, 

dan ketidakstabilan harga. 

B. Konsep Dasar Ekonomi Pertanian 

Ekonomi pertanian merupakan cabang ilmu ekonomi yang mem-

pelajari bagaimana sumber daya pertanian digunakan secara optimal un-

tuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. 

Menurut Mosher (2012), ekonomi pertanian berkaitan dengan proses 

produksi, distribusi, dan konsumsi hasil pertanian serta berbagai kebija-

kan yang memengaruhi kegiatan pertanian. 

Pada dasarnya, ekonomi pertanian memiliki karakteristik yang 

berbeda dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Kegiatan pertanian san-

gat dipengaruhi oleh kondisi alam seperti cuaca, iklim, kesuburan tanah, 

dan ketersediaan air. Selain itu, produksi pertanian bersifat musiman dan 

memiliki risiko tinggi akibat serangan hama, penyakit, maupun peruba-

han iklim. 

Dalam ekonomi pertanian terdapat beberapa unsur penting, antara lain: 

1. Produksi Pertanian Produksi pertanian berkaitan dengan proses 

menghasilkan produk pertanian melalui penggunaan faktor-faktor 

produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal, dan teknologi. 

2. Distribusi Hasil Pertanian Distribusi mencakup proses penyaluran 

hasil pertanian dari produsen ke konsumen melalui berbagai salu-

ran pemasaran. 

3. Konsumsi Produk Pertanian Konsumsi berkaitan dengan penggu-

naan hasil pertanian oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

pangan maupun nonpangan. 

4. Kebijakan Pertanian Kebijakan pemerintah memiliki pengaruh besar 
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terhadap perkembangan sektor pertanian, seperti kebijakan subsidi, 

harga, perdagangan, dan perlindungan petani. 

Ekonomi pertanian juga berhubungan erat dengan pembangunan 

pedesaan karena sebagian besar aktivitas pertanian dilakukan di wilayah 

pedesaan. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan petani menjadi 

salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi pertanian. 

C. Struktur Ekonomi Pertanian 

Struktur ekonomi pertanian menggambarkan susunan dan hubun-

gan antara berbagai komponen yang membentuk sistem ekonomi per-

tanian. Struktur ini meliputi aspek produksi, tenaga kerja, kepemilikan 

lahan, teknologi, kelembagaan, serta hubungan pasar. 

1. Struktur Produksi Pertanian 

Struktur produksi pertanian di Indonesia didominasi oleh us-

aha tani skala kecil dengan penggunaan teknologi yang relatif se-

derhana. Sebagian besar petani memiliki lahan sempit sehingga 

produktivitas dan pendapatan petani masih rendah. Menurut Badan 

Pusat Statistik (2023), mayoritas rumah tangga pertanian di Indo-

nesia mengelola lahan kurang dari dua hektare. 

Komoditas pertanian di Indonesia terdiri atas tanaman pan-

gan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Tanaman 

pangan seperti padi, jagung, dan kedelai menjadi komoditas utama 

dalam mendukung ketahanan pangan nasional. 

2. Struktur Tenaga Kerja Pertanian 

Sektor pertanian merupakan salah satu penyerap tenaga kerja 

terbesar di Indonesia. Namun, dalam beberapa dekade terakhir ter-

jadi penurunan proporsi tenaga kerja pertanian akibat transformasi 

struktural ekonomi. Banyak tenaga kerja muda berpindah ke sektor 

industri dan jasa karena dianggap lebih menjanjikan. 

Fenomena urbanisasi dan menurunnya minat generasi muda 

terhadap pertanian menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan 

sektor pertanian. Jika tidak diatasi, kondisi ini dapat menyebabkan 

berkurangnya regenerasi petani. 
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3. truktur Kepemilikan Lahan 

Kepemilikan lahan menjadi faktor penting dalam struktur 

ekonomi pertanian. Ketimpangan distribusi lahan dapat memen-

garuhi tingkat kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian. 

Petani gurem yang memiliki lahan sempit umumnya menghadapi 

keterbatasan modal dan akses terhadap teknologi. 

Reforma agraria menjadi salah satu upaya pemerintah dalam 

mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan dan meningkatkan kes-

ejahteraan petani. 

4. Struktur Teknologi Pertanian 

Teknologi memiliki peran penting dalam meningkatkan pro-

duktivitas pertanian. Penggunaan benih unggul, pupuk modern, iri-

gasi, mekanisasi, dan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi 

produksi. 

Menurut Schultz (1964), modernisasi pertanian dapat mening-

katkan produktivitas petani tradisional apabila didukung oleh akses 

teknologi dan pendidikan yang memadai. Di era digital, penggunaan 

teknologi informasi dalam pertanian semakin berkembang melalui 

konsep smart farming dan precision agriculture. 

D. Dinamika Ekonomi Pertanian 

Dinamika ekonomi pertanian menunjukkan perubahan-perubah-

an yang terjadi dalam sektor pertanian akibat pengaruh faktor internal 

maupun eksternal. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan struktur 

produksi, pola konsumsi, teknologi, maupun kebijakan pemerintah. 

1. Perkembangan Teknologi Pertanian 

Kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor utama yang me-

mengaruhi dinamika ekonomi pertanian. Revolusi hijau yang ter-

jadi pada tahun 1960-an berhasil meningkatkan produksi pangan 

melalui penggunaan varietas unggul, pupuk kimia, dan sistem iri-

gasi modern. 

Saat ini, perkembangan teknologi digital seperti Internet of 

Things (IoT), drone pertanian, kecerdasan buatan, dan big data mu- 
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lai diterapkan dalam kegiatan pertanian. Teknologi tersebut mem-

bantu petani dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air, pupuk, 

dan pestisida. 

Namun demikian, adopsi teknologi di sektor pertanian masih 

menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, rendahn-

ya tingkat pendidikan petani, dan kurangnya infrastruktur teknologi 

di pedesaan. 

2. Globalisasi dan Perdagangan Internasional 

Globalisasi memberikan dampak besar terhadap dinamika 

ekonomi pertanian. Perdagangan internasional membuka peluang 

pasar yang lebih luas bagi produk pertanian, tetapi juga meningkat-

kan persaingan dengan produk impor. 

Menurut Krugman dan Obstfeld (2018), perdagangan interna-

sional dapat meningkatkan efisiensi ekonomi melalui spesialisasi 

produksi. Namun, liberalisasi perdagangan juga dapat merugikan 

petani lokal apabila tidak didukung oleh daya saing yang kuat. 

Di Indonesia, impor pangan sering menjadi isu kontroversial 

karena dapat memengaruhi harga produk lokal dan kesejahteraan 

petani. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan 

antara kebutuhan konsumen dan perlindungan terhadap petani do-

mestik. 

3. Perubahan Iklim 

Perubahan iklim menjadi tantangan besar dalam ekonomi 

pertanian modern. Perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, 

banjir, dan kekeringan dapat menurunkan produktivitas pertanian. 

Menurut Food and Agriculture Organization (FAO, 2022), 

sektor pertanian merupakan sektor yang paling rentan terhadap 

dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan strategi adap-

tasi seperti penggunaan varietas tahan kekeringan, pengelolaan air 

yang efisien, dan penerapan pertanian ramah lingkungan. 

4. Perubahan Pola Konsumsi 

Peningkatan pendapatan masyarakat dan perubahan gaya 

hidup menyebabkan perubahan pola konsumsi pangan. Konsumen 
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modern cenderung memilih produk pangan yang sehat, aman, dan 

berkualitas tinggi. 

Perubahan tersebut mendorong berkembangnya pertanian or-

ganik, agribisnis modern, dan industri pengolahan hasil pertanian. 

Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak lagi hanya beror-

ientasi pada produksi primer, tetapi juga pada nilai tambah produk. 

E. Peran Ekonomi Pertanian dalam Pembangunan Nasional 

Sektor pertanian memiliki kontribusi penting dalam pembangunan 

nasional. Peran tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. 

1. Penyedia Pangan 

Pertanian merupakan sumber utama penyediaan pangan bagi mas-

yarakat. Ketahanan pangan suatu negara sangat bergantung pada 

kemampuan sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan 

penduduk. 

2. Penyerap Tenaga Kerja 

Sektor pertanian menyerap jutaan tenaga kerja, terutama di wilayah 

pedesaan. Dengan demikian, pertanian berperan dalam mengurangi 

pengangguran dan kemiskinan. 

3. Sumber Bahan Baku Industri 

Banyak industri bergantung pada bahan baku dari sektor pertanian, 

seperti industri makanan, tekstil, farmasi, dan bioenergi. 

4. Sumber Devisa Negara 

Ekspor komoditas pertanian seperti kelapa sawit, kopi, kakao, karet, 

dan rempah-rempah memberikan kontribusi terhadap pendapatan 

devisa negara. 

5. Penggerak Ekonomi Pedesaan 

Kegiatan pertanian mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi 

di pedesaan, termasuk perdagangan, jasa, dan industri kecil 
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F. Tantangan Ekonomi Pertanian 

Meskipun memiliki peran penting, sektor pertanian menghadapi 

berbagai tantangan yang kompleks. 

1. Alih Fungsi Lahan 

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, perumahan, 

dan infrastruktur menyebabkan berkurangnya luas lahan produktif. 

2. Rendahnya Produktivitas 

Produktivitas pertanian di beberapa daerah masih rendah akibat 

keterbatasan teknologi, modal, dan kualitas sumber daya manusia. 

3. Ketimpangan Akses Teknologi 

Tidak semua petani memiliki akses terhadap teknologi modern dan 

informasi pasar. Hal ini menyebabkan kesenjangan produktivitas 

antarwilayah. 

4. Fluktuasi Harga Komoditas 

Harga produk pertanian cenderung berfluktuasi akibat perubahan 

permintaan dan penawaran pasar. Kondisi ini dapat memengaruhi 

pendapatan petani. 

5. Regenerasi Petani 

Menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian men-

jadi ancaman bagi keberlanjutan pertanian di masa depan 

G. Strategi Pengembangan Ekonomi Pertanian 

Untuk memperkuat struktur ekonomi pertanian dan menghadapi 

berbagai tantangan, diperlukan strategi pengembangan yang kompre-

hensif. 

1. Peningkatan Teknologi dan Inovasi 

Pemerintah perlu meningkatkan akses petani terhadap teknologi 

modern melalui pelatihan, penyuluhan, dan bantuan sarana produk-

si. 

2. Penguatan Kelembagaan Petani 

Kelembagaan seperti koperasi dan kelompok tani dapat meningkat-

kan posisi tawar petani dalam pemasaran dan akses pembiayaan. 
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3. Diversifikasi Produk Pertanian 

Diversifikasi produk dapat meningkatkan nilai tambah dan mengu-

rangi ketergantungan pada satu komoditas. 

4. Pengembangan Pertanian Berkelanjutan 

Pertanian berkelanjutan perlu diterapkan untuk menjaga kelestari-

an lingkungan dan keberlanjutan produksi pangan. 

5. Peningkatan Infrastruktur Pertanian 

Pembangunan irigasi, jalan pertanian, gudang penyimpanan, dan 

akses pasar dapat meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian 

H. Kesimpulan 

Struktur ekonomi pertanian mencerminkan hubungan antara berb-

agai komponen dalam sistem pertanian, termasuk produksi, tenaga kerja, 

teknologi, dan kelembagaan. Sektor pertanian memiliki peran strategis 

dalam pembangunan ekonomi nasional karena berfungsi sebagai penye-

dia pangan, penyerap tenaga kerja, sumber bahan baku industri, serta 

penghasil devisa negara. Namun demikian, sektor ini masih menghadapi 

berbagai tantangan seperti rendahnya produktivitas, alih fungsi lahan, 

ketimpangan akses teknologi, dan perubahan iklim. 

Dinamika ekonomi pertanian menunjukkan bahwa sektor perta-

nian terus mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi, glo-

balisasi, dan transformasi sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, 

diperlukan kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan, ino-

vatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani. Pengua-

tan teknologi, kelembagaan petani, diversifikasi produk, dan pemban-

gunan infrastruktur menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya 

saing sektor pertanian di era modern. 
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BAB 4 

PRODUKTIVITAS DAN EFISIENSI USAHA PERTANIAN 

(Ir. Zeni Zainal Muis, M. Si)* 

 

 
A. Latar Belakang 

Sebagai negara agraris, sebagian besar penduduk Indonesia ber-

mata pencaharian sebagai petani, yang didukung oleh lahan subur dan 

iklim memadai. Pertanian memegang peranan krusial dalam perekono-

mian nasional, termasuk dalam penyediaan pangan, bahan baku industri, 

dan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan pertanian hanya dapat ter-

jadi apabila dilakukan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan 

teknologi secara tepat guna. 

Rendahnya produktivitas hasil produksi seringkali mengakibat-

kan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi petani cenderung rendah. 

Peningkatan produktivitas menjadi kunci untuk memperbaiki taraf hidup 

petani. Strategi yang diterapkan mencakup berbagai pendekatan, mulai 

dari adopsi teknologi hingga manajemen rantai pasok. 

Inefisiensi dalam usaha pertanian di Indonesia sering terjadi 

karena berbagai faktor, mulai dari skala usaha yang kecil dan terfragmen-

tasi, penggunaan input tidak tepat, pemborosan pasca panen, masalah 

rantai pasok dan pemasaran hingga manajemen sumberdaya manusia 

yang rendah. 

Efisiensi usahatani merupakan salah satu indikator penting untuk 

menilai kemampuan petani dalam mengelola sumber daya secara opti-

mal. Menurut Ringkasan AI dalam Google perihal efisiensi usaha perta-

nian (2026) dimana kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi semakin 

mendesak seiring dengan: 

 

* Penulis lahir di Ciamis Jawa Barat pada tanggal 22 Desember 1967, mer-

upakan Dosen Fakultas Pertanian & Peternakan Universitas Kahuripan Kediri 
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Kehutanan Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan dan lulus pada tahun 1991 

serta Magister tahun 1999 pada Program Studi Ilmu Kehutanan IPB dan lulus 

pada tahun 2001 
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1. Perubahan Teknologi: Adopsi teknologi modern (mekanisasi, bibit 

unggul, pertanian presisi/IoT) diperlukan untuk hasil maksimal. 

2. Dinamika Pasar: Tuntutan pasar akan kualitas dan kuantitas produk 

yang stabil. 

3. Tekanan Lingkungan: Kebutuhan untuk berproduksi dengan tetap 

menjaga keberlanjutan sumber daya alam. 

Beberapa Faktor Utama yang mempengaruhi Produktivitas dan 

Efisiensi dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor seperti: Kualitas bibit 

dan penggunaan pupuk, jenis teknologi dan mekanisasi yang digunakan, 

ketersediaan modal, kualitas infrastruktur serta tingkat pendidikan dan 

pengetahuan petani (SDM). Dengan demikian, produktivitas dan efisiensi 

bertindak sebagai kunci untuk menciptakan sektor pertanian yang lebih 

menguntungkan, mandiri, dan berkelanjutan. 

Tujuan utama peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam usaha 

pertanian secara umum adalah untuk memaksimalkan hasil panen (kuan-

titas dan kualitas) sekaligus meminimalkan biaya produksi, penggunaan 

sumber daya yang bijaksana, dan memperhatikan dampak lingkungan 

B. Efisiensi Usaha tani 

Efisiensi merupakan rasio output dan input, dan perbandingan an-

tara masukan dan keluaran. Apa yang dimaksudkan dengan masukan ser-

ta bagaimana angka perbandingan tersebut diperoleh, akan tergantung 

dari tujuan penggunaan tolak ukur tersebut. Secara sederhana efisiensi 

dapat berarti tidak adanya pemborosan. Efisiensi merupakan banyaknya 

hasil produksi fisik yang dapat diperoleh dari kesatuan faktor produksi 

atau input (Irawan, 2014). 

Prasetya (2006) menyatakan Usaha Tani adalah ilmu yang mem-

pelajari bagaimana mengatur faktor produksi untuk mendapatkan 

pendapatan tertinggi. Faktor Produksi yang dimaksud adalah : Sumber 

Daya Alam (Tanah) yaitu segala sesuatu yang disediakan alam, Tenaga 

Kerja (Labour) yaitu manusia yang terlibat dalam proses produksi, baik 

fisik maupun mental, Modal (Capital) mencakup alat-alat, mesin, gedung, 

dan uang yang digunakan untuk memperlancar proses produksi serta Ke- 
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wirausahaan (Entrepreneurship) yaitu kemampuan atau keahlian untuk 

mengelola ketiga faktor produksi di atas agar menghasilkan keuntungan. 

Yotopoulus (1979) menjabarkan konsep efisiensi dalam tiga 

komponen utama, yaitu : efisiensi teknis, efisiensi harga, dan efisiensi 

ekonomi. Menurut Miller dan Meiners (2000), efisiensi teknis mengha-

ruskan adanya proses produksi yang mampu memaksimalkan output 

dari penggunaan input tertentu, atau meminimalkan penggunaan input 

untuk output tertentu. 

Menurut Ringkasan AI (2026) perihal Efisiensi usaha tani 

dalam Google, Efisiensi usaha tani adalah iundikator untuk menilai ke-

mampuan petani dalam mengelola faktor-faktor produksi (seperti lahan, 

tenaga kerja, modal, teknologi, pupuk, dan benih) secara optimal untuk 

menghasilkan output maksimal dengan penggunaan biaya atau input 

seminimal mungkin. Secara ringkas, ini adalah konsep tentang bagaima-

na mendapatkan hasil terbaik (produksi dan pendapatan) tanpa pembo-

rosan sumber daya 

Menurut UNESA (2025) Eisiensi usahatani merupakan salah satu 

indikator penting untuk menilai kemampuan petani dalam mengelola 

sumber daya secara optimal. Pada era pertanian modern, kebutuhan un-

tuk meningkatkan efisiensi semakin mendesak seiring dengan perubah-

an teknologi, dinamika pasar, dan tekanan lingkungan. Modernisasi per-

tanian melalui digitalisasi, mekanisasi, dan integrasi data telah membuka 

peluang besar untuk meningkatkan produktivitas, namun juga menghad-

irkan tantangan baru bagi petani dan pelaku agribisnis. 

C. Komponen Utama Produktivitas Pertanian 

Produktivitas Pertanian dalam kegiatan Agribisnis secara umum 

dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, terutama : Kualitas bibit, 

Nutrisi tanaman, Teknologi dan Manajemennya. Apabila ingin mening-

katkan produktivitas dalanm Usaha Tani, maka keempat komponen uta-

ma inilah yang perlu dikaji dan dicermati. Komponen-komponen ini ter-

diri dari beberapa Sub Komponen yang menjelaskan upaya produktivitas 

lebih detail: 
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1. Kualitas Bibit 

Cikal bakal keberhasilan dalam kegiatan budidaya pertanian 

adalah penggunaan Bibit varietas unggul yang seragam dan ber-

daya tumbuh tinggi. Penggunaan Bibit Unggul dapat meningkatkan 

efisiensi dan meminimalkan risiko kegagalan, terutama dalam men-

dukung produktivitas pangan. 

Penggunaan varietas unggul (misalnya jenis Padi) memberi-

kan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi padi nasional, 

dengan andil mencapai 56%. Kombinasi penggunaan varietas ung-

gul, air irigasi, dan pemupukan yang tepat bahkan dapat meningkat- 

kan produksi hingga 75%. 
a. Standar Mutu 

Agar diperoleh Benih Unggul yang siap pakai dan diharapkan 

mampu meningkatkan produktivitas, maka benih ini (misalnya 

Padi) harus memenuhi kriteria standar mutu sebagai berikut: 
• Mutu Genetik : Kemurnian varietas/genotipe (tidak ter-

campur varietas lain). 
• Mutu Fisik : Fisik bersih, ukuran seragam, bernas, kadar air 

tepat, dan bebas dari kotoran (benih gulma/tanah). 
• Mutu Fisiologis : Viabilitas (daya hidup) tinggi, daya berke-

cambah tinggi, dan vigor (kekuatan tumbuh) kuat. 
• Mutu Patologis (Kesehatan) : Bebas dari patogen, penyakit, 

atau hama gudang yang terbawa benih. 
b. Faktor yang Mempengaruhi Mutu Benih 

Di lapangan, dijumpai faktor - faktor yang mempengaruhi 

Mutu Benih yang perlu dipertimbangkan dalam pengadaan 

Benih Unggul, diantaranya : 
• Faktor Genetik tergantung kepada Sifat indukan. 
• Kondisi Lapangan : Teknis budidaya dan pemanenan. 
• Lingkungan Tempat Tumbuh : Nutrisi, air, dan suhu. 
• Pengemasan & Penyimpanan : Kelembaban dan suhu gu-

dang penyimpanan 

Penggunaan varietas unggul (termasuk Varietas Unggul 

Baru/VUB) merupakan komponen teknologi krusial dalam per-

tanian modern, khususnya untuk meningkatkan produktivitas 

hasil padi dan tanaman pangan lainnya. Varietas ini dirancang 



59 
 

memiliki keunggulan genetik seperti daya hasil tinggi, umur 

genjah (cepat panen), serta tahan terhadap hama dan penyakit 

tertentu 

2. Nutrisi Tanaman 

Berkaitan dengan kemampuan fleksibilitas professional dari 

karyawan itu sendiri. Dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan 

untuk mengambil banyak tanggung jawab, berpindah dengan mu-

dah dari satu peran ke peran lain, serta dapat bekerja secara bersa-

maan pada tugas yang berbeda dalam tim yang berbeda. 
a. Jenis Pupuk Nutrisi terdiri dari: 

• Pupuk Organik: Kompos, pupuk kandang, dan ampas kopi 
memperbaiki struktur tanah dan nutrisi mikro. 

• Pupuk Anorganik/Kimia : NPK Mutiara, pupuk KCl, dan 
Gandasil B/D (perangsang buah/bunga). 

• Nutrisi Hidroponik : Pupuk AB Mix untuk sistem tanam tan-
pa tanah 

b. Keseimbangan Pupuk 

Kunci utama dalam budidaya tanaman untuk mencapai 

hasil optimal tanpa merusak lingkungan adalah dengan Pembe-

rian pupuk yang seimbang. Ini berarti memberikan nutrisi (un-

sur hara) sesuai dengan kebutuhan spesifik tanaman dan kondi-

si kesuburan tanah, bukan sekadar memberikan pupuk dalam 

jumlah banyak. 

Beberapa pertimbangan dalam mengaplikasikan pemberi- 

an pupuk yang seimbang adalah: 
• Meningkatkan Kualitas & Kuantitas Hasil: Tanaman yang 

mendapat nutrisi seimbang menghasilkan buah/hasil 
panen lebih banyak dan berkualitas tinggi (nilai gizi lebih 
baik). 

• Kesehatan Tanah: Mencegah penurunan kesuburan tanah 
akibat ketidakseimbangan unsur hara. 

• Efisiensi Biaya: Mengurangi pemborosan pupuk yang tidak 
terserap tanaman 

• Lingkungan: Mencegah pencemaran lingkungan (seperti 
polusi air dan tanah) akibat penggunaan bahan kimia ber-
lebihan 
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3. Teknologi 

Peningkatan produktivitas pertanian melalui teknologi adalah 

kunci untuk menjawab tantangan kebutuhan pangan global, yang 

diharapkan mampu meningkatkan hasil hingga 70% menjelang ta-

hun 2050. Penerapan teknologi modern tidak hanya mempercepat 

proses kerja tetapi juga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber 

daya. 

Manfaat Penerapan Teknologi adalah memungkinkan optimal-

isasi setiap aspek budidaya, mengurangi pemborosan pupuk, pes-

tisida, dan tenaga kerja dan pengelolaan lahan yang lebih baik dan 

mengurangi dampak negatif kimia. Penerapan teknologi ini sering 

didorong oleh adopsi oleh petani milenial untuk mengubah ladang 

tradisional menjadi lebih produktif dan menguntungkan melalui 

penggunaan alat mesin pertanian dan teknik budidaya modern. 

Berikut adalah beberapa teknologi dan inovasi utama yang 

mendorong peningkatan produktivitas pertanian: 
a. Pertanian Presisi (Precision Farming) & IoT 

Pertanian Presisi dilengkapi Sensor Tanah dan Cuaca. 

Petani dapat memantau kondisi lahan secara real-time (kelem-

bapan, pH tanah, suhu) untuk pengambilan keputusan yang 

tepat. Internet of Things (IoT) memerankan fungsinya dalam 

Otomatisasi irigasi dan pemupukan berdasarkan data sensor 

untuk efisiensi air dan nutrisi. 
b. Teknologi Drone dan Satelit 

Menurut Luluk (2005), perkembangan teknologi pengin-

deraan jauh telah membuka peluang baru bagi pertanian presisi, 

khususnya dalam pemantauan pertumbuhan tanaman dan pen-

gelolaan serangan hama. Pesawat tanpa awak (drone) dan citra 

satelit digunakan untuk menganalisis kesehatan vegetasi serta 

mendeteksi infestasi hama pada tanaman. 

Drone yang digunakan untuk penyemprotan pestisida dan 

pupuk cair secara merata dan efisien disebut Drone spraying, 

sedangkan drone yang digunakan untuk pemetaan lahan secara 
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akurat dan pemantauan kesehatan tanaman secara real-time 

dikenal dengan Drone Surveillance. Adapun Citra Satelit ber-

fungsi untuk mengumpulkan data besar (big data) pertanian 

untuk memprediksi hasil panen dan memantau area luas. 

c. Mekanisasi Pertanian 

Beberapa Peralatan atau Mesin yang modern dalam dunia 

pertanian adalah sebagai berikut : 
• Combine Harvester: Alat untuk memanen padi/jagung se-

cara otomatis, mempercepat waktu panen, dan menguran-
gi kehilangan hasil. 

• Mesin Transplanter: Alat penanam bibit padi yang lebih ce-
pat dan teratur dibandingkan manual. 

• Traktor Modern: Mempercepat pengolahan tanah. 
 

Gambar 1. Combine Harvester merk Kubota DC 70G 

 
d. Bioteknologi 

Bioteknologi adalah Ilmu Biologi dan Teknologi Terapan 

yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang 

atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Penggunaan 

Bioteknologi dalam penulisan ini adalah untuk memproduksi : 
• Benih Unggul: Penggunaan varietas hibrida yang lebih tah-

an hama, penyakit, dan kekeringan. 
• Kultur Jaringan: Produksi bibit dalam jumlah besar dengan 

kualitas unggul dan seragam. 
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e. Sistem Budidaya Modern 

Pertanian Modern merupakan teknologi atau inovasi di 

bidang pertanian yang lebih maju, dari segi budi dayanya, peng-

gunaan mesin, pengendalian hama penyakit sampai panen dan 

pasca panen. Berikut ini adalah contoh Pertanian modern : 
• Hidroponik & Aeroponik: Budidaya tanaman tanpa tanah 

(dengan air atau udara) yang memungkinkan pertumbuhan 
lebih cepat, efisiensi air tinggi, dan bisa diterapkan di lahan 
terbatas. 

• Pertanian Organik : Teknik ramah lingkungan yang mengu-
rangi ketergantungan pada bahan kimia sintetis. 

• Tanaman Herbal, Tanaman Hias dan Agrowisata 

4. Manajemen 

Sentuhan manajemen digunakan dalam peningkatkan pro-

duktivitas pertanian melalui : perencanaan, pengorganisasian, dan 

pengendalian seluruh aktivitas produksi, mulai dari pemilihan bibit 

hingga pascapanen, guna mencapai hasil yang optimal dan efisien. 

Peningkatan ini dapat dicapai melalui pendekatan Intensifikasi 

(optimalisasi lahan), Ekstensifikasi (perluasan lahan), Diversifikasi 

(penganekaragaman tanaman), Sistem Pertanian Terpadu dan Me-

kanisasi Pertanian yang didukung oleh mesin/peralatan pertanian 

yang modern. 

Berikut adalah komponen utama Manajemen Produktivitas 

Pertanian: 
a. Perencanaan dan Input Berkualitas (Manajemen Produksi) 

Kegiatan perencanaan produksi pertanian diawali dengan 

pemilihan Bibit Unggul. Penggunaan varietas unggul yang di-

maksud adalah bibit yang tahan hama, penyakit, dan memiliki 

masa panen lebih cepat. Tahap berikutnya adalah melaksanakan 

Manajemen Tanah dan Pupuk. Ruang tumbuh diberikan per-

lakuan pemberian mulsa, kompos organik, dan tanaman penu-

tup tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah dan cadangan 

karbon. Selanjutnya Manajemen Air perlu diperhatikan. Pener-

apan sistem irigasi otomatis, hidroponik, atau aeroponik untuk 

efisiensi penggunaan air. 
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b. Penerapan Teknologi Pertanian (Smart Farming) 

Di era Teknologi dan kemajuan zaman ini, operasional bu-

didaya tanaman pertanian pun terkena imbasnya. Penggunaan 

Teknologi Modern & Otomatisasi adalah suatu keniscayaan, mis-

alnya : Penggunaan traktor, mesin pemanen (combined harvest-

er), dan drone untuk efisiensi waktu dan biaya. Smart Farming 

juga mengenalkan sistem Pertanian Presisi yang menggunakan 

sensor tanah dan pemantauan cuaca untuk memberikan per-

lakuan yang tepat pada tanaman. Selain itu untuk keperluan 

pelaporan dan evaluasi, Pertanian presisi menggunakan aplikasi 

perangkat lunak untuk memantau kinerja produksi secara re-al-

time. 
c. Pengendalian Hama dan Organisme Pengganggu 

Guna mengatasi gangguan Hama dan Organisasi Penggang-

gu, penanggungjawab manajemen produksi mengantisipasinya 

dengan metode Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Metode ini 

mengkombinasikan metode biologi, fisik, dan kimia secara bijak 

untuk meminimalkan penggunaan pestisida berbahaya. 
d. Manajemen Pasca Panen dan Rantai Pasok 

Guna menampung hasil panen dan rantai pasokan yang 

tertib terkendali, Manajemen perlu menyiapkan penyimpanan 

yang efisien. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi losses (ke-

hilangan hasil) dengan fasilitas penyimpanan yang baik. Paralel 

dengan kepentingan ini, manajemen mengupayakan peningka-

tan akses pasar. Kolaborasi dengan konsultan manajemen atau 

kelompok tani perlu diupayakan untuk mengakses pasar yang 

lebih luas dan mendapatkan harga jual yang lebih baik. 
e. Peningkatan SDM dan Pengetahuan 

Kapasitas dan kompetensi SDM (Petani) perlu senantiasa dia-

sah agar dapat menjadi operator atau administrator yang baik 

dan handal dalam rangka peningkatan produktivitas perftanian. 

Melalui program Pelatihan, Petani ditingkatkan kapasitasnya 

dalam menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Guna men-

dukung program tersebut, Penyuluhan Pertanian perlu diak- 
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tifkan kembali dan mendayagunakan Penyuluh Lapangan untuk 

edukasi teknik budidaya terbaru. 

Dengan menerapkan lima komponen utama manajemen ini, 

produktivitas pertanian dapat meningkat, tidak hanya secara kuan-

titas tetapi juga secara berkelanjutan. 

D. Efisiensi Usaha Pertanian 

Efisiensi usahatani merupakan salah satu indikator penting untuk 

menilai kemampuan petani dalam mengelola sumber daya secara opti-

mal. Pada era pertanian modern, kebutuhan untuk meningkatkan efisien-

si semakin mendesak seiring dengan perubahan teknologi, dinamika pas-

ar, dan tekanan lingkungan 

Secara umum, kita mengatakan sesuatu itu efisien ketika memak-

simalkan hasil dengan masukan yang diberikan. Dari segi produksi, ba-

rang diproduksi dengan biaya serendah mungkin, begitu pula dengan 

input variabel produksi. Dengan kata lain, itu adalah kemampuan untuk 

melakukan sesuatu dengan baik dan tanpa pemborosan. 

Beberapa istilah yang mencakup fase efisiensi ekonomi meliputi 

efisiensi alokatif (alokasi sumber daya dengan cara yang memaksimalkan 

utilitas), efisiensi produktif (menghasilkan jumlah produk dan layanan 

terbesar berdasarkan sumber daya yang tersedia), efisiensi distributif 

(terjadi ketika barang dan jasa dikonsumsi oleh mereka yang paling mem-

butuhkannya), dan efisiensi Pareto (kondisi dimana sudah tidak mungkin 

lagi mengubah alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan 

pelaku ekonomi). 

Efisiensi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Efisiensi Alokatif 

dimana alokasi input sangat krusial untuk menekan biaya produksi tanpa 

mengurangi hasil panen. Input-input tersebut meliputi: 

1. Tanah atau Lahan 

Efisiensi penggunaan lahan mengacu pada penggunaan sum-

ber daya lahan secara optimal untuk mencapai produktivitas dan 

keberlanjutan maksimum, menyeimbangkan kebutuhan pertanian, 

komersial, perumahan, dan alam. Mengupayakan efisiensi penggu- 
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naan lahan sangat penting untuk meminimalkan dampak lingkun-

gan, meningkatkan produksi pangan, dan mendukung pembangu-

nan ekonomi di daerah perkotaan yang berkembang. Teknik-teknik 

seperti pertanian presisi, pertanian vertikal, dan pertanian cerdas 

dapat membantu meningkatkan efektivitas penggunaan lahan. 

2. Tenaga Kerja 

Efisiensi tenaga kerja mengacu pada seberapa efektif sumber 

daya tenaga kerja dimanfaatkan dalam usaha pertanian . Hal ini die-

valuasi dengan menghitung rasio unit ternak atau tanaman produk-

tif terhadap setiap unit tenaga kerja setara penuh waktu (FTE). 

Penggunaan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi 

pada subsektor perkebunan dan perlu diperhatikan tingkat efisien-

sinya baik secara teknis maupun secara ekonomis, karena produk-

tivitas kerja merupakan salah satu faktor tenaga kerja yang penting 

dan perlu ditingkatkan, sehingga pada akhirnya diharapkan akan 

berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi penggunaan tenaga 

kerja secara keseluruhan (Sulaksana, 2014). 

3. Modal 

Secara umum, efisiensi modal mengacu pada seberapa efektif 

suatu perusahaan membelanjakan uangnya untuk beroperasi dan 

berkembang. Lebih spesifiknya, efisiensi modal mengukur berapa 

banyak uang yang diinvestasikan dalam bisnis dibandingkan dengan 

berapa banyak pendapatan yang dihasilkan dari investasi tersebut. 

Modal adalah faktor produksi utama, mencakup uang tunai, 

alat pertanian, dan bahan input (benih, pupuk, pestisida). Mod-al 

yang dikelola dengan baik memungkinkan penerapan teknologi 

(seperti mesin) dan input berkualitas, yang meningkatkan efisiensi 

teknis dan pendapatan. Secara keseluruhan, efisiensi produksi yang 

tinggi membutuhkan pengelolaan modal yang tepat sasaran, bukan 

hanya jumlah modal yang besar. 



66  

4. Pupuk 

Efisiensi pemupukan merupakan nisbah antara hara yang 

dapat diserap tanaman dengan hara yang diberikan. Makin banyak 

hara yang dapat diserap dari pupuk yang diberikan tersebut, maka 

nilai efisiensi penyerapan semakin tinggi. 

Efisiensi dalam usaha pertanian, khususnya terkait penggu-

naan pupuk, merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas 

dan pendapatan petani. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat 

terbatasnya pupuk bersubsidi dan pentingnya menjaga keberlanju- 

tan lingkungan. Upaya 0ptimalisasi Penggunaan Pupuk meliputi: 
a. Penggunaan dosis yang tepat 

Penggunaan pupuk harus sesuai dengan kebutuhan tanaman. 

Sebagai contoh, rata-rata kebutuhan pupuk padi per hektar ada-

lah Urea 300 kg, SP36/TSP 100 kg, dan KCl 100 kg per musim 

tanam. 
b. Efisiensi Subsidi 

Pemerintah mengupayakan subsidi pupuk untuk memenuhi ke-

butuhan petani, namun petani diharapkan menggunakan pupuk 

tersebut dengan efisien karena kuotanya terbatas. 
c. Manajemen Biaya 

Efisiensi input pupuk secara langsung memengaruhi pendapa-

tan dan keberlanjutan usaha. 

5. Benih 

Efisiensi usaha pertanian, khususnya dalam penggunaan 

benih, adalah kunci untuk memaksimalkan hasil panen, menekan 

biaya produksi, dan meningkatkan pendapatan petani. Penggunaan 

benih unggul dan bermutu merupakan langkah awal yang krusial. 

Berikut adalah poin-poin penting mengenai efisiensi usaha 

pertanian dari aspek benih : 
a. Penggunaan Benih Unggul/Bersertifikat 

Benih unggul memiliki potensi produksi yang lebih ting-

gi dibandingkan benih lokal. Benih berkualitas seringkali leb-

ih resisten, sehingga mengurangi biaya pembelian pestisida. 

Penggunaan benih bersertifikat meningkatkan efisiensi teknis 
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dibandingkan benih non-sertifikat. Penggunaan Benih Unggul 

dapat mempercepat siklus tanam, memungkinkan pola tanam 

yang lebih intensif. 

 

Gambar 2. Contoh Benih Padi Unggul Bersertifikat 

 
b. Optimasi dosis penggunaan benih 

Efisiensi seringkali terhambat oleh kebiasaan menanam 

yang kurang tepat. Banyak petani menggunakan benih terlalu 

banyak. Sebagai contoh, penggunaan benih padi sawah sering 

mencapai 35 kg/ha, padahal rekomendasi teknis cukup 25 kg/ 

ha. Penggunaan benih berlebihan meningkatkan biaya input 

tanpa peningkatan hasil yang signifikan. 
c. Perlakuan Benih 

Perlakuan benih sebelum tanam dapat meningkatkan 

efisiensi dan memaksimalkan pertumbuhan bibit di awal. Kes-

ehatan Benih perlu diperhatikan, memelihara kesehatan benih 

agar mencapai potensi hasil penuh. 
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E. Kesimpulan 

Peningkatan produktivitas dan efisiensi adalah dua aspek pent-

ing untuk memperkuat daya saing pertanian nasional, terutama di era 

modern yang dinamis. Peningkatan tidak hanya sekadar menambah jum-

lah hasil (produksi), tetapi memperbaiki cara mencapai hasil tersebut 

melalui penanganan Komponen Utama dalam peningkatan produktivitas 

yang meliputi : Kualitan bibit, Nutrisi tanaman, Teknologi dan Manaje-

men yang lebih baik. 

Efisiensi dalam usaha tani adalah suatu keniscayaan dalam upaya 

untuk mendapatkan profit yang signifikan. Efisiensi dalam usaha pertani-

an merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan 

petani melalui pengaturan alokasi input yang optimal. Efisiensi alokasi 

input ditujukan pada penggunaan : Lahan, Tenaga kerja, Modal, Pupuk 

dan Benih. 

Produktivitas dan efisiensi usaha pertanian adalah dua aspek yang 

saling berkaitan erat dan menjadi kunci utama untuk meningkatkan 

keuntungan petani serta memperkuat daya saing sektor pertanian. Pen-

ingkatan produktivitas tidak hanya bergantung pada penambahan input, 

tetapi lebih pada optimalisasi penggunaan sumber daya (lahan, tenaga 

kerja, modal) melalui efisiensi teknis dan alokatif. 
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BAB 5 

INVESTASI DAN PEMBIAYAAN PERTANIAN 

(Rici Solihin, S.E., M. Si., CEF., CET.)* 

 

 
A. Pentingnya Investasi Pertanian 

Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam 

membangun perekonomian nasional bahkan telah mampu berkontrubu-

si sebesar 12,67% terhadap Pendapatan Domestik Bruto pada Kuartal 1 

tahun 2026 (BPS, 2026). Pertanian merupakan sumber penyedia pangan 

untuk lebih dari 270 juta penduduk di Indonesia. Sektor ini juga men-jadi 

sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat pedesaan serta 

memberikan kontribusi untuk menghasilkan devisa negara dari budi-

daya komoditas ekspor unggulan dan mampu menyediakan lapangan 

kerja terbanyak untuk tenaga kerja non formal setelah sektor jasa. Pada 

tahun 2050 jumlah populasi diproyeksikan mencapai 9,7 miliar jiwa se-

hingga perlu upaya untuk meningkatkan produksi pangan global hingga 

70 persen dari kebutuhan saat ini (FAO, 2021). Di sisi lain, ketersediaan 

lahan pertanian yang semakin berkurang akibat alih fungsi lahan, degra-

dasi lingkungan, serta dampak perubahan iklim menjadi tantangan bagi 

keberlanjutan usaha pertanian. Maka dari itu dipelukan adanya investasi 

yang tepat dan berkelanjutan agar dapat mewujudkan kedaulatan pan-

gan nasional. 

Berdasarkan perspektif pembangunan nasional, investasi pada 
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sektor pertanian memiliki efek multiplier yang sangat besar yang dibuk-

tikan dari hasil penelitian International Food Policy Research Institute 

(IFPRI) yang menunjukkan jika setiap satu dolar investasi publik di sek-

tor pertanian dapat menghasilkan dampak ekonomi senilai 3-7 dolar bagi 

masyarakat khususnya di daerah pedesaan baik dari hulu hingga hilir 

(IFPRI, 2020). Hal itu menunjukkan jika investasi pertanian tidak hanya 

berdampak langsung pada produktivitas usaha tani, tetapi juga meng-

gerakkan perekonomian pedesaan secara lebih luas melalui penciptaan 

lapangan kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga, hingga pertum-

buhan industri pengolahan dan perdagangan. 

Pentingnya investasi pertanian juga berkaitan dengan agenda pen-

gentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar penduduk mi-

skin dan kaya. Mayoritas penduduk miskin di Indonesia tinggal di daerah 

pedesaan serta menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian (BPS, 

2023). Tidak hanya itu, para petani yang ada di pedesaan didominasi oleh 

lulusan SD dan SMP sehingga tingkat penerimaan terhadap teknologi dan 

pengetahuan baru sangatlah rendah yang mengakibatkan rendahnya 

produktivitas pertanian lokal. Tidak hanya itu, keterbatasan akses terh-

adap modal serta lemahnya infrastruktur pendukung menjadi penyebab 

petani terus berada dalam lingkaran kemiskinan struktural. Maka dari 

itu, baik pemerintah maupun swasta perlu bersinergi untuk meningkat-

kan investasi pada sektor pertanian untuk memutus rantai kemiskinan. 

Ir. Soekarno, Presiden Pertama Indonesia, pernah mengungkap-

kan bahwa hidup dan matinya suatu negara ditentukan oleh ketahanan 

pangannya. Hal ini terbukti saat terjadinya Pandemi COVID-19 di Indo-

nesia pada awal tahun 2020. Saat itu, terjadi pembatasan kegiatan oleh 

pemerintah sehingga menganggu rantai pasok pangan dari petani pedes-

aan hingga perkotaan. Terdapat adanya kerentanan sistem pangan global 

dimana beberapa komoditas strategis Indonesia seperti gandum, kedelai, 

dan gula masih bergantung pada keran impor. Pada awal tahun 2026 juga 

beberapa konflik geopolitik yang terjadi di timur tengah mengganggu 

distribusi energi dan pangan yang menyebabkan beberapa bahan baku 

seperti pupuk, plastik hingga bibit mengalami keterlambatan pengiriman 
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yang berimplikasi pada kenaikan harga pangan. Maka dari itu, diperlukan 

upaya mandiri agar Indonesia dapat memperkuat kedaulatan pangan na-

sional dalam jangka Panjang dengan melakukan investasi baik dari segi 

infrastruktur, riset dan pengembangan varietas baru hingga penggunaan 

teknologi tepat guna. 

B. Konsep Investasi Pertanian 

Investasi merupakan bentuk pengeluaran atau penanaman modal 

untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Investa-

si juga dapat diartikan juga sebagai aktivitas pembelian barang-barang 

yang akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa 

di masa depan (Mankiw, 2019). Dalam kontek makroekonomi, investasi 

menjadi salah satu komponen penting dalam pembentukan modal yang 

menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Lain halnya 

dengan investasi dalam sektor pertanian yang dapat diartikan sebagai 

seluruh bentuk penanaman sumber daya, baik secara finansial maupun 

non-finansial, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, 

produktivitas, serta efisiensi usaha pertanian mulai dari hulu hingga hilir. 

C. Benchmarking Investasi Pertanian dari Negara Lain 

Investasi pada sektor pertanian merupakan kunci untuk menjadi 

negara yang berdaulat sehingga tidak lagi bergantung pada pihak lain dan 

profesi petani pun tidak lagi dianggap sebelah mata karena selain menja-

min ketahanan pangan negara, pertanian juga dapat menjadi solusi untuk 

pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan, hingga penguatan daya 

saing bangsa. Negara maju seperti Amerika Serikat dan beberapa nega-ra 

yang tergabung di Uni Eropa sangat memperhatikan investasi untuk 

sektor pertanian. Sebagai contoh konkret negara Belanda dengan luas 

daratan  33.500m2 atau lebih sedikit dari luas Pulau Jawa di Indone-sia 

mampu menjadi negara kedua pengekspor sayuran terbesar di dunia 

setelah Amerika Serikat. Walaupun negara kecil, tetapi Belanda paham 

jika pengalaman mereka pernah menduduki Indonesia selama 350 tahun 

menjadikan mereka unggul dalam bidang budidaya sayuran. Banyak in- 
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vestasi yang dilakukan oleh Belanda untuk meningkatkan produktivitas 

pertanian mereka salah satunya adalah investasi infrastruktur. Pemerin-

tah Uni Eropa memberikan subsidi yang sangat besar khusus untuk infra-

struktur sehingga dapat meminimalisir biaya operasional namun dengan 

produktivitas yang maksimal. 

Korea Selatan juga telah melakukan revolusi pangan sejak tahun 

1980-an dengan moderanisasi teknologi pertanian berbasis K-Smart 

Farming yang membuat mereka menjadi salah satu negara yang berdau-

lat dengan kualitas pertanian yang unggul. Pemerintah Korea Selatan 

sendiri memberikan subsidi untuk pembangunan infrastruktur hingga 

80% dari biaya pemasangannya. Oleh karena itu, investasi sangat penting 

untuk meningkatkan perekonomian suatu negara yang awalnya negara 

berkembang hingga menjadi negara maju seperti yang dilakukan oleh Ko-

rea Selatan dan Tiongkok. 

D. Jenis-Jenis Investasi Pertanian 

Investasi yang dilakukan pada sektor pertanian tidak hanya terba-

tas pada kegiatan budidaya tanaman, tetapi juga meliputi berbagai akti-

vitas dalam rantai bisnis pertanian mulai dari penyediaan infrastruktur, 

lahan, sarana produksi, penerapan teknologi, pengolahan hasil, hingga 

distribusi dan pemasaran produk pertanian. Berbagai jenis bentuk in-

vestasi ini memperlihatkan jika sektor pertanian memiliki banyak ruang 

untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai sektor ekonomi yang produktif, 

inovatif, dan berkelanjutan. 

1. Investasi Infrastruktur 

Salah satu hal fundamental dalam pertanian yaitu investasi in-

frastruktur karena hal ini yang dapat mempengaruhi apakah pros-

es budidaya hingga pemasaran dapat berjalan lancar atau tidaknya. 

Investasi infrastruktur tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku 

usaha tetapi juga tanggung jawab stakeholder lainnya seperti pe-

merintah karena terkait dengan hajat hidup orang banyak. Beberapa 

diantaranya seperti infrastruktur pengairan karena air merupakan 

jantung utama para petani dalam merawat tanamannya. Pemerin- 
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tah sendiri saat ini telah menggalakan program pompanisasi untuk 

membantu para petani mendapatkan air yang cukup untuk mewu-

judkan kedaulatan pangan. 

Infrastruktur lainnya yaitu terkait dengan energi, dimana be-

berapa teknik budidaya apalagi yang mengandalkan smart farming 

membutuhkan energi yang cukup besar. Saat ini mayoritas kebu-

tuhan energi masih mengandalkan pasokan dari perusahaan listr-ik 

negara dan menggunakan bahan bakar minyak seperti solar dan 

bensin. Tetapi beberapa perusahaan yang telah mapan mulai meng-

gunakan energi baru dan terbarukan beberapa diantaranya meng-

gunakan pembangkit listrik menggunakan tenaga surya hingga 

pembangkit listrik tenaga panas bumi. 

2. Investasi Lahan 

Lahan menjadi kunci utama dalam bisnis pertanian terutama 

dalam proses produksi pangan dan komoditas pertanian lainnya 

yang dipengaruhi oleh faktor letak geografis seperti ketinggian lah-

an, suhu udara, penyinaran cahaya matahari, hingga kondisi tanah. 

Untuk dapat memiliki lahan dapat melakukan investasi dengan cara 

melakukan pembelian, penguasaan maupun penyewaan lahan yang 

kemudian dapat digunakan untuk kegiatan produksi pertani-an 

terbuka seperti sawah, kebun, maupun pertanian tertutup sep-erti 

dalam greenhouse (rumah kaca). Saat ini lahan bukan sekedar tanah 

atau tempat untuk melakukan budidaya tetapi juga asset yang 

nilainya akan terus meningkat seiring dengan menipisnya keterse-

diaan lahan pertanian karena alih fungsi lahan. Walaupun begitu, 

investasi lahan menghadapi berbagai tantangan seperti adanya alih 

fungsi lahan, degradasi kualitas tanah hingga perubahan iklim yang 

mempengaruhi produktivitas. 

3. Investasi Sarana Produksi Pertanian 

Ketika lahan telah siap, maka hal berikutnya yang perlu diper-

hatikan yaitu sarana produksi pertanian yang digunakan untuk 

mulai operasional budidaya baik itu berupa asset dan bahan baku. 

Investasi sarana produksi pertanian meliputi pengadaan benih 
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unggul, pupuk, pestisida hingga alat dan mesin pertanian modern 

seperti traktor, cultivator serta drone pertanian. Penggunaan sara-

na produksi disesuaikan dengan metode budidaya yang digunakan 

sehingga dapat meningkatkan hasil panen, menekan biaya produksi 

dan mempercepat pekerjaan di lapangan sehingga operasional bu-

didaya menjadi lebih efektif dan efisien. 

4. Investasi Teknologi 

Di era modern ini, pertanian tidak hanya mengandalkan tenaga 

manusia dan mesin mekanik tetapi juga perlu ditunjang dengan te-

knologi baru yang lebih presisi. Pengembangan teknologi baru saat 

ini berfokus pada pengalaman pengguna yang memudahkan peker-

jaan tanpa harus menghamburkan sumber daya yang ada atau dapat 

dikenal sebagai smart farming (pertanian pintar). Investasi teknolo-

gi smart farming meliputi implementasi Internet of Things (IoT), 

sensor pertanian, aplikasi digital manajemen usaha tani, sistem 

irigasi otomatis serta teknologi hidroponik. Teknologi smart farm-

ing dapat membantu petani dalam mengambil keputusan berbasis 

data sehingga kegiatan produksi menjadi lebih terukur dan efisien. 

Selain itu, penggunaan teknologi dapat mengurangi ketergantun-

gan terhadap tenaga kerja manual dan meningkatkan kemampuan 

petani dalam menghadapi risiko perubahan iklim maupun ketidak-

pastian pasar. 

5. Investasi Rantai Distribusi 

Kegiatan pascapanen lebih fokus pada proses grading dan 

pendistribusian sehingga investasi yang diperlukan lebih pada pen-

gadaan gudang atau rumah kemas. diperlukan rantai distrubusi 

yang terstruktur untuk mendistribusikan hasil pertanian dan olah-

annya agar dapat sampai ke tangan konsumen tepat waktu mengin-

gat beberapa produk segar pertanian bersifat perishable atau tidak 

tahan lama serta memerlukan tempat untuk dapat menyimpannya 

lebih lama. Investasi rantai distribusi ini mencakup pembangunan 

gudang penyimpanan, cold storage, sistem logistik, e-commerce, 

marketplace pertanian, serta terhubung dengan jaringan distribu- 
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si dan ekspor. Sistem distribusi yang baik akan membantu menja-ga 

kualitas produk, mengurangi food waste dan memperluas akses 

pasar bagi petani. 

6. Investasi Hilirisasi Olahan Pertanian 

Untuk meningkatkan nilai produk pertanian agar memiliki 

nilai ekonomi lebih tinggi perlu dilakukan pengolahan produk perta-

nian dengan memanfaatkan produk pilihan atau kelebihan produksi 

saat masa panen raya tiba. Untuk proses hilirisasi tersebut diperlu-

kan investasi untuk pengadaan teknologi tepat guna yang merujuk 

pada agroindustri. Proses hilirisasi dimulai dengan mengolah pro-

duk pertanian mentah menjadi produk setengah jadi hingga produk 

yang siap dikonsumsi sehingga memiliki daya saing lebih tinggi di 

pasar. Beberapa contoh konkrit luaran yang dihasilkan dari hiliri-

sasi olahan pertanian ini seperti industri pengolahan kopi, keripik 

buah, saus cabai hingga produk pangan berbasis hortikultura lain-

nya. Proses pengolahan produk pertanian dapat memperpanjang 

umur simpan, memperbaiki kualitas produk, hingga meningkatkan 

nilai ekonomi. 

E. Sumber-Sumber Pembiayaan Pertanian 

Pembiayaan pertanian merupakan pilar kritis yang menentukan 

kemampuan petani dan pelaku agribisnis untuk melakukan investa-

si guna meningkatkan produktivitas dan skala usaha. Sumber-sumber 

pembiayaan pertanian dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori uta-

ma: pembiayaan formal, pembiayaan informal, dan pembiayaan berbasis 

rantai nilai (value chain financing) 

1. Pendanaan Internal 

Pendanaan internal atau lazim dikenal sebagai bootstrapping 

merupakan bentuk pembiayaan yang berasal dari modal pribadi, 

tabungan usaha, maupun akumulasi keuntungan yang diinvesta-

sikan kembali (retained earnings) dalam kegiatan usaha pertanian. 

Tidak adanya beban bunga menjadikan pendanaan internal sebagai 

sumber pembiayaan dengan biaya modal (cost of capital) yang se- 
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cara nominal nol, meskipun begitu pemilik usaha sebaiknya tetap 

menghitungkan berapa tingkat pengembalian modal (return of in-

vestment) yang didapatkan karena secara konseptual tetap ada bi-

aya kesempatan (opportunity cost). Biasanya pada usaha pertanian 

skala kecil hingga menengah, ROI dari modal internal rata-rata berk-

isar antara 10% hingga 30% per musim tanam, tergantung pada je-

nis komoditas, produktivitas dan kondisi pasar. Komoditas hortikul-

tura bernilai tinggi seperti cabai, melon, atau sayuran hidroponik 

bahkan dapat memberikan ROI lebih tinggi tetapi memiliki tingkat 

risiko produksi yang relatif besar. 

2. Kredit Perbankan 

Salah satu sumber pendanaan eksternal yang paling umum 

digunakan dalam sektor pertanian adalah kredit perbankan. Pen-

danaan melalui lembaga perbankan umumnya diberikan dalam 

bentuk kredit modal kerja untuk membiayai kebutuhan operasional 

musiman, maupun kredit investasi untuk pembelian aset produktif 

jangka panjang seperti alat mesin pertanian, bangunan pengolah-an, 

atau pengembangan kebun. Mekanisme pembayaran dilakukan 

melalui angsuran pokok dan bunga secara periodik sesuai jadwal 

yang disepakati. Adapun tingkat suku bunga kredit pertanian ber-

beda-beda tergantung pada kebijakan bank, profil risiko usaha, dan 

program pembiayaan yang digunakan. Pada kredit komersial, suku 

bunga pembiayaan pertanian umumnya berada pada kisaran 8% 

hingga 15% per tahun. Sementara itu, pada program pembiayaan 

bersubsidi pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), tingkat 

bunga dapat lebih rendah, yaitu sekitar 3% hingga 6% per tahun. 

3. Pendanaan Program Pemerintah 

Pemerintah menyediakan berbagai skema pendanaan pertani-

an melalui kredit program, subsidi bunga dan dana bergulir yang 

bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan 

produktivitas pertanian serta mendukung kesejahteraan petani 

kecil. Selain pemberian program kredit dengan suku bunga rendah 

seperi KUR, pemerintah juga memiliki skema pembiayaan lainnya 
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seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dan berbagai 

skim pembiayaan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Ber-

gulir (LPDB). 

Kementerian Pertanian juga menyelenggarakan sejumlah pro-

gram hibah kompetitif yang ditujukan bagi pelaku usaha pertani-an, 

lembaga penelitian dan kelompok tani inovatif. Beberapa tahun 

terakhir, Kementerian Pertanian juga mengembangkan program 

inkubasi bisnis pertanian yang memberikan hibah bagi wirausaha 

rintisan dan wirausaha muda pertanian yang berhasil melewati 

proses seleksi ketat. Sementara itu Kementerian Desa, Pembangu-

nan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menye-

diakan hibah melalui Dana Desa yang sebagian pemanfaatannya 

diarahkan pada pengembangan BUMDes dan usaha pertanian ko-

munitas. Pada tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/ 

kota mengalokasikan belanja hibah pertanian melalui APBD yang 

ditujukan untuk komoditas unggulan daerah. 

4. Bantuan Pendanaan Usaha dari Corporate Social Responsibility 

(CSR) 

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab So-

sial dan Lingkungan (TJSL) merupakan kewajiban perusahaan yang 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ten-

tang Penanaman Modal (Solihin & Utama, 2024). Pada Pasal 74 UU 

PT mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di 

bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam 

untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Adapun 

anggaran CSR secara umum ditetapkan berkisar antara 2-4% dari 

laba bersih perusahaan. Berbeda dari kredit yang mengharuskan 

pengembalian pokok dan bunga, hibah CSR tidak menuntut kewa-

jiban finansial dari penerimanya tetapi diminta pertanggung jawa-

ba penggunaannya terutama dampaknya terhadap masyarakat dan 

lingkungan, sehingga dapat diklaim oleh perusahaan sebagai social 

return on investment. 
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Biasanya dukungan CSR untuk sektor pertanian dapat dise-

suaikan dengan kebutuhan penerima manfaat dan kapasitas peru-

sahaan pemberi seperti berikut ini: 
a. Dana tunai yang dapat digunakan untuk pembelian benih, pu-

puk, pestisida, atau peralatan pertanian dasar. 
b. Bantuan sarana produksi in-kind berupa penyediaan langsung 

input pertanian, bibit tanaman, atau alat mesin pertanian tanpa 
menggunakan mekanisme dana tunai. 

c. Pembangunan infrastruktur pertanian seperti pembangunan 
irigasi desa, jalan usaha tani, gudang penyimpanan, atau fasili-
tas pengolahan hasil pertanian di wilayah dampak operasional 
perusahaan. 

d. Program pelatihan dan pendampingan teknis yang menyediakan 
fasilitas pelatihan budidaya, manajemen usaha tani, pengolahan 
pascapanen, dan pengembangan kapasitas kelembagaan kelom-
pok tani. 

e. Program kemitraan pasar yang menghubungkan petani peneri-
ma CSR dengan jaringan distribusi dan pasar yang dimiliki oleh 
perusahaan, sehingga memberikan kepastian penyerapan hasil 
produksi. 

5. Hibah 

Terdapat beberapa peluang pendanaan usaha yang berasal 

dari dana hibah. Adapun peruntukan dana hibah tersebut biasanya 

untuk pengadaan asset dan teknologi tepat guna untuk meningkat-

kan kapasitas produksi. Beberapa lembaga filantropi menyediakan 

program pendanaan berupa hibah seperti yang diselenggarakan 

oleh Yayasan Tanoto Foundation, Yayasan Sampoerna hingga lem-

baga-lembaga filantropi Islam dan amil zakat di Indonesia seperti 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), LAZISMU (Muhammadiyah), 

LAZISNU (Nahdlatul Ulama), Rumah Zakat, dan Dompet Dhuafa. 

Mekanisme pengajuan hibah kepada yayasan-yayasan ini umumnya 

dilakukan melalui submisi proposal yang memenuhi kriteria yang 

ditetapkan dalam panduan hibah masing-masing yayasan. 

Beberapa donor asing yang berasal dari berbagai negara 

menyediakan hibah kompetitif bagi proyek-proyek inovasi pertani-

an di Indonesia. Beberapa diantaranya seperti International Fund 

for Agricultural Development (IFAD), Asian Development Bank 
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(ADB), World Bank Group, Japan International Cooperation Agency 

(JICA) dan Australian Aid (DFAT). Program-program ini umumnya 

memberi syarat mitra lokal yang teregistrasi legal dan memiliki kap-

asitas manajemen proyek yang memadai. 

6. Kompetisi Inovasi dan Program Akselerasi Bisnis 

Terdapat peluang pendanaan yang berasal dari kompetisi ino-

vasi dan program akselerasi startup yang dapat menjadi sumber 

pendanaan hibah bagi sektor pertanian berbasis inovasi dan te-

knologi. Kompetisi dan akselerasi ini mengutamakan aspek seber-

apa inovatif bisnis dan teknologi yang dijalankan serta yang paling 

utama bagaimana strategi peningkatan skala bisnis (scale up) terse-

but secara lebih luas sehingga memberikan peluang capital gain bagi 

investor yang terlibat. Beberapa program akselerasi startup yang 

diselenggarakan oleh inkubator bisnis seperti Plug and Play 

Indonesia, GDP Venture, Telkom Indonesia Mitra Inovasi (MDI), dan 

inkubator berbasis universitas menyediakan hibah seed funding, 

fasilitas co-working, bimbingan intensif, dan akses ke jaringan in-

vestor kepada startup agritech yang terpilih melalui proses seleksi 

kompetitif. 

7. Pendanaan Melalui Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro 

Beberapa usaha pertanian skala mikro dan kecil seringkali ti- 

dak bisa mendapatkan pendanan dari perbankan komersial karena 

dianggap belum bankable. Maka dari itu koperasi hadir sebagai solu-

si untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil dengan mekanisme sim-

pan pinjam yang memiliki tingkat bunga yang relatif lebih rendah 

daripada pinjaman informal. Tingkat bunga yang diberikan oleh 

koperasi berkisar antara 1 12% hingga 24% per tahun, tergantung 

pada kebijakan koperasi tersebut. Koperasi juga dapat berfungsi se-

bagai agregator permintaan yang memungkinkan anggotanya men-

gakses input produksi dengan harga yang lebih kompetitif melalui 

pembelian kolektif, sekaligus menjadi saluran pemasaran kolektif 

yang meningkatkan posisi tawar petani di pasar. 
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8. Pembiayaan Syariah 

Bagi sebagian kalangan, terutama umat muslim sistem per-

bankan konvensional yang menerapkan bunga untuk timbal balik 

atas pinjaman modal yang diberikan termasuk riba yang dilarang 

dalam agama islam. Maka dari itu, pembiayaan syariah hadir se-

bagai solusi untuk memberikan rasa aman pendanaan tanpa harus 

mengorbankan keimanan terhadap agamanya. Pembiayaan syariah 

dapat ditemukan pada koperasi berbasis syariah seperti Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT) hingga 

Lembaga Perbankan Syariah yang menawarkan pendanaan dengan 

imbal hasil yang diberikan dalam bentuk sistem bagi hasil berdasar-

kan keuntungan usaha yang diperoleh anggota, bukan bunga tetap. 

Akad yang lazim digunakan dalam kesepakatan ini antara lain sep-

erti akad musyarakah (kemitraan modal), akad mudharabah (bagi 

hasil penuh), akad salam dan akad murabahah. Berikut merupakan 

penjelasan mengenai beberapa jenis akad syariah tersebut: 
a. Akad mudharabah memungkinkan investor (shahibul maal) 

menyerahkan modal sepenuhnya kepada pengelola usaha (mud-
harib) yang dalam hal ini adalah petani, dengan keuntungan 
dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung 
oleh investor kecuali akibat kelalaian pengelola. 

b. Akad musyarakah cocok diterapkan dalam usaha pertanian pa-
tungan di mana investor dan petani sama-sama menyertakan 
modal, berbagi keuntungan sesuai proporsi modal, dan bersa-
ma-sama menanggung risiko kerugian. 

c. Akad murabahah digunakan untuk pembelian input pertanian di 
mana lembaga keuangan syariah membeli terlebih dahulu 
barang yang dibutuhkan petani kemudian menjualnya kembali 
dengan margin keuntungan yang transparan dan disepakati. 

d. Akad salam merupakan instrumen pembiayaan yang secara 
khusus didesain sesuai dengan karakteristik pertanian dimana 
pembeli membayar di muka untuk komoditas pertanian yang 
akan diserahkan pada waktu panen di masa mendatang dima-na 
akad ini merupakan sebuah mekanisme yang memberikan 
modal kerja kepada petani sekaligus kepastian pasar (Nurmaini 
dkk., 2025). 

Tingkat return on investment yang diperoleh investor pada 
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pembiayaan syariah pertanian tidak dapat ditentukan dengan ang-

ka yang pasti melainkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebagai 

gambaran proyeksi timbal balik yang didapatkan berkisar antara 

10% hingga 25% per tahun, tergantung pada keberhasilan bisnis 

yang dijalankan. Sistem ini dinilai lebih adil karena risiko dan keun-

tungan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, sesuai den-

gan prinsip syariah yang melarang pengambilan keuntungan tanpa 

menanggung risiko (al-ghunmu bil ghurmi). Pembiayaan syariah 

juga memberikan fleksibilitas dalam pengembalian modal sesuai 

dengan siklus produksi pertanian, yang menjadikannya instrumen 

pembiayaan yang lebih selaras dengan karakteristik usaha pertani-

an dibandingkan kredit konvensional dengan jadwal angsuran yang 

kaku. 

9. Pembiayaan berbasis Fintech dan Crowdfunding 

Dalam era digital, pendanaan usaha pertanian berkembang 

pesat melalui platform financial technology (fintech) dan crowd-

funding pertanian. Model pendanaan ini mempertemukan investor 

dengan petani atau usaha rintisan berbasis teknologi melalui plat-

form digital yang memotong rantai intermediasi konvensional seh-

ingga dapat mengurangi biaya transaksi secara signifikan. Sejumlah 

platform fintech lending dan equity crowdfunding yang resmi telah 

memiliki izin dan lisensi khusus yang tercatat langsung di Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) seperti yang dilakukan oleh Amartha dan iG-

row. Pada praktik crowdfunding pertanian, ROI yang ditawarkan 

kepada investor umumnya berkisar antara 10% hingga 20% per 

siklus usaha atau per tahun, tergantung pada jenis komoditas dan 

tingkat risiko usaha. Namun, perlu dipahami jika pendanaan jenis 

ini memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi karena risiko usaha 

pertanian risiko yang besar, seperti gagal panen, fluktuasi harga 

pasar, dan ketidakpastian iklim yang dimana risiko-risiko tersebut 

harus dipahami dengan baik oleh investor maupun petani sebelum 

berpartisipasi. 

10. Pendanaan Melalui Kemitraan 
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Pendanaan usaha pertanian juga dapat dilakukan melalui pola 

kemitraan dengan perusahaan swasta atau industri pengolahan 

hasil pertanian. Dalam pola ini, perusahaan memberikan dukun-gan 

modal, sarana produksi, maupun pendampingan teknis kepada 

petani sebagai bagian dari kerja sama produksi yang saling mengun-

tungkan. Model kemitraan inti-plasma antara perusahaan perkebu-

nan besar sebagai inti dan petani plasma telah lazim dilakukan di 

Indonesia baik pada usaha pertanian skala mikro, kecil hingga ber-

basis industri seperti komoditas kelapa sawit, karet, dan tebu. 

Imbal hasil bagi perusahaan diperoleh melalui jaminan pa-

sokan bahan baku berkualitas dengan harga yang kompetitif, margin 

perdagangan dari penjualan input kepada petani mitra, serta pem-

bagian keuntungan berdasarkan kontrak kerja sama. Pada bebera-

pa model kemitraan, perusahaan memperoleh margin keuntungan 

sekitar 5% hingga 15% dari hasil penjualan produk atau pengola-

han komoditas pertanian. Bagi petani, pola kemitraan memberikan 

keuntungan berupa kepastian pasar, akses teknologi dan sarana 

produksi berkualitas, serta dukungan modal usaha walaupun sering 

kali menimbulkan ketergantungan struktural terhadap perusahaan 

inti yang berpotensi melemahkan posisi tawar petani dalam jangka 

panjang. 
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BAB 6 

INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERTANIAN 

(Diyah Ayu Candra, drh., M.Vet)* 

 

 
A. Pendahulun 

Pembangunan sektor pertanian memiliki peran strategis da-

lam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di negara 

berkembang seperti Indonesia. Sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai 

penyedia pangan, tetapi juga sebagai sumber mata pencaharian bagi se-

bagian besar penduduk pedesaan. Menurut Susanto dan Wibowo (2019), 

kontribusi sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja masih 

sangat signifikan meskipun terjadi transformasi struktural ekonomi. Se-

lain itu, sektor pertanian juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial 

dan ekonomi di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, penguatan sektor per-

tanian menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. 

Infrastruktur menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkat-

kan produktivitas pertanian dan efisiensi sistem agribisnis. Infrastruktur 

yang memadai memungkinkan petani memperoleh akses yang lebih baik 

terhadap input produksi, teknologi, serta pasar. Rahman et al. (2021) 

menyatakan bahwa ketersediaan infrastruktur seperti irigasi dan jalan 

usaha tani secara langsung mempengaruhi peningkatan hasil produksi. 

Selain itu, infrastruktur juga berperan dalam menekan biaya distribusi 

dan kehilangan hasil panen. Dengan demikian, pembangunan infrastruk-

tur pertanian menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pemban-

gunan wilayah. 

Namun demikian, pembangunan wilayah pertanian di Indonesia 
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masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Ketimpangan 

pembangunan antarwilayah menjadi salah satu permasalahan utama 

yang menyebabkan disparitas kesejahteraan petani. Menurut Nugroho 

dan Santosa (2020), wilayah luar Jawa masih tertinggal dalam hal akses 

infrastruktur dibandingkan wilayah Jawa. Selain itu, perubahan iklim dan 

degradasi lingkungan juga semakin memperburuk kondisi sektor per-

tanian. Kondisi ini menuntut adanya strategi pembangunan yang lebih 

adaptif dan berkelanjutan. 

Rumusan masalah dalam pembahasan ini berfokus pada pemaha-

man konsep infrastruktur pertanian dan hubungannya dengan pemban-

gunan wilayah. Selain itu, pembahasan juga mengkaji berbagai kendala 

yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur pertanian di Indonesia. 

Suryani et al. (2022) menekankan bahwa identifikasi masalah yang te-pat 

akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Dengan 

adanya rumusan masalah yang jelas, penelitian atau kajian dapat lebih 

terarah dan sistematis. Hal ini penting untuk menghasilkan solusi yang 

aplikatif dan berbasis data. 

Tujuan pembahasan ini adalah untuk memberikan pemaha-

man komprehensif mengenai peran infrastruktur dalam pembangunan 

wilayah pertanian. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk men-

gidentifikasi tantangan serta merumuskan strategi pengembangan yang 

berkelanjutan. Menurut Prasetyo (2018), kajian yang terstruktur dapat 

menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Manfaat 

dari pembahasan ini diharapkan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, 

baik akademisi, pemerintah, maupun pelaku usaha pertanian. Dengan 

demikian, pembangunan sektor pertanian dapat berjalan lebih efektif 

dan berkelanjutan. 

B. Konsep Infrastruktur Pertanian 

Infrastruktur pertanian merupakan seluruh sarana dan prasara-na 

yang mendukung kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil 

pertanian. Secara umum, infrastruktur tidak hanya mencakup aspek fisik, 

tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi yang menunjang sistem 
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agribisnis. Menurut Kurniawan dan Hadi (2021), infrastruktur pertanian 

berperan sebagai tulang punggung dalam meningkatkan efisiensi sistem 

produksi. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, proses produksi 

pertanian akan berjalan tidak optimal. Oleh karena itu, keberadaan infra-

struktur menjadi faktor penting dalam pembangunan sektor pertanian. 

Infrastruktur pertanian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, 

yaitu infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi. Infrastruktur fisik melipu-

ti jalan usaha tani, irigasi, gudang, serta sarana transportasi yang men-

dukung mobilitas hasil pertanian. Sementara itu, infrastruktur sosial 

mencakup kelembagaan petani, pendidikan, dan penyuluhan pertanian. 

Putri et al. (2020) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan per-

tanian tidak hanya ditentukan oleh faktor fisik, tetapi juga oleh kualitas 

sumber daya manusia. Dengan demikian, ketiga jenis infrastruktur terse-

but saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. 

Infrastruktur ekonomi juga memiliki peran penting dalam men-

dukung kegiatan pertanian, khususnya dalam aspek pembiayaan dan 

pemasaran. Lembaga keuangan, akses modal, dan jaringan distribusi 

merupakan bagian dari infrastruktur ekonomi yang harus diperkuat. 

Menurut Santoso dan Wijaya (2022), keterbatasan akses terhadap pem-

biayaan menjadi salah satu kendala utama petani dalam mengembangkan 

usahanya. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur ekonomi perlu men-

jadi perhatian dalam pembangunan pertanian. Hal ini akan mendorong 

peningkatan daya saing produk pertanian. 

Peran infrastruktur dalam pembangunan pertanian sangat sig-

nifikan, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha 

tani. Infrastruktur yang baik dapat menekan biaya produksi dan mem-

percepat distribusi hasil pertanian ke pasar. Selain itu, keberadaan infra-

struktur juga dapat mengurangi kehilangan hasil pascapanen. Menurut 

Lestari et al. (2019), peningkatan kualitas infrastruktur berbanding lurus 

dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dengan demikian, investasi di 

sektor infrastruktur menjadi sangat penting. 

Secara keseluruhan, infrastruktur pertanian memiliki peran strat-

egis dalam mendukung pembangunan sektor pertanian yang berkelanju- 
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tan. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara terintegrasi dan 

berkelanjutan agar memberikan manfaat jangka panjang. Nugraha et al. 

(2023) menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus memper-

hatikan aspek lingkungan dan sosial. Hal ini penting untuk menjaga ke-

seimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. 

Dengan pendekatan yang tepat, infrastruktur dapat menjadi pendorong 

utama pembangunan wilayah pertanian. 

C. Pembangunan Wilayah Pertanian 

Pembangunan wilayah pertanian merupakan proses peningkatan 

kapasitas wilayah dalam mendukung kegiatan pertanian secara berkelan-

jutan. Konsep ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi 

juga pada pengembangan ekonomi lokal. Menurut Tarigan dan Siregar 

(2019), pembangunan wilayah harus berbasis pada potensi lokal yang 

dimiliki masing-masing daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi dan keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, pendekat-

an wilayah menjadi sangat penting. 

Tujuan utama pembangunan wilayah pertanian adalah untuk men-

ciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Selain itu, pembangunan ini juga bertujuan untuk mem-

perkuat ketahanan pangan nasional. Raharjo et al. (2021) menyatakan 

bahwa peningkatan produksi pangan harus diimbangi dengan distribu-si 

yang merata. Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan antar-

wilayah. Oleh karena itu, pembangunan wilayah pertanian harus dilaku-

kan secara terpadu. 

Faktor sumber daya alam menjadi salah satu penentu utama ke-

berhasilan pembangunan wilayah pertanian. Kesuburan tanah, iklim, dan 

ketersediaan air sangat mempengaruhi produktivitas pertanian. 

Menurut Wicaksono et al. (2020), daerah dengan sumber daya alam yang 

baik memiliki potensi produksi yang lebih tinggi. Namun, pemanfaatan 

sumber daya tersebut harus dilakukan secara bijaksana. Hal ini penting 

untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. 

Selain sumber daya alam, faktor sumber daya manusia juga memi- 
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liki peran penting dalam pembangunan wilayah pertanian. Pendidikan, 

keterampilan, dan inovasi petani menjadi kunci dalam meningkatkan 

produktivitas. Sari dan Putra (2022) menyatakan bahwa peningkatan 

kapasitas petani dapat mendorong adopsi teknologi baru. Hal ini akan 

meningkatkan efisiensi dan daya saing produk pertanian. Oleh karena itu, 

pengembangan SDM harus menjadi prioritas. 

Kebijakan pemerintah dan teknologi juga menjadi faktor penting 

dalam pembangunan wilayah pertanian. Dukungan kebijakan yang tepat 

dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan investasi di sektor 

pertanian. Menurut Hidayat et al. (2023), digitalisasi pertanian menjadi 

salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi. Teknologi dapat mem-

bantu petani dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dengan de-

mikian, sinergi antara kebijakan dan teknologi sangat diperlukan. 

D. Hubungan Infrastruktur dengan Pembangunan Wilayah Pertanian 

Infrastruktur memiliki peran sebagai penggerak utama dalam 

pembangunan wilayah pertanian. Keberadaan infrastruktur dapat 

meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperlancar arus ba-

rang dan jasa. Menurut Firmansyah et al. (2020), infrastruktur yang baik 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal ini terjadi karena 

meningkatnya akses terhadap pasar dan sumber daya. Dengan demikian, 

infrastruktur menjadi faktor kunci dalam pembangunan wilayah. 

Dampak infrastruktur terhadap produktivitas pertanian dapat di-

lihat dari peningkatan efisiensi distribusi input dan output. Petani dapat 

memperoleh sarana produksi dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, 

hasil panen juga dapat dipasarkan dengan lebih efisien. Menurut Lak-smi 

et al. (2021), akses jalan yang baik dapat meningkatkan pendapatan 

petani secara signifikan. Hal ini menunjukkan pentingnya pembangunan 

infrastruktur. 

Infrastruktur juga berperan dalam mengurangi kehilangan hasil 

pascapanen yang sering terjadi di sektor pertanian. Fasilitas penyim-

panan yang memadai dapat menjaga kualitas produk pertanian. Selain 

itu, sistem distribusi yang baik dapat mempercepat penyaluran hasil ke 
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konsumen. Menurut Prabowo et al. (2019), kehilangan hasil dapat ditekan 

dengan adanya infrastruktur yang memadai. Hal ini akan meningkatkan 

efisiensi sistem agribisnis. 

Kesejahteraan petani juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan 

infrastruktur. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan pendapatan 

dan kualitas hidup petani. Selain itu, infrastruktur juga dapat mengurangi 

kesenjangan antarwilayah. Menurut Dewi dan Nugroho (2022), pemba-

ngunan infrastruktur berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan 

di pedesaan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur memiliki 

dampak sosial yang luas. 

Secara keseluruhan, hubungan antara infrastruktur dan pemban-

gunan wilayah pertanian bersifat saling mendukung. Infrastruktur yang 

baik akan mempercepat pembangunan wilayah, dan sebaliknya. Menurut 

Arifin et al. (2023), sinergi antara pembangunan infrastruktur dan kebi-

jakan wilayah sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mencapai pem-

bangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi perencanaan 

menjadi sangat penting. 

E. Permasalahan Infrastruktur Pertanian di Indonesia 

Pembangunan infrastruktur pertanian di Indonesia masih mengh-

adapi berbagai kendala yang kompleks. Salah satu permasalahan utama 

adalah keterbatasan infrastruktur fisik yang memadai. Banyak jaringan 

irigasi yang mengalami kerusakan dan tidak berfungsi optimal. Menurut 

Yusuf et al. (2020), kondisi ini berdampak pada penurunan produktivitas 

pertanian. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur menjadi prioritas. 

Ketimpangan pembangunan antarwilayah juga menjadi tantangan 

besar dalam pembangunan pertanian. Wilayah Jawa cenderung lebih 

maju dibandingkan wilayah luar Jawa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan 

akses terhadap infrastruktur dan investasi. Menurut Kadir et al. (2021), 

kesenjangan ini dapat memperlebar disparitas ekonomi. Oleh karena itu, 

pemerataan pembangunan menjadi penting. 

Kendala pendanaan juga menjadi hambatan dalam pembangunan 

infrastruktur pertanian. Keterbatasan anggaran pemerintah seringka- 
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li menghambat pelaksanaan proyek pembangunan. Selain itu, investasi 

swasta di sektor pertanian masih relatif rendah. Menurut Sulaiman et al. 

(2022), diperlukan skema pembiayaan inovatif untuk mengatasi masalah 

ini. Hal ini penting untuk mempercepat pembangunan. 

Perubahan iklim juga memberikan dampak signifikan terhadap in-

frastruktur pertanian. Banjir dan kekeringan dapat merusak fasilitas iri-

gasi dan lahan pertanian. Selain itu, perubahan pola cuaca juga mempen-

garuhi produktivitas. Menurut Fitriani et al. (2023), adaptasi terhadap 

perubahan iklim menjadi sangat penting. Hal ini memerlukan pendekat-

an yang terintegrasi. 

Secara keseluruhan, permasalahan infrastruktur pertanian me-

merlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Diperlukan sin-

ergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengatasi mas-

alah ini. Menurut Hasanah et al. (2019), kolaborasi menjadi kunci dalam 

pembangunan infrastruktur. Dengan pendekatan yang tepat, berbagai 

kendala dapat diatasi. Hal ini akan mendukung pembangunan pertanian 

yang berkelanjutan 

F. Strategi Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah Pertanian 

Strategi pengembangan infrastruktur pertanian harus mengede-

pankan prinsip keberlanjutan. Pembangunan harus memperhatikan 

aspek lingkungan dan efisiensi sumber daya. Menurut Wulandari et al. 

(2021), pendekatan berkelanjutan dapat meningkatkan ketahanan sistem 

pertanian. Hal ini penting untuk menghadapi tantangan global. Dengan 

demikian, pembangunan harus direncanakan secara matang. 

Penguatan kelembagaan petani menjadi salah satu strategi pent-

ing dalam pembangunan pertanian. Kelompok tani dan koperasi dapat 

meningkatkan posisi tawar petani. Selain itu, kelembagaan juga dapat 

mempermudah akses terhadap pembiayaan dan teknologi. Menurut Ra-

madhan et al. (2020), kelembagaan yang kuat dapat meningkatkan kese-

jahteraan petani. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan harus menjadi 

prioritas. 

Pemanfaatan teknologi juga menjadi kunci dalam pengembangan 
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wilayah pertanian. Teknologi seperti smart farming dapat meningkatkan 

efisiensi produksi. Selain itu, digitalisasi pemasaran dapat memperluas 

akses pasar. Menurut Nugraheni et al. (2022), teknologi dapat mening-

katkan daya saing produk pertanian. Hal ini sangat penting dalam era 

globalisasi. 

Kolaborasi antara pemerintah dan swasta juga sangat diperlukan 

dalam pembangunan infrastruktur pertanian. Skema Public Private Part-

nership (PPP) dapat menjadi solusi dalam pembiayaan. Selain itu, kolab-

orasi juga dapat mempercepat pembangunan. Menurut Setiawan et al. 

(2023), kemitraan dapat meningkatkan efektivitas pembangunan. Hal ini 

penting untuk mencapai target pembangunan. 

Secara keseluruhan, strategi pengembangan harus dilakukan se-

cara terintegrasi dan berkelanjutan. Sinergi antara berbagai pihak men-

jadi kunci keberhasilan. Menurut Lazuardi et al. (2019), perencanaan 

yang baik dapat meningkatkan efektivitas pembangunan. Oleh karena itu, 

strategi harus dirumuskan secara komprehensif. Hal ini akan mendukung 

pembangunan wilayah pertanian yang berkelanjutan. 

G. Studi Kasus 

Studi kasus dalam pembangunan wilayah pertanian memberikan 

gambaran nyata mengenai implementasi kebijakan di lapangan. Salah 

satu contoh adalah pengembangan irigasi di daerah sentra padi. Program 

ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan air bagi petani. Menurut 

Prasetyo et al. (2021), pembangunan irigasi dapat meningkatkan produk-

tivitas secara signifikan. Hal ini menunjukkan pentingnya infrastruktur. 

Permasalahan utama yang dihadapi dalam studi kasus ini adalah 

keterbatasan akses air dan kerusakan infrastruktur. Selain itu, kurangnya 

koordinasi antarinstansi juga menjadi kendala. Menurut Handayani et al. 

(2020), permasalahan ini sering terjadi di berbagai daerah. Oleh karena 

itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi. Hal ini penting untuk ke-

berhasilan program. 

Program pembangunan yang dilakukan meliputi rehabilitasi jar-

ingan irigasi dan pembangunan embung. Selain itu, dilakukan juga pela- 
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tihan bagi petani dalam pengelolaan air. Menurut Saputra et al. (2022), 

program ini memberikan dampak positif terhadap produksi. Hal ini 

menunjukkan bahwa intervensi yang tepat dapat meningkatkan produk-

tivitas. Dengan demikian, program ini dapat dijadikan contoh. 

Dampak terhadap masyarakat sangat signifikan, terutama dalam 

peningkatan pendapatan petani. Selain itu, program ini juga meningkat-

kan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Menurut Dewantara et al. 

(2023), keberhasilan program ini juga meningkatkan kesejahteraan mas-

yarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya pembangunan infrastruktur. 

Oleh karena itu, program serupa perlu dikembangkan. 

Evaluasi menunjukkan bahwa keberhasilan program dipengaruhi 

oleh partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah. Selain itu, ke-

berlanjutan program juga menjadi faktor penting. Menurut Kurnia et al. 

(2019), evaluasi diperlukan untuk perbaikan program. Dengan demikian, 

rekomendasi dapat diberikan untuk pengembangan selanjutnya. Hal ini 

penting untuk keberlanjutan pembangunan. 

H. Penutup 

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa infrastruk-

tur memiliki peran penting dalam pembangunan wilayah pertanian. 

Infrastruktur tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga kes-

ejahteraan petani. Menurut Rahman dan Putri (2021), pembangunan 

infrastruktur merupakan kunci dalam pengembangan sektor pertanian. 

Oleh karena itu, investasi di sektor ini harus ditingkatkan. Hal ini penting 

untuk keberlanjutan pembangunan. 

Hubungan antara infrastruktur dan pembangunan wilayah bersifat 

saling mendukung. Infrastruktur yang baik akan mempercepat pemban-

gunan wilayah, dan sebaliknya. Menurut Siregar et al. (2020), integrasi 

kebijakan sangat diperlukan dalam pembangunan. Hal ini penting un-tuk 

mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian, perencanaan harus 

dilakukan secara terpadu. 

Saran bagi pemerintah adalah untuk meningkatkan investasi di 

sektor infrastruktur pertanian. Selain itu, pemerintah juga perlu mem- 
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perkuat kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. 

Menurut Wibowo et al. (2022), kebijakan yang tepat dapat meningkatkan 

efektivitas pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan 

aktif. Hal ini penting untuk kemajuan sektor pertanian. 

Bagi akademisi, diperlukan penelitian yang lebih mendalam men-

genai pembangunan pertanian. Selain itu, hasil penelitian harus dapat di-

aplikasikan di lapangan. Menurut Lestari dan Hidayat (2019), penelitian 

memiliki peran penting dalam pembangunan. Oleh karena itu, kolaborasi 

antara akademisi dan praktisi diperlukan. Hal ini penting untuk meng-

hasilkan inovasi. 

Bagi masyarakat dan pelaku usaha, diperlukan partisipasi aktif da-

lam pembangunan pertanian. Selain itu, masyarakat juga harus mampu 

beradaptasi dengan perubahan. Menurut Prabowo et al. (2023), partisi-

pasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan. Dengan demikian, 

pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Hal ini akan mendukung kes-

ejahteraan masyarakat. 
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BAB 7 

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN 

(Novi Dwi Priambodo, S. Hut., M. M)* 

 

 
A. Pendahuluan 

Pengembangan pertanian di Indonesia menghadapi berbagai ma-

cam permasalahan. Salah satunya adalah rendahnya minat generasi 

muda terhadap pertanian yang menyebabkan menurunnya jumlah petani 

dan semakin berkurangnya tenaga kerja di bidang pertanian. Ketika fak-

tor-faktor masyarakat, seperti hubungan dengan tetangga dan budaya se-

tempat tidak diperhatikan, hal ini dapat berdampak negatif pada gener-

asi petani di Indonesia dan berpotensi menyebabkan penurunan jumlah 

petani yang berkelanjutan (Wiyono et al. 2015; Ritonga et al. 2015; Pur-

wantini dan Susilowati 2018; KRKP 2020). Pergeseran tenaga kerja dari 

sektor pertanian ke sektor nonpertanian merupakan indikasi terdapat 

perubahan selera kerja dan minat masyarakat terhadap bidang pertanian 

(Hamyana 2017). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS 2019, 2023), 

terjadi penurunan jumlah petani usia produktif dari 53% menjadi 43,3% 

sedangkan petani usia 55 tahun ke atas mengalami kenaikan 23,4% men-

jadi 31,2%. Hal ini menjelaskan tren demografis komunitas petani ber-

potensi berdampak signifikan terhadap sektor pertanian dan ketahanan 

pangan. 

Faktor yang berkontribusi pada penurunan jumlah tenaga ker-

ja sektor pertanian di Indonesia adalah keterbatasan kapasitas dan 

kemandirian pelaku muda agribisnis. Penurunan jumlah tenaga kerja 

bidang pertanian dari tahun 2015 sampai tahun 2018 menunjukkan tren 

yang perlu menjadi perhatian. Pada tahun 2015, jumlah tenaga kerja per-

tanian sebanyak 40,12 juta orang, menurun menjadi 37,77 juta pada ta- 
 

* Penulis Lahir di Maumere, 13 November 1982. Merupakan dosen program 

studi agribisnis, Universitas Kahuripan Kediri dan Analis Ketahanan Pangan 

Ahli Madya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri. Penulis 

menyelesaikan Pendidikan sarjana di Institut Pertanian STIPER Jogjakarta dan 

Magister di Universitas Islam Kadiri. 
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hun 2016, kemudian menjadi 35,92 juta pada tahun 2017, dan sebanyak 

35,70 juta pada tahun 2018 (BPS 2019). Penurunan jumlah tenaga kerja 

sektor pertanian selama tiga tahun sebesar 4,42 juta orang atau 11,6%. 

Penurunan jumlah tenaga kerja ini dapat memiliki implikasi ekonomi dan 

sosial, termasuk masalah ketahanan pangan dan penurunan pendapatan 

bagi petani. Hal tersebut terjadi karena banyak generasi muda mengang-

gap bahwa pekerjaan di sektor pertanian tidak menjanjikan masa depan; 

keterbatasan akses ke lahan dan modal yang menjadi kendala utama; 

minimnya akses pada pelayanan finansial; serta sulitnya mengakses pas-

ar serta teknologi pertanian modern (Wiyono et al. 2015; Setiawan et al. 

2015; Wardani dan Anwarudin 2018; Anwarudin et al. 2019). 

Peran generasi muda dalam pertanian penting dan memiliki po-

tensi untuk meningkatkan sektor pertanian. Generasi muda lebih terbu-

ka terhadap teknologi baru dan inovasi dalam pertanian, memiliki sikap 

positif terhadap peluang pasar yang baru, lebih responsif terhadap ke-

butuhan pelanggan, dan siap terlibat dalam usaha baru. Pendidikan yang 

sistematis dan terprogram dapat membantu generasi muda mengem-

bangkan keterampilan dan pengetahuan atas tantangan dan peluang di 

sektor pertanian. Dengan demikian, generasi muda dapat menjadi agen 

perubahan positif dalam pertanian. Akan tetapi, banyak orang muda yang 

telah menyelesaikan sekolah atau kuliah cenderung memiliki preferensi 

untuk bekerja di sektor nonpertanian, dan ini disebabkan oleh gaji yang 

lebih tinggi, stabilitas pekerjaan, dan kemajuan karier (Carter et al. 2003; 

Bosworth dan Mcelwee 2010; Nugraha dan Herawati 2015). Apabila pen-

gelolaan sektor pertanian dapat dikembangkan dengan baik Indonesia 

bisa mengurangi tingkat ketergantungan terhadap impor komoditas per-

tanian serta dapat meningkatkan devisa melalui ekspor (Amri dan Hen-

drastomo 2020). 

Pertanian adalah kegiatan produksi dari tumbuhan dan hewan 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kese-

jahteraan manusia dapat diukur dari terpenuhinya kebutuhan mereka. 

Dalam pengertian sempit, pertanian merujuk pada pertanian rakyat yang 

memanfaatkan sumber daya tumbuhan. Sementara itu, dalam pengertian 
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luas, pertanian mencakup kehutanan, peternakan, perkebunan, pertani-

an kota, hutan kota, dan lainnya. 

Secara umum, pertanian didefinisikan sebagai kegiatan manusia 

yang meliputi bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan kehutanan. 

Karena sekitar 50 persen masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani, 

sektor pertanian sangat penting untuk dikembangkan di negara kita. Da-

lam pengertian sempit, pertanian hanya mencakup budidaya tanaman 

pangan. Namun, dalam pengertian luas pertanian mencakup budidaya 

tanaman dan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia (Hota-

julu, 2023: 3). 

Pertanian adalah kegiatan yang memanfaatkan Sumber Daya Alam 

untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber en-

ergi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Secara umum, pertanian 

mencakup empat elemen utama: proses produksi, petani atau pengusaha 

pertanian, lahan usaha, dan usaha pertanian itu sendiri. Proses produk-si 

melibatkan berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk pertanian 

yang bermanfaat (Sriyanto, 2013: 4). 

Petani atau pengusaha pertanian adalah individu atau kelompok 

yang terlibat dalam kegiatan ini. Lahan usaha merupakan tempat di mana 

kegiatan pertanian berlangsung, dan usaha pertanian mencakup segala 

bentuk upaya untuk meningkatkan hasil dan efisiensi dalam sektor ini. 

Ilmu pertanian (Agricultural Science) adalah disiplin yang mem-

pelajari cara mengelola tanaman, ternak, ikan, dan lingkungan mereka 

untuk mencapai hasil yang optimal. Bidang ini mencakup berbagai aspek, 

mulai dari teknik budidaya yang efisien, pemilihan bibit unggul, hingga 

metode pengendalian hama dan penyakit. Selain itu, ilmu pertanian juga 

menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan keber-

lanjutan lingkungan. Dalam perkembangannya, ilmu pertanian tidak han-

ya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada aspek kualitas hasil 

pertanian dan dampak sosial ekonomi (Purba, 2020: 12). 

Pertanian adalah kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam 

untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber en-

ergi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Secara umum, pertanian 
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mencakup proses produksi, petani atau pengusaha pertanian, lahan usa-

ha, dan usaha pertanian itu sendiri. 

B. Faktor-faktor Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pertani-
an 

Pertanian di Indonesia merupakan sektor yang memegang peranan 

vital dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data sensus Badan 

Pusat Statistik tahun 2023 terdapat 29.342.202 masyarakat Indonesia 

yang mengelola usaha pertanian perorangan dan 15.772.098 diantara-

nya merupakan sektor pertanian tanaman pangan. Besarnya nilai ini 

menandakan banyaknya jumlah masyarakat yang hidup dengan bertani 

di wilayah Indonesia. Hal ini didukung juga dengan luas wilayah yang 

subur dan beragam jenis tanah serta iklim, Indonesia memiliki potensi 

yang besar dalam menghasilkan berbagai jenis komoditas pertanian, baik 

untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun sebagai ekspor. Pertani-

an tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama bagi jutaan petani di 

seluruh pelosok negeri, tetapi juga menjadi tulang punggung dalam men-

jaga ketahanan pangan nasional (Kemenko, 2021). 

Besarnya sektor pertanian ini tentunya juga menyebabkan mun-

culnya banyak masalah terutama dalam pengelolaanya sehingga sangat 

mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Masalah yang paling banyak 

mempengaruhi tingkat pendapatan petani yaitu pada benih, pupuk, tena-

ga kerja, dan luas lahan yang dimiliki petani (Sukmayanto et al., 2020). 

Selain itu juga petani dihadapkan pada berbagai tantangan ter-

masuk perubahan iklim (Nugroho et al., 2023), penyediaan infrastruk-tur 

yang memadai (seperti saluran, jalan raya, jembatan) (Wenggol et al., 

2024), akses terhadap teknologi pertanian modern, serta pasar yang se-

makin kompetitif (Ilman et al., 2023). 

Sehingga pemerintah selaku pembuat regulasi diharuskan untuk 

menciptakan upaya untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, 

dan daya saing sektor pertanian menjadi kunci dalam menghadapi dina-

mika global dan memenuhi tuntutan kesejahteraan petani. Adanya pene-

litian ini diharapkan mampu memberikan gambaran pengaruh regulasi 
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yang telah dibuat pemerintah terhadap tingkat kesejahtraan petani dan 

menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan di masa depan melalui pema-

haman mendalam tentang bagaimana regulasi yang ada memengaruhi 

kesejahteraan petani sehingga dapat ditemukan titik-titik kelemahan 

atau keberhasilan dalam implementasi kebijakan tersebut. Sehingga pe-

nelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak dari kebijakan-kebija-

kan pertanian terhadap pembangunan ekonomi, dengan fokus pada pen-

ingkatan produksi pertanian, dan kesejahteraan petani. 

Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pertanian berfokus pada 

ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, dan modernisasi 

pertanian melalui subsidi, pengaturan harga, dan bantuan teknis. Berb-

agai program difokuskan pada intensifikasi, ekstensifikasi, serta penggu-

naan benih unggul dan teknologi. 

Pertanian merupakan sektor ekonomi yang strategis dan vital bagi 

Indonesia. Indoesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya 

tinggal di pedesaan sehingga dari bidang pertanian tidak hanya menye-

diakan bahan pangan esensial bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi 

tulang punggung perekonomian nasional. Pertanian memberikan peng-

hidupan bagi jutaan petani dan pekerja di sektor ini, serta berperan pent-

ing dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan di 

wilayah pedesaan. Peran pemerintah sebagai pengatur dan fasilitator 

sangatlah krusial dalam mengembangkan sektor pertanian. Melalui ke-

bijakan-kebijakan yang mendukung pertanian sebagai bentuk upaya un-

tuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, dan kesejahteraan 

petani. Dengan mengelola kebijakan yang berbasis data dan berorienta-

si pada hasil, pemerintah mampu membangun fondasi yang kokoh bagi 

pertumbuhan berkelanjutan sektor pertanian, serta kontribusi positifnya 

terhadap ekonomi nasional secara keseluruhan. Kebijakan yang sudah 

diambil pemerintah untuk mendukung sektor pertanian yaitu : 

1. Pemberian Subsidi Pupuk 

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang penyaluran dan 

pengadaanya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutu-

han petani. Pemberian subsidi pupuk ini sudah diatur dalam Pera- 
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turan Menteri Perdagangan No. 4 Tahun 2023 tentang pengadaan 

dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Subsidi 

pupuk ini sudah ada sejak tahun 2003 dengan tujuan pemberian 

yaitu untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan memas-

tikan ketersediaan pupuk yang cukup dan terjangkau bagi petani. Ini 

dapat membantu meningkatkan hasil panen dan kualitas tana-man, 

serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Petani peneri-ma 

pupuk bersubsidi dapat memiliki pendapatan yang lebih tinggi jika 

dibandingkan petani yang bukan penerima program. Rata-rata 

pendapatan petani padi penerima program pupuk bersubsidi yaitu 

sebesar Rp. 7.244.940 sedangkan bukan penerima program yaitu 

sebesar Rp. 5.644.000 (Krisna et al., 2022). 

2. Pemberian Bibit Tanaman 

Pemberian bibit tanaman kepada petani merupakan langkah 

penting dalam mendukung keberhasilan pertanian. Adanya bibit 

yang berkualitas akan memberikan dasar yang kuat bagi tanaman 

untuk tumbuh optimal, menghasilkan hasil panen yang melimpah, 

serta meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini sebagaimana ter-

tuang dalam kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indo-

nesia No. 04/Permentan/HK.140/2/2016 Tentang Pedoman Subsi-

di Benih Tahun Anggaran 2016. Proses pemberian benih melibatkan 

distribusi yang tepat waktu dan tepat jumlah, agar petani dapat 

menanam sesuai jadwal musim tanam dan dengan jumlah yang cuk-

up untuk lahan yang dimiliki. Selain itu, pendampingan dalam pemi-

lihan varietas benih yang sesuai dengan kondisi agroekologi setem-

pat juga penting untuk memastikan adaptabilitas tanaman terhadap 

lingkungan dan produktivitas yang maksimal. 

3. Penerapan Kredit Usaha Rakyat (UKR) 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu bentuk dukungan 

finansial yang penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian 

dan kesejahteraan petani di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas dan Tujuan 

Kredit Usaha rakyat adalah untuk mempercepat pengembang sektor 
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primer dan pemberdayaan usaha skala kecil untuk meningkatkan 

akses terhadap kredit dan lembaga keuangan, mengurangi kemi-

skinan, dan memperluas llapangan pekerjaan. Program ini diran-

cang khusus untuk memberikan akses lebih mudah kepada petani 

untuk mendapatkan modal usaha dengan bunga rendah serta per-

syaratan yang lebih terjangkau. KUR untuk petani dapat digunakan 

untuk berbagai keperluan seperti pembelian benih, pupuk, pestisi-

da, peralatan pertanian, dan biaya operasional lainnya. Pemberian 

KUR kepada petani memiliki dampak yang signifikan dalam mening-

katkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas hasil panen, ser-

ta meningkatkan pendapatan petani secara keseluruhan. Selain itu, 

program ini juga membantu petani untuk mengatasi tantangan fi-

nansial yang sering kali menjadi hambatan dalam mengembangkan 

usaha pertaniannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muni-

arty et al. (2022) hubungan antara dukungan KUR dengan budidaya 

usaha tani memiliki nilai signifikansi 0,00 (>0,05) yang berarti ter-

dapat hubungan yang positif yaitu KUR membantu petani dari segi 

pemodalan. Namun dari penelitian Rahmawati et al. (2023) adanya 

KUR tidak mempengaruhi pendapatan petani hal ini dikarenakan 

KUR tidak hanya digunakan untuk usaha tani saja melainkan juga 

untuk usaha lainnya. Sehingga adanya KUR diharapkan petani dapat 

lebih mandiri dalam mengelola usaha tani maupun usaha lainnya, 

memperluas lahan pertanian, dan mengadopsi teknologi pertanian 

yang lebih modern. Ini tidak hanya berdampak positif bagi petani se-

cara individual, tetapi juga berkontribusi dalam penguatan ekonomi 

lokal dan ketahanan pangan nasional. 
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BAB 8 

PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN NILAI TAMBAH 

(Dr. Ir. Hj. Marhawati, M. Si)* 

 

 
A. Pendahuluan 

Indonesia adalah negara berkembang di mana industri pertanian 

sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Selain menyediakan pangan, 

agribisnis merupakan kekuatan utama di balik ekspansi ekonomi, sum-

ber lapangan kerja, dan sumber pendapatan bagi sebagian besar mas-

yarakat pedesaan. Industri pertanian dan agribisnis juga sangat penting 

untuk menjaga ketahanan pangan dan menurunkan kemiskinan dalam 

skala global (Ali, 2025). Agribisnis terus menjadi tulang punggung pere-

konomian di banyak negara berkembang, sebagaimana terlihat dari kon-

tribusinya terhadap PDB dan perannya dalam menyerap tenaga kerja. 

Meskipun demikian, aktivitas produksi primer dengan tingkat nilai 

tambah yang relatif rendah terus mendominasi struktur agribisnis di neg-

ara-negara berkembang. Petani hanya memperoleh sedikit nilai ekonomi 

karena banyak hasil pertanian dijual sebagai bahan mentah tanpa pengo-

lahan yang memadai. Karena keadaan ini, daya tawar petani dalam rantai 

nilai pertanian melemah dan mereka menjadi bergantung pada perubah-

an harga pasar global (Syukur, 2025). Pertumbuhan pertanian yang kom-

petitif juga terhambat oleh terbatasnya akses ke pasar, uang tunai, dan 

teknologi. 

Rendahnya nilai tambah dalam agribisnis merupakan isu kritis 

yang perlu mendapat perhatian serius. Meningkatkan nilai ekonomi suatu 

produk melalui pengolahan, pengemasan, distribusi, dan inovasi produk 

* Penulis lahir di Pangkep, 21 Juli 1963. Merupakan dosen tetap Program Studi 

Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri 

Makassar. Gelar doktor bidang pertanian diperoleh dari Universitas Hasanud-
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wirausahaan. Email: marhawati@unm.ac.id 
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dikenal sebagai nilai tambah dalam industri pertanian. Menurut peneli-

tian, pendapatan petani dapat meningkat pesat dan peluang pasar dapat 

diperluas dengan meningkatkan nilai tambah melalui kegiatan pengola-

han dan diversifikasi produk (Athulya dkk., 2025). Untuk meningkatkan 

kesejahteraan pelaku agribisnis, penting secara strategis untuk beralih 

dari penjualan produk primer ke produk olahan. 

Globalisasi dan perkembangan teknologi juga menghadirkan pros-

pek yang substansial untuk pertumbuhan agribisnis bernilai tambah. 

Produk agribisnis kini lebih kompetitif berkat kemajuan dalam pemasa-

ran digital, teknologi pengolahan, dan integrasi ke dalam rantai nilai glob-

al. Namun, karena sejumlah kendala struktural, prospek ini masih belum 

dimanfaatkan sepenuhnya, terutama di sektor usaha kecil dan menengah 

(Rahmasari & Abidin, 2025). Untuk meningkatkan nilai tambah, diperlu-

kan rencana pengembangan agribisnis yang terintegrasi. 

Upaya untuk meningkatkan daya saing nasional terkait erat den-

gan urgensi perluasan agribisnis bernilai tambah. Dibandingkan dengan 

negara-negara yang hanya mengekspor bahan mentah, negara-negara 

yang mampu membangun industri pertanian dan barang olahan biasanya 

memiliki ketahanan ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, pengemban-

gan bernilai tambah meningkatkan sektor industri berbasis pertanian, 

meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru (Hata-

minia & Khosravi, 2025).. 

B. Konsep Dasar Agribisnis 

Konsep agribisnis menggabungkan operasi komersial dan pertani-

an dalam struktur ekonomi yang menyeluruh. Semua operasi yang ber-

kaitan dengan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran barang 

pertanian serta industri yang mendukungnya secara bersama-sama dise-

but agribisnis. Dengan kata lain, agribisnis mencakup berbagai kegiatan 

di luar pertanian, seperti penyediaan input, pengolahan barang, dan pen-

giriman ke pelanggan akhir, di samping kegiatan pertanian (di lahan per-

tanian) (Kolaka et al., 2024). 

Agribisnis kini dipandang sebagai sistem rantai nilai yang meng- 
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hubungkan berbagai pelaku ekonomi, seperti petani dan produsen in-

put, pengolah, distributor, dan konsumen. Ray Goldberg dan John Davis, 

yang menyoroti bahwa agribisnis adalah aktivitas ekonomi yang kohe-sif 

dan terjalin dari hulu hingga hilir, adalah orang pertama yang mem-

promosikan gagasan ini. Metode ini menunjukkan bahwa efektivitas dan 

efisiensi setiap mata rantai dalam aktivitas ekonomi yang terlibat menen-

tukan keberhasilan sektor pertanian di samping produksi. 

Karena mencakup sejumlah subsektor, termasuk pertanian, perke-

bunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan bisnis pengolahan sumber 

daya biologis, agribisnis juga dipandang sebagai sektor strategis dalam 

sistem ekonomi. Agribisnis berkontribusi pada ketahanan pangan dan 

keberlanjutan lingkungan di samping berfokus pada keuntungan finan-

sial. Dengan demikian, keseimbangan antara faktor ekonomi, sosial, dan 

lingkungan ditekankan dalam pengembangan pertanian modern (agrib-

isnis berkelanjutan).(Guampe et al., 2025) 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa agribisnis adalah sistem 

terintegrasi yang mencakup semua kegiatan ekonomi berbasis pertanian 

dari hulu hingga hilir dengan tujuan menghasilkan nilai tambah, mening-

katkan efisiensi, dan secara berkelanjutan memenuhi kebutuhan pelang-

gan. 

1. Subsistem Agribisnis 

Sistem agribisnis terdiri dari sejumlah subsistem yang saling 

terhubung dan saling bergantung. Perspektif sistem ini sangat pent-

ing untuk memahami bahwa hubungan antarsubsistem secara kes-

eluruhan, bukan hanya satu komponen, memengaruhi keberhasilan 

agribisnis. 

2. Subsistem Hulu (Input Produksi) 

Semua operasi yang berkaitan dengan penyediaan input pro-

duksi pertanian, termasuk tenaga kerja, alat dan mesin pertanian, 

pupuk, insektisida, dan benih, termasuk dalam subsistem hulu. Pro-

duktivitas dan kualitas produk pertanian sangat dipengaruhi oleh 

subsistem ini. Efisiensi produksi dan daya saing pertanian akan 

meningkat ketika input yang tepat waktu, berkualitas tinggi, dan 
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harganya wajar tersedia. 

Subsistem hulu juga telah berkembang pesat dalam konteks 

saat ini berkat kemajuan teknologi, termasuk benih yang lebih baik, 

pupuk ramah lingkungan, dan mekanisasi pertanian. Hal ini menun-

jukkan bagaimana kemajuan dalam teknologi dan pengelolaan input 

sama pentingnya dengan variabel alam dalam meningkatkan pro-

duksi. 

3. Subsistem Produksi (On-Farm) 

Aktivitas utama dalam agribisnis adalah subsistem produksi, 

yang meliputi pemeliharaan ternak atau tanaman untuk menghasil-

kan barang-barang pertanian. Persiapan lahan, penanaman, peme-

liharaan, dan panen semuanya termasuk dalam aktivitas ini. Ma-

najemen pertanian, teknologi, dan sumber daya manusia semuanya 

memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi subsistem produksi. 

Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi, 

konsep pertanian presisi dan pertanian digital semakin sering dit-

erapkan di zaman modern ini. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan 

pertanian berbasis teknologi (Pertanian 4.0), yang dapat menurunk- 

an biaya dan meningkatkan hasil panen. 

4. Subsistem Hilir (Pengolahan dan Pemasaran) 

Pengolahan hasil pertanian, distribusi produk, dan pemasaran 

konsumen semuanya termasuk dalam subsistem hilir. Pada titik ini, 

pengolahan, pengemasan, dan diferensiasi produk menghasilkan 

nilai tambah. Karena sebagian besar nilai tambah dalam agribisnis 

dihasilkan pada tingkat ini, pertumbuhan subsistem hilir sangat 

penting. Produk primer memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah 

dibandingkan dengan produk pertanian yang diolah menjadi barang 

jadi atau setengah jadi. Selain itu, produk pertanian lebih kompeti-

tif di pasar global berkat teknik pemasaran yang sukses, termasuk 

branding, sertifikasi, dan pemasaran digital. 

5. Subsistem Pendukung (Supporting System) 

Lembaga keuangan, peraturan pemerintah, infrastruktur, pen-

didikan, penelitian dan pengembangan (R&D), serta organisasi dan 
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layanan lain yang memfasilitasi pengoperasian agribisnis secara 

efisien merupakan contoh subsistem pendukung. 

Subsistem ini memfasilitasi pembentukan lingkungan yang 

kondusif bagi pertumbuhan agribisnis. Pengembangan agribisnis 

akan menghadapi sejumlah tantangan tanpa dukungan kelem-

bagaan yang kuat, ketersediaan keuangan, dan peraturan perun-

dang-undangan yang sesuai. Menurut penelitian, keberadaan sub-

sistem pendukung seperti akses pasar dan layanan teknologi juga 

memiliki dampak besar pada keahlian agribisnis. 

Dengan demikian, keempat subsistem agribisnis tersebut saling 

terintegrasi dalam suatu sistem yang kompleks. Kelemahan pada salah 

satu subsistem akan berdampak pada keseluruhan sistem agribisnis 

(Kurniati et al., 2025). 

C. Konsep Nilai Tambah Dalam Agribisnis 

1. Definisi Nilai Tambah dalam Agribisnis 

Meningkatkan nilai ekonomi suatu produk melalui produksi, 

pengolahan, dan distribusi dikenal sebagai nilai tambah, dan ini 

merupakan gagasan kunci dalam pertumbuhan agribisnis. Nilai 

tambah umumnya dipahami sebagai selisih antara nilai input, sep-

erti bahan baku dan biaya produksi lainnya, dan nilai output, atau 

produk akhir (Wahyuni et al., 2026). Nilai tambah dalam konteks 

agribisnis mengacu pada proses di mana barang-barang pertanian 

berubah dari bentuk aslinya menjadi bentuk yang memiliki nilai 

ekonomi lebih tinggi. 

Dalam bidang pertanian, konsep nilai tambah mencakup leb-ih 

dari sekadar pengolahan; konsep ini juga meliputi branding, pe-

masaran, pengemasan, penyimpanan, dan transportasi. Tujuan dari 

prosedur ini adalah untuk meningkatkan daya tarik konsumen, 

memperluas pasar, dan meningkatkan kualitas produk. Akibatn-

ya, nilai tambah merupakan metrik penting untuk menilai kinerja 

sistem pertanian. 

Selain itu, pertanian bernilai tambah—strategi yang berfokus 
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pada peningkatan nilai barang pertanian melalui inovasi dan difer-

ensiasi produk—sering dikaitkan dengan nilai tambah dalam agrib-

isnis. Prosedur ini dapat melibatkan transformasi produk pertanian 

menjadi barang baru, peningkatan kualitas barang yang sudah ada, 

atau pembuatan barang dengan identitas yang khas, seperti barang 

organik atau produk lokal (wikipedia). Dibandingkan dengan hanya 

menjual barang dalam bentuk mentah, strategi ini memungkinkan 

agribisnis untuk menghasilkan lebih banyak uang. 

Meningkatkan nilai tambah sebenarnya merupakan taktik 

kunci untuk meningkatkan keuntungan petani dan agribisnis. Hal ini 

karena proses hilir seperti pengolahan dan pemasaran menyum-

bang sebagian besar nilai ekonomi rantai agribisnis. Oleh karena itu, 

sangat penting bahwa sistem pertanian konvensional memberi jalan 

kepada agribisnis kontemporer yang bernilai tambah. 

2. Jenis-Jenis Nilai Tambah dalam Agribisnis 

Nilai tambah dalam agribisnis dapat diklasifikasikan ke dalam 

beberapa jenis berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam ran-

tai nilai. Klasifikasi ini penting untuk memahami bagaimana nilai 

ekonomi diciptakan dan didistribusikan dalam sistem agribisnis. 

Nilai Tambah Produk (Product Value Added) 

Ketika suatu produk pertanian diproses untuk mengubah ben-

tuk fisik atau sifatnya, nilai tambah produk akan tercipta. Pengola-

han jagung menjadi tepung, susu menjadi keju, atau kopi menjadi 

produk kopi kemasan adalah beberapa contohnya. Prosedur ini 

meningkatkan nilai pasar produk sekaligus memperpanjang umur 

simpannya. Menurut penelitian, nilai tambah dapat ditingkatkan 

secara signifikan melalui pengolahan produk pertanian. Misalnya, 

kualitas, rasa, dan diferensiasi produk yang lebih baik dapat meng-

hasilkan rasio nilai tambah yang tinggi ketika kopi diolah menjadi 

makanan siap saji (Safi, 2024). 
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3. Nilai Tambah Proses (Process Value Added) 

Peningkatan efisiensi proses produksi dan distribusi disebut 

sebagai nilai tambah proses. Ini mencakup penerapan teknik perta-

nian modern, peningkatan manajemen produksi, dan penggunaan 

teknologi. Margin keuntungan dapat meningkat sebagai akibat dari 

penurunan biaya produksi yang disebabkan oleh efisiensi yang lebih 

tinggi. Penggunaan teknologi seperti Internet of Things (IoT) dalam 

pertanian terbukti mampu meningkatkan efisiensi produksi seka-

ligus meningkatkan nilai tambah produk melalui peningkatan kuali-

tas dan produktivitas (Putri et al., 2025). 

4. Nilai Tambah Fungsional (Functional Value Added) 

Ketika pelaku agribisnis mengambil tanggung jawab baru da-

lam rantai nilai, seperti beralih dari hanya menjadi produsen menja-

di pengolah atau pemasar produk, nilai tambah fungsional tercipta. 

Sebagian besar pendapatan dapat diperoleh oleh pelaku agribisnis 

berkat perubahan peran ini. Misalnya, petani yang mengolah dan 

memasarkan produk mereka secara langsung, selain menjual hasil 

panen mereka, akan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar 

daripada petani yang hanya menjual barang-barang primer. 

5. Nilai Tambah Pasar (Market Value Added) 

Nilai tambah pasar dikaitkan dengan taktik pemasaran seperti 

diferensiasi produk, sertifikasi, dan branding. Karena meningkatnya 

kepercayaan konsumen, produk dengan merek yang kuat atau sert-

ifikasi tertentu (seperti organik atau halal) biasanya mendapatkan 

harga jual yang lebih tinggi. 

Selain itu, karena dapat memperluas pasar dan membuat pro-

duk pertanian lebih mudah diakses, pemasaran digital dan e-com-

merce memainkan peran penting dalam menghasilkan nilai pasar. 

6. Pengukuran Nilai Tambah dalam Agribisnis 

Pengukuran nilai tambah merupakan langkah penting dalam 

mengevaluasi kinerja agribisnis. Salah satu metode yang umum di-

gunakan adalah metode Hayami, yang menghitung nilai tambah ber-

dasarkan perbedaan antara nilai output dan biaya input. 
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Secara sederhana, nilai tambah dapat dihitung dengan rumus: 

Nilai Tambah = Nilai Output – (Biaya Bahan Baku + Biaya Input Lain-

nya) 

Metode ini memungkinkan pemeriksaan yang lebih menyeluruh 

tentang distribusi pendapatan di antara pekerja, pemilik modal, dan 

pelaku bisnis. Efisiensi produksi dan potensi peningkatan laba juga 

dapat ditemukan dengan menggunakan temuan analisis nilai tam-

bah. 

Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa pengolahan 

produk ikan, seperti pengawetan ikan, menurunkan kadar air da-

lam tubuh ikan. Penggaraman adalah salah satu tekniknya. Alasan 

utama orang memilih ikan mujair adalah karena harganya murah 

saat segar dan rasanya enak saat diasinkan. Hasil penelitian Sa’adah, 

W. (2021) menunjukkan bahwa nilai tambah dari pengolahan ikan 

mujair menjadi ikan asin di Desa Weduni, Kecamatan Deket, Kabu-

paten Lamongan sebesar 70,14%. Hal ini menunjukkan bahwa akti-

vitas pengolahan memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai 

ekonomi produk agribisnis. 

Selain metode Hayami, analisis nilai tambah juga dapat dilaku-

kan melalui pendekatan rantai nilai (value chain analysis), yang 

menilai kontribusi setiap aktor dalam menciptakan nilai ekonomi. 

Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi titik-titik kritis 

dalam rantai nilai yang dapat ditingkatkan untuk memperoleh nilai 

tambah yang lebih besar. 

7. Peran Nilai Tambah dalam Pengembangan Agribisnis 

Dalam pengembangan agribisnis, nilai tambah sangat pent-

ing secara strategis, terutama dalam hal meningkatkan kesejahter-

aan dan daya saing pelaku bisnis. Pertama, peningkatan nilai tam-

bah dapat meningkatkan pendapatan petani dan pelaku agribisnis. 

Pelaku bisnis dapat meningkatkan margin keuntungan mereka den-

gan mengubah barang menjadi produk bernilai tinggi. 

Kedua, khususnya di sektor agroindustri, nilai tambah berkon-

tribusi pada penciptaan lapangan kerja baru. Tenaga kerja tambah- 



112  

an dibutuhkan untuk tugas pengolahan, pengemasan, dan pemasa-

ran, yang menurunkan angka pengangguran di daerah pedesaan. 

Ketiga, nilai tambah juga berkontribusi terhadap pengemban-

gan ekonomi lokal. Diversifikasi produk berbasis sumber daya lokal 

dapat meningkatkan daya saing daerah serta mendorong pertumbu-

han ekonomi wilayah (Pasha & Pertiwi, 2026). 

Keempat, produk pertanian lebih kompetitif di pasar global 

berkat nilai tambah. Karena kualitasnya yang unggul dan perbedaan 

yang jelas dari barang-barang dasar, produk dengan nilai tambah 

tinggi biasanya lebih kompetitif. 

Selain itu, nilai tambah juga berkontribusi terhadap keberlan-

jutan agribisnis melalui penerapan inovasi dan teknologi. Investasi 

dalam penelitian dan pengembangan (R&D) terbukti memiliki pen-

garuh positif terhadap peningkatan nilai tambah sektor pertanian, 

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang . 

8. Tantangan dalam Peningkatan Nilai Tambah 

Meningkatkan nilai tambah dalam agribisnis memiliki beber-

apa keuntungan, tetapi juga menghadirkan sejumlah kesulitan. Ke-

sulitan tersebut meliputi akses terbatas terhadap modal dan pasar, 

kapasitas sumber daya manusia yang tidak memadai, dan kendala 

teknologi. 

Produksi nilai optimal juga terhambat oleh kurangnya ker-

ja sama antar peserta rantai nilai. Petani sering kali menerima ba-

gian terendah dari rantai nilai sebagai akibat dari alokasi manfaat 

yang timpang ini. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan 

yang kuat, peningkatan kapasitas pelaku agribisnis, serta penguatan 

kelembagaan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. 
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D. Rantai Nilai Agribisnis 

1. Konsep Rantai Nilai Agribisnis 

Alur aktivitas ekonomi dari penyediaan input produksi hingga 

pelanggan akhir disebut sebagai “rantai nilai agribisnis.” Gagasan ini 

menyoroti bagaimana setiap fase proses pertanian menambah nilai 

pada suatu produk. Akibatnya, rantai nilai mengintegrasikan pengo-

lahan, distribusi, dan pemasaran selain produksi. 

Dari sudut pandang kontemporer, rantai nilai pertanian di-

pandang sebagai sebuah sistem dengan banyak peserta, termasuk 

petani, pedagang, pengolah, distributor, dan konsumen. Setiap ak-

tor memberikan kontribusi yang berbeda terhadap penciptaan nilai 

ekonomi. Dengan demikian, peningkatan daya saing pertanian san-

gat bergantung pada efektivitas dan kerja sama para peserta rantai 

nilai (FAO, 2024). 

Michael Porter pertama kali mengemukakan gagasan rantai 

nilai, menjelaskan bahwa kemampuan perusahaan untuk berhasil 

mengelola setiap aktivitas dalam rantai nilai menentukan keunggu-

lan kompetitif suatu produk. Strategi ini sangat relevan dalam kon-

teks agribisnis karena barang-barang pertanian biasanya melewati 

sejumlah tahapan sebelum dikonsumsi. 

Metode rantai nilai juga menyoroti pentingnya hubungan an-

tara industri hulu dan hilir. Nilai tambah produk yang lebih baik dan 

efisiensi yang lebih baik merupakan hasil dari integrasi subsistem 

agribisnis. Di sisi lain, inefisiensi dan distribusi keuntungan yang ti-

dak merata di antara pelaku pertanian dapat terjadi akibat ketidak-

seimbangan dalam rantai nilai (Syukur, 2025). 

2. Struktur dan Aktor dalam Rantai Nilai Agribisnis 

Rantai nilai agribisnis terdiri atas beberapa tahapan utama 

yang saling terhubung. Setiap tahapan melibatkan aktor yang ber-

beda dengan fungsi dan peran masing-masing. 

3. Penyedia Input (Input Suppliers) 

Penyediaan input produksi, seperti benih, pupuk, insektisida, 

dan peralatan pertanian, merupakan langkah pertama dalam ran- 
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tai nilai. Perusahaan agribisnis, distributor input produksi, dan or-

ganisasi pendukung lainnya berperan pada tingkat ini. Produksi dan 

kualitas produk pertanian akan sangat dipengaruhi oleh kualitas in-

put yang digunakan. 

4. Produksi (Farmers/Producers) 

Petani atau pemilik usaha pertanian yang memproduksi ba-

rang-barang pertanian melaksanakan tahap produksi. Karena pro-

duk masih dalam keadaan mentah, belum banyak nilai tambah yang 

dihasilkan pada tahap ini. Namun pada tahap selanjutnya, kualitas 

produksi memainkan peran penting dalam menentukan nilai tam-

bah. 

5. Pengolahan (Processors) 

Salah satu fase kunci dalam menghasilkan nilai tambah ada-lah 

tahap pengolahan. Produk setengah jadi atau jadi bernilai lebih 

tinggi diciptakan dengan mengolah bahan pertanian. Jus, selai, dan 

barang olahan lainnya dibuat dari buah segar, misalnya. Menurut pe-

nelitian, tahap pengolahan inilah yang menghasilkan sebagian besar 

nilai tambah dalam agribisnis (Athulya dkk., 2025). 

6. Distribusi dan Logistik (Distributors) 

Setelah melalui proses pengolahan, produk akan dipasarkan 

melalui berbagai metode konvensional dan kontemporer. Perusa-

haan logistik, distributor, dan pedagang merupakan pelaku di ting-

kat ini. Ketersediaan produk di pasar dan biaya konsumen sangat 

dipengaruhi oleh efisiensi distribusi. 

7. Pemasaran dan Konsumen (Retailers & Consumers) 

Pemasaran produk kepada pelanggan adalah fase terakhir dari 

rantai nilai. Pada titik ini, harga jual produk sebagian besar ditentu-

kan oleh taktik pemasaran seperti branding, promosi, dan diferensi-

asi produk. Sebagai pengguna akhir, konsumen sangat penting bagi 

keberhasilan komersial suatu produk. 

Setiap aktor berkontribusi pada penciptaan nilai tambah, sep-

erti yang ditunjukkan oleh struktur rantai nilai ini. Namun, sebagai 

produsen utama, petani biasanya menerima bagian terkecil dalam 
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rantai nilai karena distribusi nilai tambah yang tidak merata (Rah-

masari & Abidin, 2025). 

8. Upgrading dalam Rantai Nilai Agribisnis 

Tujuan dari peningkatan rantai nilai agribisnis adalah untuk 

memperbaiki peran dan kedudukan para pelaku agribisnis guna 

meningkatkan nilai tambah. Gagasan ini sangat penting untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan daya saing para pelaku bisnis. 

Terdapat beberapa jenis upgrading dalam rantai nilai, yaitu: 

 
a. Process Upgrading 

Peningkatan efisiensi dalam proses produksi melalui peng-

gunaan teknologi dan manajemen yang lebih baik. Contohnya 

adalah penggunaan mesin modern atau teknologi digital dalam 

pertanian. 
b. Product Upgrading 

Peningkatan kualitas atau diferensiasi produk agar memi-

liki nilai jual yang lebih tinggi. Misalnya, produk organik atau 

produk dengan sertifikasi tertentu. 
c. Functional Upgrading 

Perubahan peran dalam rantai nilai, seperti petani yang mulai 

melakukan pengolahan atau pemasaran produk secara langsung. 
d. Chain Upgrading 

Perpindahan ke rantai nilai baru yang lebih menguntungkan, 

misalnya dari produksi bahan mentah ke industri pengolahan. 

Penelitian menunjukkan bahwa upgrading dalam rantai nilai 

agribisnis mampu meningkatkan pendapatan pelaku usaha ser-

ta memperkuat daya saing produk di pasar global (Hataminia & 

Khosravi, 2025). 
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BAB 9 

PEMASARAN DAN PERDAGANGAN PRODUK PERTANIAN 

(Indana Mardatilla, SP,. MMA)* 

 

 
A. Pengertian Pemasaran Pertanian 

Pemasaran pertanian merupakan bagian penting dalam sistem 

agribisnis yang mencakup seluruh kegiatan yang mengalirkan produk 

pertanian dari produsen (petani) hingga ke konsumen akhir. Kegiatan ini 

meliputi perencanaan produksi sesuai permintaan pasar, penentuan 

harga, pengemasan, distribusi, hingga promosi produk (Kotler & Keller, 

2016). Dalam konteks pertanian, pemasaran tidak hanya berfokus pada 

aktivitas jual beli, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi produk agar 

memiliki daya saing yang lebih tinggi. 

Pemasaran hasil pertanian memiliki peran strategis dalam mening-

katkan kesejahteraan petani karena menentukan harga jual produk. 

Sistem pemasaran yang tidak efisien sering kali menyebabkan petani me-

nerima harga yang rendah, sementara harga di tingkat konsumen relatif 

tinggi. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam rantai distribusi 

(Anindita, 2017). 

Selain itu, pemasaran pertanian juga berkaitan erat dengan konsep 

agribisnis, yaitu sistem yang mengintegrasikan kegiatan produksi, pen-

golahan, distribusi, dan pemasaran secara menyeluruh. Dengan demiki-

an, keberhasilan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh produksi, 

tetapi juga oleh kemampuan dalam memasarkan hasilnya secara efektif. 

B. Karakteristik Produk Pertanian 

Produk pertanian memiliki karakteristik khusus yang membeda-

kannya dari produk industri, sehingga memerlukan strategi pemasaran 

yang berbeda. Beberapa karakteristik utama produk pertanian adalah 
 

* Penulis Lahir di Kediri, 06 Mei 1983. Merupakan dosen Program Studi 

Agribisnis, Universitas Kahuripan Kediri. Penulis menyelesaikan Pendidikan 

Sarjana di Universitas Brawijaya tahun 2006 dan Pendidikan Magister di Uni-

versitas Islam Kadiri tahun 2011. 
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sebagai berikut: 

1. Mudah Rusak (Perishable) 

Sebagian besar produk pertanian seperti sayuran, buah-bua-

han, dan hasil ternak memiliki daya tahan yang terbatas. Produk 

tersebut mudah mengalami kerusakan akibat faktor biologis seper-

ti pembusukan dan kerusakan fisik selama proses distribusi. Oleh 

karena itu, diperlukan sistem penyimpanan dan transportasi yang 

baik untuk menjaga kualitas produk (Saptana et al., 2019). 

2. Bersifat Musiman 

Produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh musim dan kondi-

si iklim. Pada saat panen raya, pasokan melimpah sehingga harga 

cenderung turun. Sebaliknya, saat produksi menurun, harga mening-

kat. Fluktuasi ini menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas harga 

di pasar. 

3. Variasi Kualitas 

Kualitas produk pertanian sangat bervariasi tergantung pada 

faktor seperti jenis tanah, teknik budidaya, penggunaan pupuk, dan 

kondisi cuaca. Variasi ini memengaruhi harga jual dan preferensi 

konsumen. 

4. Volume Besar dan Nilai Ekonomi Relatif Rendah 

Produk pertanian umumnya dijual dalam jumlah besar dengan 

nilai per unit yang relatif rendah. Hal ini menyebabkan biaya trans-

portasi dan distribusi menjadi faktor penting dalam menentukan 

keuntungan. 

5. Ketergantungan pada Alam 

Produksi pertanian sangat bergantung pada faktor alam sep-

erti curah hujan, suhu, dan kesuburan tanah. Ketidakpastian ini ber-

dampak pada ketersediaan produk di pasar. Karakteristik tersebut 

menyebabkan pemasaran produk pertanian memerlukan pendekat-

an yang fleksibel, efisien, dan berbasis teknologi. 
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C. Fungsi dan Peran Pemasaran Pertanian 

Pemasaran pertanian memiliki beberapa fungsi utama yang saling 

berkaitan, yaitu: 

1. Fungsi Pertukaran 

Meliputi kegiatan jual beli antara produsen dan konsumen. 

Fungsi ini merupakan inti dari pemasaran karena menentukan ter-

jadinya transaksi. 

2. Fungsi Fisik 

Fungsi ini mencakup kegiatan penyimpanan, pengolahan, dan 

transportasi produk pertanian. Fungsi fisik sangat penting untuk 

menjaga kualitas produk hingga sampai ke konsumen. 

3. Fungsi Fasilitas 

Meliputi kegiatan yang mendukung pemasaran seperti pem-

biayaan, informasi pasar, dan manajemen risiko. 

Menurut Hasyim (2018), ketiga fungsi tersebut harus berjalan 

secara optimal agar sistem pemasaran menjadi efisien dan mampu 

memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak. 

D. Saluran Pemasaran Produk Pertanian 

Saluran pemasaran merupakan jalur yang dilalui produk pertani-

an dari petani hingga konsumen. Terdapat beberapa bentuk saluran pe-

masaran, yaitu: 

1. Saluran Langsung 

Petani menjual produk langsung kepada konsumen tanpa 

perantara. Contohnya melalui pasar tradisional, penjualan di ke-

bun, atau sistem langganan (community supported agriculture). 

Kelebihannya adalah harga lebih tinggi untuk petani dan hubun-

gan langsung dengan konsumen. Sedangkan untukkekurangann-

ya adalah jangkauan pasar terbatas dan membutuhkan waktu dan 

tenaga lebih. 

2. Saluran Tidak Langsung 

Melibatkan perantara seperti pedagang pengumpul, distribu-

tor, dan pengecer. Kelebihannya adalah jangkauan pasar lebih luas 
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dan distribusi lebih cepat. Sedangkan untuk kekurangannya margin 

keuntungan petani lebih kecil 

Semakin panjang rantai pemasaran, semakin besar biaya dis-

tribusi dan semakin kecil bagian keuntungan yang diterima petani 

(Saptana et al., 2019). 

E. Strategi Pemasaran Produk Pertanian 

Strategi pemasaran dalam sektor pertanian merupakan rangkaian 

pendekatan yang dirancang untuk memastikan produk yang dihasilkan 

petani dapat diterima pasar secara optimal serta memberikan keuntun-

gan yang layak. Dalam perspektif pemasaran modern, keberhasilan tidak 

hanya ditentukan oleh kemampuan produksi, tetapi juga oleh kecermatan 

dalam membaca kebutuhan konsumen dan mengelola nilai produk. Kot-

ler dan Keller (2016) menjelaskan bahwa strategi pemasaran mencakup 

pengambilan keputusan terpadu terkait pasar sasaran, pengembangan 

produk, penetapan harga, komunikasi pemasaran, serta sistem distribu-

si. Hal serupa dikemukakan oleh Anindita (2017) bahwa pemasaran ha-

sil pertanian harus disesuaikan dengan karakteristik pasar agar mampu 

meningkatkan daya saing produk. 

Berikut ini merupakan beberapa strategi utama dalam pemasaran 

produk pertanian: 

1. Segmentasi Pasar 

Segmentasi pasar dapat dipahami sebagai upaya mengelom-

pokkan konsumen ke dalam beberapa kategori berdasarkan kesa-

maan karakteristik tertentu. Pendekatan ini bertujuan agar produk 

yang ditawarkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi 

konsumen yang dituju. 

Menurut Kotler dan Keller (2016), pengelompokan pasar 

dapat dilakukan melalui aspek wilayah, kondisi sosial ekonomi, gaya 

hidup, serta pola perilaku konsumen. Dalam praktik pemasaran per-

tanian, segmentasi dapat diarahkan pada beberapa kelompok sep-

erti pasar tradisional yang cenderung sensitif terhadap harga, pasar 

modern yang menuntut kualitas tinggi, serta pasar khusus seperti 
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konsumen produk organik. 

Dengan melakukan segmentasi secara tepat, produsen dapat 

menghindari kesalahan dalam menentukan target pasar. Anindita 

(2017) menekankan bahwa ketidaktepatan dalam menentukan seg-

men pasar sering menjadi penyebab rendahnya daya serap produk 

pertanian di pasaran. 

2. Diferensiasi Produk 

Diferensiasi produk merupakan strategi untuk menciptakan 

keunikan pada produk sehingga memiliki nilai lebih dibandingkan 

produk lain yang sejenis. Dalam sektor pertanian, langkah ini men-

jadi penting karena sebagian besar produk bersifat seragam. 

Kotler dan Keller (2016) menyebutkan bahwa diferensia-

si dapat dibangun melalui berbagai aspek seperti kualitas, desain, 

merek, maupun layanan tambahan. Dalam praktiknya, produk per-

tanian dapat dibedakan melalui penerapan sistem budidaya ter-

tentu (misalnya organik), penggunaan kemasan yang lebih menarik, 

atau pemberian label standar mutu. 

Penelitian oleh Saptana et al. (2019) menunjukkan bahwa 

produk yang memiliki keunggulan khusus cenderung lebih mudah 

menembus pasar modern dan memiliki harga jual yang lebih tinggi. 

Oleh karena itu, inovasi dalam produk menjadi salah satu kunci un-

tuk meningkatkan daya saing. 

3. Penetapan Harga 

Harga merupakan elemen yang sangat menentukan dalam 

proses pemasaran karena berkaitan langsung dengan keputusan 

pembelian konsumen. Penetapan harga yang tepat harus memper-

timbangkan berbagai faktor seperti biaya produksi, kondisi pasar, 

serta tingkat persaingan. 

Menurut Kotler dan Keller (2016), harga tidak hanya mencer-

minkan biaya, tetapi juga persepsi nilai yang dirasakan oleh kon-

sumen. Dalam konteks pertanian, harga sering mengalami perubah-

an akibat faktor musim dan jumlah produksi. 

Sudiyono (2004) menyatakan bahwa sistem pemasaran yang 
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efisien akan menghasilkan struktur harga yang lebih seimbang an-

tara produsen dan konsumen. Selain itu, Soekartawi (2002) mene-

gaskan bahwa informasi pasar sangat diperlukan agar petani dapat 

menetapkan harga secara rasional dan tidak dirugikan oleh peran-

tara. 

4. Promosi 

Promosi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengenal-

kan produk kepada konsumen sekaligus mempengaruhi minat beli. 

Dalam kondisi pasar yang kompetitif, promosi menjadi salah satu 

faktor pening dalam meningkatkan penjualan. 

Menurut Kotler dan Keller (2016), promosi dapat dilakukan 

melalui berbagai cara seperti periklanan, penjualan langsung, pro-

mosi penjualan, dan komunikasi publik. Dalam pemasaran produk 

pertanian, pemanfaatan media digital seperti media sosial dan plat-

form e-commerce menjadi semakin relevan. 

Penelitian oleh Hasyim (2018) menunjukkan bahwa penggu-

naan teknologi digital dalam promosi mampu memperluas jangkau-

an pasar serta meningkatkan volume penjualan produk pertanian. 

Oleh karena itu, kemampuan dalam mengelola promosi berbasis 

digital menjadi kompetensi yang perlu dimiliki oleh pelaku agrib-

isnis. 

5. Distribusi 

Distribusi berkaitan dengan bagaimana produk disalurkan 

dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Dalam pemasa-

ran produk pertanian, aspek distribusi menjadi sangat penting kare-

na sifat produk yang mudah rusak. 

Menurut Sudiyono (2004), sistem distribusi yang baik dapat 

menjaga kualitas produk sekaligus menekan biaya pemasaran. Salu-

ran distribusi dapat dilakukan secara langsung maupun melalui per-

antara seperti pedagang pengumpul dan pengecer. 

Namun demikian, Saptana et al. (2019) menekankan bahwa 

rantai distribusi yang terlalu panjang dapat mengurangi bagian 

keuntungan yang diterima petani. Oleh karena itu, pemilihan jalur 
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distribusi yang efisien menjadi faktor penting dalam meningkatkan 

efektivitas pemasaran. 
F. Peran Teknologi dalam Pemasaran Pertanian 

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan be-sar 

dalam sistem pemasaran pertanian. Petani kini dapat memanfaat-kan 

platform digital untuk menjual produk secara langsung kepada kon-

sumen tanpa perantara. 

Manfaat teknologi dalam pemasaran pertanian dapat memperluas 

akses pasar, meningkatkan transparansi harga, mengurangi biaya distri-

busi, meningkatkan efisiensi rantai pasok. Contohnya adalah penggunaan 

e-commerce, media sosial, dan aplikasi pertanian digital. Teknologi ini 

memungkinkan petani untuk menjual produk secara online dan men-

jangkau konsumen di berbagai wilayah. 

G. Tantangan dalam Pemasaran Produk Pertanian 

Beberapa tantangan utama dalam pemasaran produk pertanian 

meliputi: infrastruktur yang belum memadai, fluktuasi harga yang ting-

gi, kurangnya akses informasi pasar, ketergantungan pada tengkulak, 

rendahnya literasi digital petani. 

Tantangan ini memerlukan solusi berupa kebijakan pemerintah, 

pelatihan petani, serta pengembangan teknologi pertanian. 

H. Studi Kasus 

1. Kasus 1. Pemasaran Sayur Organik 
a. Latar Belakang 

Permintaan terhadap produk organik meningkat seiring dengan 

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan 

lingkungan. Sayur organik memiliki nilai jual yang lebih tinggi 

dibandingkan sayur konvensional. 
b. Strategi Pemasaran 

Petani sayur organik biasanya menggunakan strategi: penjualan 

langsung ke konsumen (direct selling), sistem langganan (sub-

scription box), penjualan melalui media sosial dan marketplace. 
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c. Keunggulan dan Tantangan 

Keunggulan dari pemasaran sayur organik adalah harga premi-

um, loyalitas konsumen tinggi, produk lebih sehat dan ramah 

lingkungan. Sedangkan untuk tantangannya adalah biaya pro-

duksi lebih tinggi, sertifikasi organik yang mahal, edukasi pasar 

yang masih rendah. 
d. Analisis 

Pemasaran sayur organik lebih berhasil jika petani mampu 

membangun branding dan kepercayaan konsumen. Transparan-

si proses produksi menjadi faktor penting dalam meningkatkan 

nilai jual. 

2. Kasus 2. UMKM Produk Pertanian 
a. Latar Belakang 

UMKM pertanian berperan penting dalam meningkatkan nilai 

tambah produk melalui pengolahan hasil pertanian, seperti ker-

ipik singkong, olahan buah, dan produk herbal. 
b. Strategi Pemasaran 

Strategi yang biasanya digunakan oleh UMKM adalah dengan 

membuat kemasan menarik, melakukan branding lokal, penjua-

lan online dan kerjasama dengan retail modern. 

Contoh : 

UMKM yang mengolah singkong menjadi keripik dengan berb-

agai rasa mampu meningkatkan nilai jual hingga 3–5 kali lipat 

dibandingkan bahan mentah. Tantangan yang dihadapi seperti 

modal terbatas, akses pasar terbatas, persaingan dengan produk 

industry. 
c. Analisis 

Pengolahan hasil pertanian menjadi produk jadi merupakan 

strategi efektif dalam meningkatkan pendapatan. Dukungan 

teknologi dan pemasaran digital menjadi kunci keberhasilan 

UMKM. 
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I. Upaya Peningkatan Pemasaran Produk Pertanian 

Upaya peningkatan pemasaran produk pertanian merupakan lang-

kah strategis untuk meningkatkan daya saing, efisiensi distribusi, serta 

kesejahteraan petani. Menurut Kotler dan Keller (2016), pemasaran yang 

efektif tidak hanya bergantung pada produksi, tetapi juga pada kemam-

puan pelaku usaha dalam memahami pasar, mengelola distribusi, dan 

menciptakan nilai tambah. Dalam konteks pertanian, hal ini diperkuat 

oleh Anindita (2017) yang menyatakan bahwa sistem pemasaran yang 

baik akan menentukan tingkat harga yang diterima petani dan berpen-

garuh langsung terhadap kesejahteraan mereka. 

Berikut beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan: 

1. Penguatan Kelembagaan Petani 

Penguatan kelembagaan petani merupakan fondasi utama 

dalam meningkatkan pemasaran produk pertanian. Kelembagaan 

seperti kelompok tani, koperasi, dan gabungan kelompok tani (Ga-

poktan) berperan sebagai wadah untuk meningkatkan posisi tawar 

petani di pasar. 

Menurut Soekartawi (2002), kelembagaan petani memungk-

inkan terjadinya efisiensi dalam pemasaran melalui penggabungan 

hasil produksi dan penguatan posisi tawar terhadap pedagang. Hal 

ini juga didukung oleh Sudiyono (2004) yang menyatakan bahwa 

pemasaran secara kolektif dapat mengurangi biaya transaksi dan 

meningkatkan keuntungan petani. 

Lebih lanjut, penelitian oleh Afridhianika dan Yudhianto 

(2023) menunjukkan bahwa pemberdayaan kelompok tani melalui 

pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kemampuan petani 

dalam mengakses pasar dan memperluas jaringan distribusi. Den-

gan demikian, kelembagaan petani tidak hanya berfungsi sebagai 

organisasi sosial, tetapi juga sebagai alat ekonomi yang strategis da-

lam pemasaran hasil pertanian. 

2. Pengembangan Pasar Digital 

Perkembangan teknologi informasi telah membuka pelu-ang 

besar dalam pemasaran produk pertanian melalui digitalisasi. 
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Pengembangan pasar digital memungkinkan petani menjangkau 

konsumen secara langsung tanpa melalui banyak perantara. 

Menurut Hasyim (2018), pemasaran berbasis digital mampu 

meningkatkan efisiensi distribusi serta memperluas akses pasar 

bagi petani. Hal ini diperkuat oleh penelitian Wati et al., (2025) yang 

menyatakan bahwa digitalisasi pemasaran agribisnis dapat mening-

katkan daya saing produk dan memperbaiki posisi tawar petani. 

Selain itu, Saru’an dan Rembang (2025) menjelaskan bahwa 

strategi pemasaran digital seperti penggunaan media sosial dan 

marketplace terbukti efektif dalam meningkatkan volume penjualan 

produk pertanian. Digitalisasi juga memberikan transparansi harga 

dan mempercepat proses transaksi, sehingga mengurangi ketergan-

tungan pada perantara. 

Namun demikian, tantangan utama dalam pengembangan pas-

ar digital adalah rendahnya literasi digital petani dan keterbatasan 

akses internet, terutama di daerah pedesaan (Manik, 2024). Oleh 

karena itu, diperlukan dukungan pelatihan dan infrastruktur te-

knologi untuk mengoptimalkan pemanfaatan pasar digital. 

3. Peningkatan Kualitas Produk 

Kualitas produk merupakan faktor utama yang menentukan 

daya saing di pasar. Produk pertanian yang memiliki kualitas tinggi 

akan lebih mudah diterima oleh konsumen dan memiliki nilai jual 

yang lebih tinggi. 

Menurut Kotler dan Keller (2016), kualitas produk merupakan 

salah satu elemen utama dalam menciptakan kepuasan konsumen 

dan loyalitas pasar. Dalam sektor pertanian, kualitas dapat diting-

katkan melalui penerapan praktik budidaya yang baik (Good Ag-

ricultural Practices), penggunaan benih unggul, serta penanganan 

pascapanen yang tepat (Anindita, 2017). 

Selain itu, Saptana et al., (2019) menyatakan bahwa pening-

katan kualitas produk pertanian dapat memperluas akses ke pasar 

modern, seperti supermarket dan ekspor, yang mensyaratkan stan-

dar mutu tertentu. Oleh karena itu, standarisasi kualitas dan sert- 
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ifikasi produk menjadi faktor penting dalam pemasaran pertanian 

modern. 

4. Pelatihan Pemasaran 

Pelatihan pemasaran merupakan langkah penting untuk 

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani. Banyak 

petani yang masih berfokus pada produksi tanpa memiliki keter-

ampilan dalam pemasaran. 

Menurut Hasyim (2018), peningkatan kapasitas petani melalui 

pelatihan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menge-

lola usaha tani secara lebih profesional. Hal ini diperkuat oleh pe-

nelitian Fatah et al., (2024) yang menunjukkan bahwa pelatihan pe-

masaran digital mampu meningkatkan keterampilan petani dalam 

mempromosikan produk dan meningkatkan nilai jual hasil pertani-

an. 

Pelatihan ini mencakup berbagai aspek seperti strategi pe-

masaran, penggunaan media digital, branding produk, serta teknik 

negosiasi harga. Dengan adanya pelatihan, petani dapat bertransfor-

masi dari sekadar produsen menjadi pelaku usaha agribisnis yang 

kompetitif. 

5. Akses Informasi Harga 

Akses terhadap informasi harga merupakan faktor krusial da-

lam sistem pemasaran pertanian. Informasi harga yang akurat dan 

terkini memungkinkan petani untuk menentukan waktu dan tempat 

penjualan yang tepat. 

Menurut Sudiyono (2004), informasi pasar merupakan salah 

satu faktor penting dalam meningkatkan efisiensi pemasaran kare-

na membantu petani dalam mengambil keputusan yang rasional. 

Hal ini juga didukung oleh penelitian Inti et al., (2024) yang men-

yatakan bahwa akses informasi harga berbasis digital berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan petani dalam menjual produk. 

Selain itu, Saptana et al., (2019) menekankan bahwa transpar-

ansi informasi harga dapat mengurangi praktik permainan harga 

oleh tengkulak dan meningkatkan posisi tawar petani. Oleh karena 
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itu, penyediaan sistem informasi harga yang mudah diakses menjadi 

salah satu upaya penting dalam meningkatkan pemasaran produk 

pertanian. 
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BAB 10 

KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI 

(Khusniah, S.P., M.Agr)* 

 

 
A. Pendahuluan 

Pembangunan pertanian merupakan salah satu pilar utama dalam 

pembangunan ekonomi, khususnya di negara berkembang seperti Indo-

nesia, di mana sektor pertanian masih berperan signifikan dalam penyer-

apan tenaga kerja, penyediaan pangan, serta kontribusi terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB). Namun demikian, pembangunan pertanian tidak 

hanya berkaitan dengan peningkatan produksi dan produktivitas semata, 

melainkan juga menyangkut transformasi struktural, peningkatan kese-

jahteraan petani, serta penguatan sistem agribisnis secara menyeluruh. 

Dalam konteks ini, aspek kelembagaan dan pemberdayaan petani menja-

di elemen kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan pertanian 

yang inklusif dan berkelanjutan (FAO, 2021; World Bank, 2020). 

Secara empiris, berbagai studi menunjukkan bahwa rendahnya 

kesejahteraan petani di banyak negara berkembang tidak semata-mata 

disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam atau teknologi, tetapi 

juga oleh lemahnya kelembagaan yang mengatur interaksi ekonomi di 

sektor pertanian. Kelembagaan yang tidak efektif seringkali menyebab-

kan tingginya biaya transaksi, rendahnya akses terhadap pasar dan pem-

biayaan, serta lemahnya posisi tawar petani dalam rantai nilai agribisnis 

(North, 1990; Acemoglu & Robinson, 2019). Oleh karena itu, penguatan 

kelembagaan menjadi prasyarat penting dalam menciptakan sistem per-

tanian yang efisien, adil, dan berdaya saing. 

Di sisi lain, pemberdayaan petani merupakan proses yang bertu-

juan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kolektif petani agar 

mampu mengakses sumber daya, teknologi, informasi, dan pasar secara 
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mandiri. Pemberdayaan tidak hanya berfokus pada peningkatan keter-

ampilan teknis, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik, 

termasuk peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan serta 

penguatan posisi tawar dalam sistem agribisnis (Alsop et al., 2019; IFAD, 

2021). Dalam kerangka pembangunan modern, pemberdayaan petani di-

pandang sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan pedesaan dan 

meningkatkan inklusivitas ekonomi. 

Dalam konteks Indonesia, tantangan pembangunan pertanian ma-

sih cukup kompleks. Struktur usaha tani yang didominasi oleh petani ke-

cil (smallholder farmers), keterbatasan akses terhadap lahan, modal, dan 

teknologi, serta lemahnya integrasi dengan pasar menjadi hambatan uta-

ma dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Selain itu, 

kelembagaan petani seperti kelompok tani dan koperasi seringkali belum 

berfungsi optimal sebagai wadah kolektif untuk meningkatkan efisiensi 

dan daya saing (Kementerian Pertanian RI, 2022). Hal ini menunjukkan 

bahwa intervensi pembangunan tidak cukup hanya bersifat teknis, tetapi 

harus diimbangi dengan penguatan kelembagaan dan strategi pember-

dayaan yang tepat. 

Kelembagaan dalam pembangunan pertanian mencakup berbagai 

aspek, mulai dari aturan formal seperti kebijakan dan regulasi pemer-

intah, hingga norma dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. 

Kelembagaan juga mencakup organisasi seperti kelompok tani, koperasi, 

lembaga keuangan mikro, serta lembaga penyuluhan yang berperan da-

lam mendukung aktivitas agribisnis. Dalam perspektif ekonomi kelem-

bagaan baru (New Institutional Economics), keberadaan kelembagaan 

yang efektif dapat menurunkan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi 

alokasi sumber daya, serta mendorong inovasi dan investasi di sektor 

pertanian (Williamson, 2000; Ostrom, 2018). 

Era globalisasi dan digitalisasi, peran kelembagaan menjadi sema-

kin penting dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompleks. 

Petani tidak hanya dituntut untuk meningkatkan produksi, tetapi juga 

harus mampu memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, serta ke-

berlanjutan lingkungan. Dalam kondisi ini, kelembagaan yang kuat dapat 
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membantu petani dalam mengakses informasi pasar, teknologi baru, ser-

ta jaringan distribusi yang lebih luas (OECD, 2020). Selain itu, perkem-

bangan teknologi digital seperti e-commerce, big data, dan Internet of 

Things (IoT) membuka peluang baru bagi penguatan kelembagaan perta-

nian berbasis digital. 

Pemberdayaan petani dalam konteks modern juga mengalami 

transformasi yang signifikan. Jika sebelumnya pemberdayaan lebih ban-

yak dilakukan melalui pendekatan top-down dengan fokus pada penyulu-

han teknis, maka saat ini pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis 

komunitas menjadi lebih dominan. Pendekatan ini menempatkan petani 

sebagai subjek pembangunan yang aktif, bukan sekadar objek interven-

si. Dengan demikian, pemberdayaan petani tidak hanya bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga untuk memperkuat kapasi-

tas kolektif melalui kelembagaan yang ada (Chambers, 2019; Scoones et 

al., 2020). 

Selain itu, penting untuk memahami bahwa pemberdayaan petani 

tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya masyarakat pedes-

aan. Faktor-faktor seperti struktur sosial, norma budaya, serta hubungan 

kekuasaan (power relations) memiliki pengaruh yang signifikan terha-

dap efektivitas program pemberdayaan. Oleh karena itu, pendekatan 

yang sensitif terhadap konteks lokal (context-specific approach) menjadi 

kunci dalam merancang strategi pemberdayaan yang efektif dan berke-

lanjutan (Bebbington et al., 2018). 

Dalam praktiknya, integrasi antara penguatan kelembagaan dan 

pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti 

pengembangan kelompok tani yang berbasis kebutuhan, revitalisasi kop-

erasi pertanian, peningkatan akses terhadap pembiayaan, serta pengua-

tan sistem penyuluhan. Selain itu, kemitraan antara petani dengan sektor 

swasta juga menjadi salah satu strategi yang semakin banyak diterapkan 

dalam rangka meningkatkan akses pasar dan teknologi. Model kemi-

traan ini, jika dirancang dengan baik, dapat memberikan manfaat yang 

signifikan bagi petani, meskipun tetap memerlukan pengawasan untuk 

memastikan keadilan dan keberlanjutan (FAO, 2021). 
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Peran pemerintah dalam hal ini sangat penting, baik sebagai regu-

lator maupun fasilitator. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang 

mendukung penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani, terma-

suk melalui penyediaan infrastruktur, akses pembiayaan, serta sistem 

penyuluhan yang efektif. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong 

kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor 

swasta, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat sipil, dalam rang-

ka menciptakan ekosistem pertanian yang inklusif dan berkelanjutan 

(World Bank, 2020). 

Di masa depan, tantangan pembangunan pertanian akan semakin 

kompleks, terutama dengan adanya perubahan iklim, degradasi sumber 

daya alam, serta dinamika pasar global. Dalam kondisi ini, kelembagaan 

yang adaptif dan petani yang berdaya menjadi kunci dalam menjaga 

ketahanan dan keberlanjutan sektor pertanian. Oleh karena itu, investasi 

dalam penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani harus menjadi 

prioritas dalam agenda pembangunan pertanian nasional. 

Dengan demikian, bab ini bertujuan untuk mengkaji secara kom-

prehensif peran kelembagaan dan pemberdayaan petani dalam pem-

bangunan pertanian. Pembahasan akan mencakup konsep dan teori 

kelembagaan, kondisi kelembagaan petani di Indonesia, strategi pember-

dayaan, serta tantangan dan prospek ke depan. Diharapkan, pembahasan 

ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan 

praktik pembangunan pertanian yang lebih efektif, inklusif, dan berke-

lanjutan. 

B. Konsep dan Teori Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian 

1. Ruang Lingkup 

Dalam literatur ekonomi pembangunan, kelembagaan (insti-

tutions) dipahami sebagai fondasi yang mengatur interaksi sosial, 

ekonomi, dan politik dalam suatu masyarakat. North (1990) men-

definisikan kelembagaan sebagai “rules of the game” yang mencak-

up aturan formal (formal rules) seperti undang-undang, regulasi, 

dan kebijakan publik, serta aturan informal (informal constraints) 
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seperti norma sosial, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam mas-

yarakat. Dalam konteks pembangunan pertanian, kelembagaan 

menjadi instrumen penting yang menentukan bagaimana sumber 

daya dialokasikan, bagaimana transaksi dilakukan, serta bagaimana 

konflik diselesaikan. 

Kelembagaan pertanian tidak hanya terbatas pada organisasi 

formal seperti kelompok tani atau koperasi, tetapi juga mencakup 

mekanisme koordinasi antar pelaku dalam sistem agribisnis. Hal ini 

meliputi hubungan antara petani dengan pedagang, lembaga keuan-

gan, penyuluh, hingga pemerintah. Dengan demikian, kelembagaan 

memiliki dimensi yang luas, mencakup struktur organisasi, aturan 

main, serta pola interaksi yang terbentuk dalam sistem pertanian 

(Ostrom, 2018). Dalam praktiknya, kelembagaan pertanian dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa kategori utama, yaitu: (1) kelem-

bagaan produksi, (2) kelembagaan distribusi dan pemasaran, (3) 

kelembagaan pembiayaan, (4) kelembagaan penyuluhan, dan (5) 

kelembagaan kebijakan. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa kelem-

bagaan berperan di seluruh rantai nilai agribisnis, dari hulu hingga 

hilir. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan tidak dapat dilakukan 

secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan sistemik yang 

mencakup seluruh subsistem agribisnis (FAO, 2021). 

Lebih lanjut, dalam perspektif sosiologi pertanian, kelem-

bagaan juga dipandang sebagai hasil konstruksi sosial yang dipen-

garuhi oleh sejarah, budaya, dan dinamika kekuasaan dalam mas-

yarakat pedesaan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kelembagaan 

tidak hanya ditentukan oleh desain formalnya, tetapi juga oleh ting-

kat penerimaan dan legitimasi sosial di tingkat lokal (Bebbington et 

al., 2018). Hal ini menjelaskan mengapa banyak kelembagaan yang 

dibentuk secara top-down seringkali tidak berfungsi optimal di 

lapangan. 
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2. Perspektif Teoritis Kelembagaan 
a. New Institutional Economics (NIE) 

Pendekatan New Institutional Economics (NIE) merupa-

kan salah satu kerangka teoritis utama dalam memahami peran 

kelembagaan dalam pembangunan ekonomi, termasuk sektor 

pertanian. NIE menekankan bahwa biaya transaksi (transaction 

costs) merupakan faktor kunci yang mempengaruhi efisiensi 

ekonomi. Biaya transaksi mencakup biaya pencarian informa-si, 

negosiasi, monitoring, dan penegakan kontrak (Williamson, 

2000). 

Dalam konteks pertanian, biaya transaksi seringkali tinggi 

karena adanya ketidakpastian produksi (misalnya akibat cuaca), 

asimetri informasi antara petani dan pembeli, serta keterbatasan 

akses terhadap pasar. Kelembagaan yang kuat, seperti koperasi 

atau kontrak kemitraan, dapat berperan dalam menurunkan bi-

aya transaksi tersebut dengan menyediakan mekanisme koor-

dinasi yang lebih efisien (World Bank, 2020). Sebagai contoh, 

koperasi pertanian dapat membantu petani dalam mengakses 

input produksi dengan harga lebih murah, serta memasarkan 

hasil panen dengan harga yang lebih stabil. Dengan demikian, 

kelembagaan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi 

ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi ekonomi. 
b. Teori Aksi Kolektif (Collective Action Theory) 

Teori aksi kolektif, yang dipelopori oleh Olson (1965), 

menjelaskan bahwa individu cenderung tidak berpartisipasi 

dalam kegiatan kolektif jika manfaat yang diperoleh tidak se-

banding dengan biaya yang harus ditanggung. Dalam konteks 

pertanian, hal ini menjadi tantangan dalam pembentukan dan 

pengelolaan kelembagaan seperti kelompok tani. Namun de-

mikian, keberadaan kelembagaan dapat mengatasi masalah free 

rider melalui mekanisme insentif dan sanksi. Selain itu, faktor 

kepercayaan (trust) dan norma sosial juga berperan penting da-

lam mendorong partisipasi kolektif. Penelitian terbaru menun- 
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jukkan bahwa keberhasilan aksi kolektif di sektor pertanian 

sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan lokal, transpar-

ansi pengelolaan, serta tingkat kohesi sosial dalam kelompok 

(Meinzen-Dick et al., 2019). 

Dalam praktiknya, kelompok tani yang berhasil biasanya 

memiliki struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang 

efektif, serta mekanisme pengambilan keputusan yang partisi-

patif. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan tidak hanya ber-

fungsi sebagai wadah organisasi, tetapi juga sebagai arena inter- 

aksi sosial yang membentuk perilaku kolektif. 
c. Teori Modal Sosial (Social Capital Theory) 

Modal sosial (social capital) merujuk pada jaringan, norma, 

dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama 

dalam masyarakat (Putnam, 1993). Dalam konteks pertanian, 

modal sosial menjadi faktor penting dalam memperkuat kelem-

bagaan lokal. Terdapat tiga bentuk utama modal sosial, yaitu: 
• Bonding social capital (hubungan internal dalam kelom-

pok) 
• Bridging social capital (hubungan antar kelompok) 
• Linking social capital (hubungan dengan institusi formal) 

Penelitian menunjukkan bahwa petani yang memiliki ting- 

kat modal sosial yang tinggi cenderung lebih mudah mengakses 

informasi, teknologi, dan pasar (OECD, 2020). Selain itu, mod-

al sosial juga berperan dalam meningkatkan ketahanan (resil-

ience) masyarakat terhadap guncangan ekonomi dan lingkun-

gan. Namun demikian, modal sosial juga memiliki sisi negatif, 

seperti eksklusivitas dan resistensi terhadap perubahan. Oleh 

karena itu, pengembangan kelembagaan harus mampu menye-

imbangkan antara penguatan solidaritas internal dan keterbu- 

kaan terhadap inovasi. 
d. Teori Hak Kepemilikan (Property Rights Theory) 

Hak kepemilikan (property rights) merupakan aspek 

penting dalam kelembagaan pertanian, terutama terkait dengan 

akses terhadap lahan. Kepastian hak atas tanah menjadi faktor 
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kunci dalam mendorong investasi dan produktivitas pertanian 

(Deininger & Feder, 2019). 

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, mas-

alah ketidakpastian hak atas tanah masih menjadi kendala da-

lam pembangunan pertanian. Konflik agraria, fragmentasi lahan, 

serta lemahnya sistem administrasi pertanahan dapat meng-

hambat pengembangan usaha tani yang efisien. 

Kelembagaan yang mampu menjamin kepastian hak 

kepemilikan akan memberikan insentif bagi petani untuk ber-

investasi dalam teknologi dan praktik pertanian berkelanjutan. 

Sebaliknya, ketidakpastian hak kepemilikan dapat menyebab-

kan eksploitasi sumber daya secara tidak berkelanjutan. 

3. Peran Kelembagaan dalam Sistem Agribisnis 

Kelembagaan memiliki peran strategis dalam menginte-

grasikan berbagai subsistem dalam agribisnis, yaitu subsistem hulu 

(input), subsistem produksi, subsistem hilir (pengolahan dan pe-

masaran), serta subsistem pendukung (pembiayaan, penyuluhan, 

dan kebijakan). 

Dalam subsistem hulu, kelembagaan berperan dalam memasti-

kan ketersediaan input produksi seperti benih, pupuk, dan alat per-

tanian. Dalam subsistem produksi, kelembagaan membantu dalam 

koordinasi kegiatan budidaya serta penerapan teknologi. Sementara 

itu, dalam subsistem hilir, kelembagaan berperan dalam pemasaran 

hasil pertanian, termasuk dalam menentukan harga dan akses pasar. 

Lebih lanjut, dalam era digital, kelembagaan juga mengalami 

transformasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Platform 

digital seperti marketplace pertanian dan aplikasi penyuluhan on-

line menjadi bagian dari kelembagaan baru yang mendukung sistem 

agribisnis modern (FAO, 2021). 

4. Kelembagaan dan Pembangunan Berkelanjutan 

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development), kelembagaan memiliki peran penting dalam men-

jaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 
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Kelembagaan yang baik dapat mendorong praktik pertanian yang 

ramah lingkungan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta me-

mastikan keberlanjutan sumber daya alam. 

Agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tu-

juan ke-2 (zero hunger) dan tujuan ke-12 (responsible consumption 

and production), menekankan pentingnya penguatan kelembagaan 

dalam sistem pangan global. Dalam konteks ini, kelembagaan per-

tanian harus mampu beradaptasi dengan tantangan global seperti 

perubahan iklim, degradasi lahan, dan volatilitas harga pangan (UN, 

2020). 

C. Kelembagaan Petani di Indonesia 

Kelembagaan petani di Indonesia merupakan elemen kunci dalam 

sistem agribisnis nasional, terutama dalam konteks dominasi petani ke-

cil (smallholder farmers) yang mengelola lahan dengan skala terbatas. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 90% petani di 

Indonesia tergolong petani kecil dengan luas lahan kurang dari 2 hek-tare 

(BPS, 2023). Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam akses ter-

hadap sumber daya produktif, teknologi, pembiayaan, serta pasar. Oleh 

karena itu, keberadaan kelembagaan petani menjadi sangat penting se-

bagai sarana untuk mengatasi keterbatasan tersebut melalui pendekatan 

kolektif. 

Secara konseptual, kelembagaan petani di Indonesia mencakup 

berbagai bentuk organisasi formal dan informal yang berfungsi untuk 

mendukung kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perta-

nian. Kelembagaan ini tidak hanya berperan sebagai wadah organisasi, 

tetapi juga sebagai mekanisme koordinasi, pembelajaran, dan penguatan 

posisi tawar petani dalam sistem agribisnis. Dalam praktiknya, kelem-

bagaan petani di Indonesia berkembang dalam berbagai bentuk, seperti 

kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), koperasi pertanian, 

serta kelembagaan berbasis kemitraan dengan sektor swasta (Kemente-

rian Pertanian RI, 2022). 

Namun demikian, efektivitas kelembagaan petani di Indonesia ma- 



140  

sih menghadapi berbagai tantangan. Banyak kelembagaan yang dibentuk 

secara top-down sebagai bagian dari program pemerintah, sehingga ku-

rang memiliki rasa kepemilikan (sense of ownership) dari anggota. Selain 

itu, kapasitas manajerial yang rendah, keterbatasan sumber daya manu-

sia, serta lemahnya tata kelola organisasi menjadi faktor yang mengham-

bat optimalisasi peran kelembagaan tersebut (Syahyuti, 2018). 

D. Permasalahan Kelembagaan Petani 

1. Mengapa Kelembagaan Belum Optimal? 

Meskipun berbagai bentuk kelembagaan petani di Indonesia 

telah berkembang secara luas mulai dari kelompok tani, gapoktan, 

koperasi, hingga kemitraan agribisnis faktanya banyak di antaranya 

belum mampu berfungsi secara optimal dalam meningkatkan kese-

jahteraan petani. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara 

desain kelembagaan (institutional design) dengan implementasi di 

lapangan (institutional performance). 

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, kondisi ini dapat di-

jelaskan sebagai kegagalan kelembagaan (institutional failure), yaitu 

ketika aturan, organisasi, atau mekanisme koordinasi tidak mampu 

mencapai tujuan efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan. Kegagalan 

ini seringkali bersumber dari kombinasi faktor struktural, kultur-al, 

dan kebijakan yang saling berinteraksi secara kompleks (North, 

1990; Acemoglu & Robinson, 2019). 

2. Permasalahan Internal Kelembagaan Petani 
a. Rendahnya Kapasitas Manajerial 

Salah satu masalah utama dalam kelembagaan petani ada-

lah rendahnya kapasitas manajerial pengurus, terutama dalam 

aspek perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, dan pengam-

bilan keputusan strategis. Banyak kelompok tani dan koperasi 

yang belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, 

seperti pencatatan keuangan yang transparan, perencanaan 

bisnis, serta evaluasi kinerja. Akibatnya, kelembagaan cend-

erung berjalan secara informal dan tidak berkelanjutan. Dalam 
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banyak kasus, organisasi hanya aktif ketika ada program bantu-

an dari pemerintah, namun tidak mampu mengembangkan usa-

ha secara mandiri. Hal ini menunjukkan lemahnya orientasi ke-

wirausahaan (entrepreneurial orientation) dalam kelembagaan 

petani (Sumardjo et al., 2019). 
b. Rendahnya Partisipasi Anggota 

Partisipasi anggota merupakan indikator penting dalam 

keberhasilan kelembagaan berbasis kolektif. Namun, dalam 

praktiknya, banyak kelompok tani yang mengalami rendahnya 

tingkat partisipasi anggota. Hal ini dapat dilihat dari minimnya 

kehadiran dalam pertemuan, kurangnya kontribusi dalam kegia-

tan kelompok, serta rendahnya rasa memiliki terhadap organi-

sasi. 

Dalam perspektif teori aksi kolektif, kondisi ini mencer-

minkan adanya masalah free rider, di mana sebagian anggota 

lebih memilih untuk menikmati manfaat tanpa berkontribusi 

secara aktif (Olson, 1965). Rendahnya partisipasi juga sering-

kali disebabkan oleh kurangnya insentif yang jelas, serta tidak 

adanya mekanisme penghargaan dan sanksi yang efektif. 
c. Lemahnya Tata Kelola (Governance) 

Tata kelola kelembagaan yang lemah menjadi salah satu 

faktor utama yang menghambat kinerja organisasi petani. Per-

masalahan yang sering muncul meliputi: 
• Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan 
• Minimnya akuntabilitas pengurus 
• Dominasi elite lokal dalam pengambilan keputusan 

Dalam beberapa kasus, kelembagaan petani bahkan men-

galami fenomena elite capture, di mana manfaat organisasi lebih 

banyak dinikmati oleh segelintir individu yang memiliki kekua-

saan. Hal ini tidak hanya mengurangi efektivitas kelembagaan, 

tetapi juga merusak kepercayaan anggota (trust), yang mer-

upakan elemen penting dalam modal sosial (Bebbington et al., 

2018). 
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d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia 

Kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam kelembagaan 

petani masih relatif rendah, terutama dalam hal pendidikan, 

literasi keuangan, dan kemampuan adaptasi terhadap teknolo-

gi. Hal ini menjadi kendala dalam mengelola organisasi secara 

profesional serta dalam mengakses peluang pasar yang semakin 

kompleks. 

Di era digital, keterbatasan literasi teknologi juga menjadi 

hambatan dalam pemanfaatan platform digital untuk pemasa-

ran, pembiayaan, dan akses informasi. Akibatnya, banyak kelem-

bagaan petani yang tertinggal dalam transformasi digital perta-

nian (OECD, 2020). 

3. Permasalahan Eksternal dan Struktural 
a. Kebijakan yang Bersifat Top-Down 

Salah satu kritik utama terhadap pengembangan kelem-

bagaan petani di Indonesia adalah dominasi pendekatan top-

down dalam perencanaan dan implementasi program. Banyak 

kelembagaan dibentuk sebagai bagian dari proyek pemerintah 

tanpa melalui proses partisipatif yang memadai. Akibatnya, 

kelembagaan tersebut seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan 

lokal dan kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal 

ini menyebabkan rendahnya keberlanjutan program setelah in-

tervensi pemerintah berakhir (Syahyuti, 2018). 
b. Fragmentasi Lahan dan Skala Usaha Kecil 

Struktur agraria di Indonesia yang didominasi oleh lahan 

sempit menjadi kendala dalam pengembangan kelembagaan ber-

basis ekonomi. Skala usaha yang kecil menyebabkan rendahnya 

efisiensi produksi serta terbatasnya kemampuan untuk mengak-

ses pasar dalam jumlah besar. 

Dalam kondisi ini, kelembagaan seharusnya berperan da-

lam mengkonsolidasikan produksi melalui pendekatan kolektif. 

Namun, lemahnya koordinasi dan rendahnya kepercayaan antar 

petani seringkali menghambat upaya tersebut (Deininger & Fed-

er, 2019). 



143 
 

c. Akses Terbatas terhadap Pasar dan Informasi 

Banyak petani di Indonesia masih menghadapi keter-

batasan akses terhadap informasi pasar, termasuk harga, per-

mintaan, dan standar kualitas. Keterbatasan ini menyebabkan 

posisi tawar petani menjadi lemah, terutama dalam berhadapan 

dengan pedagang perantara (middlemen). 

Kelembagaan petani seharusnya dapat berfungsi sebagai 

agregator informasi dan pemasaran. Namun, dalam praktiknya, 

banyak kelembagaan yang belum mampu menjalankan fungsi 

tersebut secara efektif. Hal ini menyebabkan petani tetap ber-

gantung pada sistem pemasaran tradisional yang kurang men- 

guntungkan (World Bank, 2020). 
d. Keterbatasan Akses Pembiayaan 

Akses terhadap pembiayaan formal masih menjadi kend-

ala utama bagi petani dan kelembagaannya. Meskipun terdapat 

berbagai program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), banyak 

petani yang tidak memenuhi persyaratan administratif, seperti 

agunan dan rekam jejak kredit. Selain itu, kelembagaan petani 

seringkali belum memiliki kapasitas untuk mengelola pem-

biayaan secara kolektif. Hal ini menyebabkan rendahnya peman-

faatan sumber pembiayaan yang tersedia (IFAD, 2021). 
e. Ketergantungan terhadap Bantuan Pemerintah 

Salah satu masalah kronis dalam kelembagaan petani 

adalah tingginya ketergantungan terhadap bantuan pemerin-

tah. Banyak kelompok tani yang hanya aktif ketika ada program 

bantuan, seperti subsidi atau bantuan alat dan mesin pertani-an. 

Ketergantungan ini menghambat kemandirian kelembagaan 

serta mengurangi motivasi untuk mengembangkan usaha secara 

mandiri. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan 

budaya ketergantungan (dependency culture) yang tidak kondu-

sif bagi pembangunan pertanian berkelanjutan (FAO, 2021). 
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E. Konsep Pemberdayaan Petani 

1. Pendekatan Komprehensif Pemberdayaan Petani 

Pemberdayaan petani merupakan salah satu pendekatan strat-

egis dalam pembangunan pertanian yang bertujuan untuk mening-

katkan kapasitas, kemandirian, dan posisi tawar petani dalam sistem 

agribisnis. Dalam konteks ekonomi pembangunan, pemberdayaan 

tidak hanya dipahami sebagai proses peningkatan keterampilan 

teknis, tetapi juga sebagai transformasi struktural yang memungk-

inkan petani memiliki kontrol yang lebih besar terhadap sumber 

daya, keputusan ekonomi, dan akses terhadap peluang pasar (World 

Bank, 2020; IFAD, 2021). 

Konsep pemberdayaan menjadi semakin relevan dalam meng-

hadapi tantangan pembangunan pertanian modern, seperti global-

isasi pasar, perubahan iklim, serta disrupsi teknologi. Dalam kondi-

si ini, petani tidak lagi cukup hanya menjadi produsen, tetapi juga 

harus mampu berperan sebagai pelaku usaha (agripreneur) yang 

adaptif, inovatif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, pemberdayaan 

petani harus dirancang secara komprehensif dengan memperhati-

kan dimensi ekonomi, sosial, kelembagaan, dan teknologi. 

2. Dimensi-Dimensi Pemberdayaan Petani 

Pemberdayaan petani bersifat multidimensional dan mencak-

up beberapa aspek utama sebagai berikut: 
a. Dimensi Ekonomi 

Dimensi ekonomi berkaitan dengan kemampuan petani 

dalam meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan efisiensi 

usaha tani. Hal ini mencakup: 
• Akses terhadap input produksi 
• Akses pembiayaan 
• Kemampuan mengelola usaha tani sebagai bisnis 

Pemberdayaan ekonomi juga berarti meningkatkan posi- 

si tawar petani dalam rantai nilai agribisnis, sehingga mereka 

tidak hanya menjadi price taker, tetapi mampu bernegosiasi se-

cara lebih adil. 
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b. Dimensi Sosial 

Dimensi sosial mencakup penguatan kapasitas kolektif 

melalui kelembagaan, peningkatan partisipasi, serta pengua-tan 

modal sosial seperti kepercayaan dan jaringan. Petani yang 

memiliki jaringan sosial yang kuat cenderung lebih mudah men-

gakses informasi dan peluang ekonomi (Putnam, 1993; OECD, 

2020). 
c. Dimensi Politik 

Pemberdayaan juga memiliki dimensi politik, yaitu ke-

mampuan petani untuk berpartisipasi dalam proses pengam-

bilan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini 

mencakup: 
• Keterlibatan dalam organisasi petani 
• Akses terhadap informasi kebijakan 
• Kemampuan advokasi 

Dimensi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan per-

tanian bersifat inklusif dan berpihak pada kepentingan petani 

kecil. 
d. Dimensi Teknologi dan Informasi 

Dalam era digital, pemberdayaan petani juga mencakup ke-

mampuan untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi infor-

masi. Digitalisasi pertanian, seperti penggunaan aplikasi mobile, 

e-commerce, dan big data, membuka peluang baru bagi petani 

untuk meningkatkan efisiensi dan akses pasar (FAO, 2021). 

3. Model Pemberdayaan Petani Modern 
a. Farmer Field School (Sekolah Lapang) 

Model ini berbasis pembelajaran partisipatif di lapangan, 

di mana petani belajar melalui praktik langsung. Sekolah lapang 

terbukti efektif dalam meningkatkan adopsi teknologi dan kap-

asitas petani. 
b. Agripreneurship Model 

Model ini menekankan transformasi petani menjadi wirausaha-

wan pertanian (agripreneur). Fokusnya meliputi: 
• Pengembangan mindset bisnis 
• Inovasi produk 
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• Diversifikasi usaha 

Model ini relevan dalam menghadapi persaingan pasar global. 
c. Digital Empowerment Model 

Pemanfaatan teknologi digital dalam pemberdayaan petani, sep-

erti: 
• Platform e-commerce pertanian 
• Aplikasi penyuluhan digital 
• Fintech untuk pembiayaan 

Model ini meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem 

agribisnis. 
d. Kemitraan Inklusif (Inclusive Business Model) 

Model ini melibatkan petani dalam rantai nilai sebagai mitra, bu-

kan hanya sebagai pemasok. Perusahaan memberikan akses te-

knologi, pasar, dan pembiayaan, sementara petani mendapatkan 

kepastian usaha. Namun, model ini memerlukan regulasi yang 

kuat untuk mencegah eksploitasi. 

4. Faktor Penentu Keberhasilan Pemberdayaan 

Keberhasilan pemberdayaan petani dipengaruhi oleh beberapa fak-

tor kunci, antara lain: 
a. Kesesuaian dengan konteks lokal 
b. Kualitas kelembagaan pendukung 
c. Kapasitas sumber daya manusia 
d. Akses terhadap pasar dan teknologi 
e. Dukungan kebijakan pemerintah 

Tanpa integrasi faktor-faktor tersebut, program pemberdayaan 

cenderung tidak berkelanjutan. 

5. Tantangan dalam Pemberdayaan Petani 

Beberapa tantangan utama meliputi: 
a. Resistensi terhadap perubahan 
b. Ketimpangan akses sumber daya 
c. Keterbatasan literasi digital 
d. Fragmentasi kelembagaan 

Selain itu, perubahan iklim dan volatilitas harga juga menjadi tanta-

ngan eksternal yang mempengaruhi efektivitas pemberdayaan. 

6. Implikasi terhadap Pembangunan Pertanian 

Pemberdayaan petani memiliki implikasi strategis terhadap: 
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a. Peningkatan produktivitas 
b. Pengurangan kemiskinan pedesaan 
c. Penguatan ketahanan pangan 
d. Pembangunan ekonomi inklusif 

Dengan demikian, pemberdayaan harus menjadi bagian integral 

dari kebijakan pembangunan pertanian. 

F. Strategi Pemberdayaan Petani 

1. Pendekatan Integratif Pemberdayaan Petani 

Strategi pemberdayaan petani merupakan serangkaian 

pendekatan, kebijakan, dan intervensi yang dirancang untuk 

meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan petani 

secara berkelanjutan. Berbeda dengan pendekatan pembangunan 

konvensional yang cenderung top-down, strategi pemberdayaan 

menekankan pada penguatan kapasitas internal petani serta pen-

ciptaan lingkungan eksternal yang kondusif. 

Dalam konteks pembangunan pertanian modern, strategi pem-

berdayaan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus 

bersifat integratif dengan melibatkan berbagai aspek, seperti pen-

guatan kelembagaan, akses terhadap sumber daya, inovasi teknolo-

gi, serta integrasi pasar. Hal ini sejalan dengan pendekatan sistem 

agribisnis yang memandang pertanian sebagai suatu sistem yang 

saling terhubung dari hulu hingga hilir (FAO, 2021; World Bank, 

2020). 

2. Prinsip Dasar Strategi Pemberdayaan 

Agar strategi pemberdayaan petani efektif, terdapat beberapa 

prinsip dasar yang perlu diperhatikan: 
a. Partisipatif : Petani harus dilibatkan secara aktif dalam seti-

ap tahapan program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. 
Pendekatan partisipatif meningkatkan rasa memiliki (owner-
ship) dan keberlanjutan program (Chambers, 2019). 

b. Berbasis Kebutuhan Lokal : Strategi harus disesuaikan dengan 
kondisi sosial, ekonomi, dan agroekologi setempat. Pendekatan 
seragam (one-size-fits-all) seringkali tidak efektif. 

c. Berorientasi Pasar: Pemberdayaan harus diarahkan pada pen-
ingkatan daya saing dan akses pasar, bukan hanya peningkatan 
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produksi. 
d. Berkelanjutan : Program harus dirancang agar mampu berjalan 

secara mandiri tanpa ketergantungan jangka panjang terhadap 
bantuan eksternal. 

e. Inklusif : Melibatkan kelompok rentan seperti petani kecil, per-
empuan, dan generasi muda. 

3. Strategi Penguatan Kapasitas Petani 
a. Pendidikan dan Pelatihan 

Peningkatan kapasitas petani dapat dilakukan melalui: 
• Pelatihan teknis budidaya 
• Pelatihan manajemen usaha tani 
• Literasi keuangan dan digital 

Pendekatan yang efektif adalah berbasis experiential learning, 

seperti Sekolah Lapang (Farmer Field School), yang memungk-

inkan petani belajar melalui praktik langsung (FAO, 2021). 
b. Pengembangan Kewirausahaan (Agripreneurship) 

Transformasi petani menjadi agripreneur menjadi strategi pent- 

ing dalam meningkatkan nilai tambah. Fokusnya meliputi: 
• Pengembangan mindset bisnis 
• Diversifikasi usaha 
• Pengolahan hasil (value addition) 

Penelitian menunjukkan bahwa petani yang memiliki orientasi 

kewirausahaan cenderung lebih adaptif terhadap perubahan 

pasar (OECD, 2020). 
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BAB 11 

PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN 

(Dr. Ir. Khoirul Anam, MM)* 

 

 
A. Pendahuluan 

Pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan salah satu isu 

strategis dalam pembangunan global abad ke-21, terutama dalam meng-

hadapi tekanan multidimensional seperti perubahan iklim, degradasi 

sumber daya alam, serta meningkatnya kebutuhan pangan akibat per-

tumbuhan penduduk yang pesat. Sektor pertanian tidak hanya berfungsi 

sebagai penyedia pangan, tetapi juga memiliki peran vital dalam penye-

diaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta penopang stabili-

tas ekonomi, khususnya di negara berkembang (FAO, 2017; World Bank, 

2008). Di banyak negara, termasuk Indonesia, sektor ini menjadi tulang 

punggung perekonomian pedesaan dan sumber utama mata pencaharian 

masyarakat. 

Tantangan pembangunan pertanian pada beberapa decade terakh-

ir semakin kompleks dengan adanya perubahan iklim global. Perubahan 

pola curah hujan, peningkatan suhu, serta frekuensi kejadian ekstrem 

seperti kekeringan dan banjir secara langsung mempengaruhi produk-

tivitas pertanian dan stabilitas produksi pangan (IPCC, 2019). Kondisi ini 

menuntut adanya sistem pertanian yang tidak hanya produktif, teta-pi 

juga adaptif dan resilien terhadap perubahan lingkungan. Di sisi lain, 

konversi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian juga semakin 

meningkat, sehingga mempersempit ketersediaan lahan produktif dan 

mengancam ketahanan pangan di masa depan. 

Dalam konteks sosial ekonomi, petani sebagai pelaku utama sektor 

pertanian masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti akses terha-

dap modal, teknologi, informasi, dan pasar. Ketimpangan distribusi sum- 
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ber daya serta lemahnya kelembagaan petani turut memperburuk kondi-

si kesejahteraan masyarakat pedesaan (Chambers & Conway, 1992). Oleh 

karena itu, pembangunan pertanian tidak hanya dituntut untuk mening-

katkan produksi, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. 

Menjawab berbagai tantangan tersebut, paradigma pembangunan 

pertanian mengalami pergeseran dari pendekatan konvensional menuju 

pendekatan berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan tidak lagi semata-ma-

ta berorientasi pada peningkatan hasil produksi, tetapi juga menekankan 

pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Pret-

ty, 2008). Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan 

pertanian harus diukur tidak hanya dari aspek produktivitas, tetapi juga 

dari kemampuan sistem tersebut dalam menjaga kelestarian sumber 

daya alam, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung keber-

lanjutan sistem produksi dalam jangka panjang. 

Meskipun konsep pertanian berkelanjutan telah banyak diperke-

nalkan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kend-

ala. Rendahnya tingkat adopsi teknologi, keterbatasan sumber daya, serta 

kurangnya pemahaman petani terhadap praktik berkelanjutan menjadi 

tantangan utama (Foley et al., 2011). Selain itu, adanya konflik kepentin-

gan antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan jangka 

panjang seringkali menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan di 

tingkat petani maupun pembuat kebijakan. 

Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan 

terintegrasi dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Pendekatan 

ini harus mampu mengakomodasi berbagai dimensi pembangunan, ter-

masuk aspek teknis, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Selain itu, evalu-

asi terhadap keberlanjutan sistem pertanian juga perlu dilakukan secara 

sistematis melalui penggunaan indikator yang terukur dan relevan. 
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B. Konsep dan Definisi Pertanian Berkelanjutan 

Pertanian berkelanjutan merupakan konsep yang berkembang se-

bagai respons terhadap berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh 

sistem pertanian konvensional, khususnya yang berkaitan dengan degra-

dasi lingkungan, ketimpangan sosial, dan ketidakstabilan ekonomi usaha 

tani. Secara umum, pertanian berkelanjutan didefinisikan sebagai sistem 

produksi pertanian yang mampu memenuhi kebutuhan pangan genera-

si saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk 

memenuhi kebutuhannya (WCED, 1987). Definisi ini menegaskan pent-

ingnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan upaya pele-

stariannya dalam jangka panjang. 

Konsep pertanian berkelanjutan tidak hanya berfokus pada aspek 

produksi, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu integrasi 

antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Ketiga dimensi ini sering dise-

but sebagai tiga pilar utama keberlanjutan (three pillars of sustainabili-

ty), yang harus berjalan secara sinergis dan seimbang (Gliessman, 2015). 

Ketidakseimbangan antara ketiga aspek tersebut dapat menyebabkan 

sistem pertanian menjadi tidak berkelanjutan, baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

Dari perspektif ekologi, pertanian berkelanjutan menekankan 

pentingnya menjaga keseimbangan dan fungsi ekosistem pertanian. 

Agroekosistem yang sehat ditandai dengan adanya interaksi yang har-

monis antara komponen biotik dan abiotik, seperti tanah, air, tanaman, 

mikroorganisme, dan iklim. Oleh karena itu, praktik pertanian berkelan-

jutan mengedepankan konservasi sumber daya alam melalui berbagai 

pendekatan, seperti pengelolaan kesuburan tanah secara alami, penggu-

naan pupuk organik, rotasi tanaman, serta pengendalian hama terpadu 

(Gliessman, 2015). Selain itu, pelestarian keanekaragaman hayati juga 

menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas ekosistem pertanian, 

karena biodiversitas berperan dalam meningkatkan ketahanan sistem 

terhadap gangguan lingkungan. 

Dalam konteks ekonomi, pertanian berkelanjutan harus mampu 

memberikan keuntungan yang layak bagi petani sehingga usaha tani dapat 
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berlangsung secara terus-menerus. Keberlanjutan ekonomi tidak hanya 

diukur dari besarnya produksi, tetapi juga dari efisiensi penggunaan in-

put, stabilitas pendapatan, serta kemampuan petani dalam menghadapi 

risiko usaha (Altieri, 2018; Pretty, 2008). Sistem pertanian yang bergan-

tung pada input eksternal yang tinggi, seperti pupuk kimia dan pestisida, 

cenderung rentan terhadap fluktuasi harga dan dapat menurunkan prof-

itabilitas dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pertanian berkelanjutan 

mendorong penggunaan sumber daya lokal dan diversifikasi usaha se-

bagai strategi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi petani. 

Sementara itu, dimensi sosial dalam pertanian berkelanjutan ber-

kaitan dengan aspek keadilan, kesejahteraan, serta partisipasi masyarakat 

dalam proses pembangunan pertanian. Sistem pertanian yang berkelan-

jutan harus mampu meningkatkan kualitas hidup petani dan masyarakat 

pedesaan, termasuk dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, 

serta sumber daya produktif (Chambers & Conway, 1992). Selain itu, 

partisipasi aktif petani dalam pengambilan keputusan juga menjadi fak-

tor penting dalam keberhasilan implementasi pertanian berkelanjutan. 

Kelembagaan lokal, seperti kelompok tani dan koperasi, memiliki peran 

strategis dalam memperkuat posisi petani dalam sistem agribisnis. 

Lebih lanjut, konsep pertanian berkelanjutan juga berkaitan erat 

dengan pendekatan agroekologi yang menempatkan pertanian sebagai 

bagian dari sistem ekologi yang lebih luas. Agroekologi tidak hanya 

mencakup aspek teknis dalam budidaya tanaman, tetapi juga memper-

timbangkan dimensi sosial dan budaya dalam pengelolaan sumber daya 

pertanian (Altieri, 2018; Gliessman, 2015). Pendekatan ini mendorong 

penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, efisien, dan sesuai dengan 

kondisi lokal. Dengan demikian, agroekologi menjadi salah satu landasan 

utama dalam pengembangan sistem pertanian berkelanjutan. 

Dalam perkembangannya, konsep pertanian berkelanjutan juga 

semakin diperkuat oleh agenda pembangunan global, seperti Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). 

Pertanian berkelanjutan berkontribusi langsung terhadap beberapa tu-

juan SDGs, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, 
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ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam, dan aksi terhadap pe-

rubahan iklim (FAO, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa pertanian berke-

lanjutan tidak hanya relevan dalam konteks sektor pertanian, tetapi juga 

dalam pembangunan secara keseluruhan. 
C. Dimensi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan 

Pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan suatu pendeka-

tan yang bersifat multidimensional karena melibatkan keterkaitan yang 

erat antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Ketiga dimensi ini dikenal 

sebagai pilar utama keberlanjutan (triple bottom line), yang harus ber-

jalan secara seimbang agar sistem pertanian dapat bertahan dalam jang-

ka panjang (Pretty, 2008; WCED, 1987). 

1. Dimensi Ekologi 

Dimensi ekologi dalam pembangunan pertanian berkelanjutan 

menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam secara lestari 

dan berkelanjutan. Sumber daya alam seperti tanah, air, dan keane-

karagaman hayati merupakan faktor utama dalam sistem produksi 

pertanian. Salah satu aspek penting dalam dimensi ekologi adalah 

konservasi tanah dan air. Tanah merupakan media utama dalam 

produksi pertanian yang memiliki fungsi sebagai penyedia unsur 

hara, tempat tumbuh tanaman, serta habitat bagi berbagai organ-

isme tanah. Degradasi tanah akibat erosi, penggunaan bahan kimia 

yang berlebihan, serta pengolahan tanah yang tidak tepat dapat 

menurunkan produktivitas lahan secara signifikan (Gliessman, 

2015). 

Selain tanah, air juga merupakan sumber daya yang sangat 

penting dalam sistem pertanian. Pengelolaan air yang tidak efisien 

dapat menyebabkan pemborosan serta penurunan ketersediaan air 

bagi kebutuhan pertanian di masa depan. Oleh karena itu, pen-

erapan teknologi irigasi hemat air, seperti irigasi tetes dan irigasi 

sprinkler, menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan efisiensi 

penggunaan air. 

Penggunaan pupuk organik juga menjadi bagian penting da-

lam dimensi ekologi. Pupuk organik tidak hanya berfungsi sebagai 
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sumber unsur hara, tetapi juga dapat meningkatkan kandungan 

bahan organik dalam tanah, memperbaiki struktur tanah, serta 

meningkatkan aktivitas mikroorganisme (Gliessman, 2015). Selain 

itu, pengendalian hama terpadu (integrated pest management/IPM) 

menjadi pendekatan yang efektif dalam mengurangi penggunaan 

pestisida kimia. Pendekatan ini memanfaatkan interaksi biologis 

dalam ekosistem, seperti penggunaan musuh alami hama, sehingga 

lebih ramah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. 

Pelestarian keanekaragaman hayati juga merupakan kom-

ponen penting dalam dimensi ekologi. Biodiversitas berperan da-

lam menjaga stabilitas ekosistem pertanian, meningkatkan ketahan-

an terhadap gangguan, serta mendukung fungsi ekosistem seperti 

penyerbukan dan siklus hara. Sistem pertanian yang mengandalkan 

monokultur cenderung lebih rentan terhadap serangan hama dan 

penyakit, sehingga diversifikasi tanaman menjadi salah satu strategi 

dalam meningkatkan keberlanjutan ekosistem pertanian. 

2. Dimensi Ekonomi 

Dimensi ekonomi dalam pembangunan pertanian berkelanju-

tan berkaitan dengan kemampuan sistem pertanian dalam meng-

hasilkan keuntungan yang layak dan stabil bagi petani. Keberlanju-

tan ekonomi menjadi faktor kunci karena tanpa adanya keuntungan 

yang memadai, petani tidak akan mampu mempertahankan usaha-

nya dalam jangka panjang. Salah satu aspek utama dalam dimensi 

ekonomi adalah efisiensi usaha tani. Efisiensi dapat dicapai melalui 

penggunaan input yang tepat dan optimal, sehingga dapat menekan 

biaya produksi tanpa mengurangi produktivitas. Penggunaan te-

knologi yang tepat guna, seperti benih unggul dan sistem irigasi 

efisien, dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi 

pemborosan sumber daya (Pretty, 2008). 

Nilai tambah produk pertanian juga menjadi aspek penting 

dalam dimensi ekonomi. Pengolahan hasil pertanian menjadi pro-

duk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dapat meningkatkan 

pendapatan petani. Akses terhadap pasar merupakan faktor penting 
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dalam menentukan keberhasilan ekonomi usaha tani. Petani yang 

memiliki akses pasar yang baik cenderung memperoleh harga yang 

lebih menguntungkan dibandingkan dengan petani yang bergan-

tung pada tengkulak. Oleh karena itu, penguatan rantai nilai (value 

chain) dan pengembangan sistem pemasaran menjadi sangat pent-

ing dalam mendukung pertanian berkelanjutan. 

3. Dimensi Sosial 

Dimensi sosial dalam pembangunan pertanian berkelanjutan 

berkaitan dengan kesejahteraan petani, keadilan distribusi sumber 

daya, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Per-

tanian tidak hanya merupakan aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian 

dari kehidupan sosial masyarakat pedesaan. 

Salah satu aspek utama dalam dimensi sosial adalah kese-

jahteraan petani. Pembangunan pertanian berkelanjutan harus 

mampu meningkatkan kualitas hidup petani, termasuk dalam hal 

pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Kesejahteraan petani yang 

rendah dapat menjadi hambatan dalam penerapan praktik perta-

nian berkelanjutan, karena petani cenderung lebih fokus pada pe-

menuhan kebutuhan jangka pendek. 

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga 

merupakan elemen penting dalam keberlanjutan sosial. Pendekatan 

partisipatif memungkinkan petani untuk terlibat secara aktif dalam 

proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian, seh-

ingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi lokal. 

Kelembagaan petani, seperti kelompok tani dan koperasi, 

memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas dan posi-

si tawar petani. Melalui kelembagaan yang kuat, petani dapat leb-

ih mudah mengakses informasi, teknologi, serta pasar. Selain itu, 

kelembagaan juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat ker-

ja sama dan solidaritas antar petani. 

D. Kebijakan dan Dukungan Kelembagaan 
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Keberhasilan pembangunan pertanian berkelanjutan tidak hanya 

ditentukan oleh aspek teknis dan teknologi, tetapi juga sangat dipen-

garuhi oleh kebijakan publik dan dukungan kelembagaan yang memadai. 

Kebijakan yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi 

penerapan praktik pertanian berkelanjutan, sementara kelembagaan 

yang kuat mampu memperkuat kapasitas pelaku usaha tani serta me-

mastikan keberlanjutan sistem secara jangka panjang (FAO, 2017). Da-

lam konteks ini, peran pemerintah, lembaga penelitian, organisasi petani, 

dan sektor swasta menjadi sangat penting dalam membentuk ekosistem 

pertanian yang berkelanjutan. 

Kebijakan pemerintah merupakan instrumen utama dalam meng-

arahkan pembangunan pertanian menuju keberlanjutan. Kebijakan yang 

mendukung praktik ramah lingkungan, seperti pembatasan penggunaan 

bahan kimia berbahaya, promosi pertanian organik, serta konservasi 

sumber daya alam, menjadi langkah strategis dalam menjaga keseim-

bangan ekologi. Selain itu, kebijakan insentif bagi petani yang menerap-

kan praktik berkelanjutan, seperti subsidi pupuk organik atau bantuan 

teknologi ramah lingkungan, dapat mendorong adopsi inovasi di tingkat 

petani. Kebijakan yang tidak selaras dengan prinsip keberlanjutan, seper-

ti subsidi berlebihan terhadap input kimia, dapat menghambat transfor-

masi menuju sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena 

itu, diperlukan harmonisasi kebijakan agar sejalan dengan tujuan pemba-

ngunan berkelanjutan. 

Selain kebijakan, dukungan kelembagaan merupakan faktor pent-

ing dalam implementasi pertanian berkelanjutan. Kelembagaan dalam 

konteks ini mencakup berbagai organisasi dan institusi yang terlibat da-

lam sistem pertanian, mulai dari lembaga pemerintah, lembaga penelitian, 

organisasi petani, hingga sektor swasta. Kelembagaan yang kuat mampu 

meningkatkan koordinasi, efisiensi, serta efektivitas dalam pelaksanaan 

program pembangunan pertanian. 

Lembaga penelitian dan pendidikan memiliki peran strategis da-

lam menghasilkan inovasi teknologi serta meningkatkan kapasitas sum-

ber daya manusia (FAO, 2017). 
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Peran penyuluhan pertanian menjadi bagian penting dalam dukun-

gan kelembagaan. Penyuluh berfungsi sebagai penghubung antara hasil 

penelitian dan praktik di lapangan. Organisasi petani, seperti kelompok 

tani dan koperasi, juga memiliki peran penting dalam mendukung perta-

nian berkelanjutan. Melalui organisasi ini, petani dapat meningkatkan po-

sisi tawar dalam rantai nilai, mengakses sumber daya secara kolektif, ser-

ta berbagi pengetahuan dan pengalaman. Kelembagaan petani yang kuat 

juga dapat menjadi sarana dalam memperkuat partisipasi masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan (Chambers & Conway, 1992). 

Selain itu, sektor swasta memiliki peran yang semakin penting da-

lam pembangunan pertanian berkelanjutan. Perusahaan agribisnis dapat 

berkontribusi dalam pengembangan rantai nilai, penyediaan input pro-

duksi, serta akses pasar bagi petani. Kemitraan antara petani dan sektor 

swasta, seperti melalui pola contract farming, dapat memberikan kepas-

tian pasar dan harga bagi petani. Namun demikian, kemitraan ini perlu 

diatur secara adil agar tidak merugikan petani kecil (World Bank, 2008). 

Dalam konteks global, berbagai inisiatif dan kebijakan internasi- 

onal juga turut mempengaruhi pembangunan pertanian berkelanjutan. 

Agenda seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable De-

velopment Goals/SDGs) memberikan kerangka kerja yang jelas dalam 

mengarahkan kebijakan pembangunan, termasuk di sektor pertanian. 

Komitmen terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca, konservasi bio-

diversitas, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan 

menjadi bagian dari kebijakan yang harus diintegrasikan dalam pemba-

ngunan pertanian. 

Meskipun demikian, implementasi kebijakan dan penguatan 

kelembagaan dalam pertanian berkelanjutan masih menghadapi berb-

agai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi 

antar lembaga, yang seringkali menyebabkan tumpang tindih program 

dan inefisiensi dalam pelaksanaan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan 

sumber daya manusia juga menjadi hambatan dalam implementasi kebi-

jakan di tingkat lapangan. 

Tantangan lainnya adalah rendahnya partisipasi petani dalam 
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proses perumusan kebijakan. Kebijakan yang bersifat top-down sering-

kali tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, sehingga sulit diim-

plementasikan. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan 

petani dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi 

sangat penting. 

E. Strategi dan Arah Pengembangan 

Pembangunan pertanian berkelanjutan memerlukan strategi yang 

komprehensif dan terintegrasi guna menjawab berbagai tantangan yang 

dihadapi sektor pertanian, baik dari aspek lingkungan, ekonomi, maupun 

sosial. Strategi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas, 

tetapi juga pada upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam serta 

meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, arah pengemban-

gan pertanian berkelanjutan harus dirancang secara sistematis dengan 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta mempertimbangkan 

kondisi lokal yang beragam. 

Salah satu strategi utama dalam pembangunan pertanian berkelan-

jutan adalah penguatan kapasitas petani melalui pendidikan dan pelati-

han. Petani sebagai pelaku utama dalam sistem pertanian memiliki peran 

penting dalam menentukan keberhasilan implementasi praktik berke-

lanjutan. Pendidikan pertanian tidak hanya terbatas pada aspek teknis, 

tetapi juga mencakup aspek manajerial dan kewirausahaan. Petani perlu 

dibekali dengan kemampuan dalam mengelola usaha tani secara profe-

sional, termasuk dalam hal perencanaan produksi, pengelolaan keuan-

gan, serta pemasaran hasil pertanian. Dengan demikian, petani tidak ha-

nya berperan sebagai produsen, tetapi juga sebagai pelaku usaha yang 

mampu bersaing di pasar (Pretty, 2008). 

Selain pendidikan formal, sistem penyuluhan pertanian juga 

memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas petani. Penyulu-

han yang efektif dapat menjadi sarana dalam mentransfer teknologi dan 

inovasi dari lembaga penelitian ke petani. Pendekatan penyuluhan yang 

partisipatif, yang melibatkan petani dalam proses pembelajaran, terbukti 

lebih efektif dalam meningkatkan adopsi teknologi dibandingkan dengan 
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pendekatan yang bersifat top-down. 

Strategi berikutnya adalah integrasi antara teknologi modern dan 

kearifan lokal. Teknologi modern memiliki potensi besar dalam mening-

katkan efisiensi dan produktivitas pertanian, namun penerapannya ha-

rus disesuaikan dengan kondisi lokal dan pengetahuan tradisional yang 

dimiliki oleh masyarakat. Kearifan lokal seringkali mengandung prak-tik-

praktik yang telah teruji dalam menjaga keseimbangan ekosistem, 

sehingga dapat menjadi dasar dalam pengembangan sistem pertanian 

berkelanjutan. 

Pengembangan pasar untuk produk pertanian berkelanjutan juga 

menjadi strategi penting dalam mendorong adopsi praktik berkelanju-

tan. Produk pertanian yang dihasilkan melalui praktik ramah lingkungan, 

seperti produk organik, memiliki nilai tambah yang lebih tinggi di pas-

ar. Namun, akses terhadap pasar yang masih terbatas seringkali menjadi 

hambatan bagi petani dalam mengembangkan usaha tani berkelanjutan. 

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat rantai nilai 

(value chain) produk pertanian berkelanjutan, mulai dari produksi hingga 

pemasaran. Pengembangan sistem sertifikasi, seperti sertifikasi organik, 

dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang di-

hasilkan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran juga 

dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani. 

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kerja 

sama antar pemangku kepentingan. Pembangunan pertanian berkelan-

jutan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan 

kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, serta 

masyarakat. Sinergi antar pemangku kepentingan dapat mempercepat 

proses inovasi, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta 

memperkuat implementasi kebijakan. 

Kemitraan antara petani dan sektor swasta, misalnya, dapat mem-

berikan akses terhadap pasar, teknologi, serta sumber pembiayaan. Se-

mentara itu, lembaga penelitian dapat menyediakan inovasi teknologi 

yang sesuai dengan kebutuhan petani. Pemerintah berperan dalam men-

ciptakan kebijakan yang mendukung serta menyediakan infrastruktur 
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yang diperlukan. 

Selain itu, penguatan kelembagaan petani juga menjadi bagian 

penting dalam strategi pengembangan pertanian berkelanjutan. Kelem-

bagaan yang kuat, seperti kelompok tani dan koperasi, dapat mening-

katkan posisi tawar petani dalam rantai nilai serta mempermudah akses 

terhadap sumber daya. Melalui kelembagaan, petani juga dapat berbagi 

pengetahuan dan pengalaman, sehingga meningkatkan kapasitas kolektif 

dalam menghadapi berbagai tantangan. 

Dalam menghadapi perubahan iklim, strategi adaptasi dan mitigasi 

juga perlu menjadi bagian dari arah pengembangan pertanian berkelan-

jutan. Adaptasi dapat dilakukan melalui penggunaan varietas tahan ceka-

man, pengelolaan air yang efisien, serta diversifikasi usaha tani. Semen-

tara itu, mitigasi dapat dilakukan melalui pengurangan emisi gas rumah 

kaca, seperti melalui penggunaan pupuk organik dan pengelolaan limbah 

pertanian. 

Arah pengembangan pertanian berkelanjutan ke depan juga perlu 

mempertimbangkan aspek inovasi dan digitalisasi. Pemanfaatan teknolo-

gi digital, seperti sistem informasi pertanian dan platform pemasaran on-

line, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem per-

tanian. Selain itu, penggunaan data dan analisis dapat membantu dalam 

pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti. 

Namun demikian, implementasi berbagai strategi tersebut memer-

lukan dukungan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah 

perlu menciptakan regulasi yang mendukung serta menyediakan insentif 

bagi petani yang menerapkan praktik berkelanjutan. Selain itu, investasi 

dalam infrastruktur, seperti irigasi dan teknologi informasi, juga menjadi 

faktor penting dalam mendukung pengembangan pertanian berkelanju-

tan. 
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BAB 12 

KETAHANAN PANGAN 

(Rihan Ifebri, S.P., M.Si)* 

 

 
A. Pendahuluan 

Ketahanan pangan merupakan isu strategis dalam kerangka pem-

bangunan pertanian, khususnya di negara berkembang seperti Indo-

nesia, hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pangan merupakan isu 

fundamental dalam Pembangunan negara, karena pemenuhan pangan 

merupakan hak dasar setiap warga negara. Dalam perspektif pembangu-

nan pertanian, ketahanan pangan tidak hanya dimaknai sebagai kemam-

puan menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup, tetapi juga sebagai 

hasil dari proses transformasi struktural sektor pertanian menuju sistem 

yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan. Sektor pertanian memi-

liki peran yang sangat penting tidak hanya sebagai penyedia pangan, teta-

pi juga sebagai sumber pendapatan masyarakat, penyerap tenaga kerja, 

serta penggerak utama ekonomi perdesaan (Wibowo, et al 2023). Oleh 

karena itu, keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh 

sejauh mana sektor ini mampu mendukung terwujudnya ketahanan pan-

gan nasional. 

Seiring perkembangan terkini sektor pertanian menghadapi 

tekanan yang semakin besar seiring dengan pertumbuhan penduduk 

yang terus meningkat. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan pen-

duduk dan peningkatan produksi pangan berpotensi menimbulkan ker-

awanan pangan di masa depan. Hal ini sangat berkaitan dengan rendahn-

ya produktivitas pertanian karena dipengaruhi oleh keterbatasan akses 

teknologi, rendahnya kualitas sumber daya manusia petani, serta lemahn-

ya kelembagaan pertanian (Lio, & Liu 2008). Indikasi selanjutnya pada 
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proses modernisasi sektor pertanian belum berjalan secara optimal serta 

penguatan sistem agribisnis merupakan faktor kunci dalam meningkat-

kan ketahanan pangan (Marín-García, & Bejarano 2025). 

Tantangan pembangunan pertanian semakin kompleks dengan 

adanya keterbatasan sumber daya lahan akibat alih fungsi lahan pertani-

an ke sektor non-pertanian yang mengurangi kapasitas produksi pangan 

nasional secara signifikan (Ramadhan & Murti 2024). Kondisi ini menun-

jukkan adanya dilema antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan ke-

berlanjutan produksi pangan. Selain itu, perubahan iklim juga menjadi 

ancaman serius terhadap sistem produksi pertanian karena menyebab-

kan ketidakpastian musim tanam, peningkatan risiko gagal panen, serta 

penurunan produktivitas. Perubahan iklim merupakan salah satu faktor 

utama yang mengancam ketahanan pangan, terutama di negara berkem-

bang yang memiliki kapasitas adaptasi terbatas (Saccone & Vallino 2025). 

Oleh karena itu, pembangunan pertanian ke depan perlu mengin-

tegrasikan prinsip keberlanjutan melalui penerapan pertanian adaptif 

terhadap perubahan iklim (climate-smart agriculture). 

Lebih lanjut, dalam perspektif pembangunan pertanian modern, 

ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh aspek produksi, tetapi 

juga oleh sistem distribusi, aksesibilitas, serta stabilitas harga pangan. 

Permasalahan distribusi dan akses pangan masih menjadi kendala uta-

ma, khususnya di wilayah perdesaan dan daerah terpencil (Ningrum 

2019). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian harus 

dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, mencakup penguatan 

rantai pasok, pengembangan infrastruktur pertanian, serta penguatan 

kelembagaan pasar. Pembangunan pertanian dengan orientasi ketahanan 

pangan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. 

Upaya peningkatan produksi harus diimbangi dengan penguatan kelem-

bagaan petani, pengembangan inovasi teknologi, serta kebijakan yang 

mendukung stabilitas sistem pangan. Selain itu, sinergi antara pemerin-

tah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mencip-

takan sistem pertanian yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing. 
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B. Konsep dan Dimensi Ketahanan Pangan 

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya 

kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya 

pangan yang cukup, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau bagi 

seluruh masyarakat (Rusdiana & Maesya 2017). Konsep ini menegaskan 

bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan aspek kuantitas, 

tetapi juga kualitas dan keberlanjutan konsumsi pangan. Hal ini sejalan 

dengan kerangka yang dikembangkan oleh Food and Agriculture Orga-

nization (FAO) dalam (Lopulalan et al. 2025) yang menekankan bahwa 

ketahanan pangan bersifat multidimensi dan memerlukan pendekatan 

yang terintegrasi lintas sektor. Dengan demikian, pembangunan ketah-

anan pangan harus dilakukan secara sistemik melalui sinergi berbagai 

sektor, mulai dari produksi hingga konsumsi. 

Secara konseptual, ketahanan pangan terdiri atas empat dimen-

si utama, yaitu ketersediaan (availability), akses (access), pemanfaatan 

(utilization), dan stabilitas (stability). Keempat dimensi ini saling ber-

kaitan dan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan 

pertanian. Pendekatan multidimensi ini menegaskan bahwa keberhasi-

lan ketahanan pangan tidak dapat diukur dari satu aspek saja, melainkan 

dari keterpaduan seluruh dimensi yang membentuk sistem pangan. 

1. Dimensi pertama yaitu ketersediaan (availability). 

Dimensi ketersediaan berkaitan dengan kemampuan sistem 

pertanian dalam menyediakan pangan melalui produksi domestik, 

cadangan pangan, serta perdagangan. Dalam konteks Indonesia, 

peningkatan ketersediaan pangan diwujudkan melalui berbagai 

program peningkatan produktivitas, seperti penggunaan varietas 

unggul, intensifikasi pertanian, serta mekanisasi. Program swasem-

bada pangan dan pengembangan kawasan lumbung pangan (food 

estate. Selain itu, pengelolaan cadangan pangan oleh pemerintah, 

khususnya melalui peran Perum Bulog, menjadi instrumen penting 

dalam menjaga keseimbangan pasokan. Dengan demikian, keterse-

diaan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga oleh 

efektivitas pengelolaan stok dan sistem distribusi. 
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2. Dimensi kedua yaitu akses (access), 

Dimensi akses menekankan pada kemampuan masyarakat un-

tuk memperoleh pangan, baik secara ekonomi maupun fisik. Akses 

pangan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, harga pangan, 

serta ketersediaan infrastruktur distribusi. Dalam implementasin-

ya di Indonesia, berbagai program bantuan sosial seperti bantuan 

pangan non-tunai dan program sembako berperan penting dalam 

menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Selain 

itu, pembangunan infrastruktur pertanian dan pasar serta kebi-

jakan stabilisasi harga turut memperkuat akses pangan. Hal ini 

menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian tidak 

hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari kemam-

puan sistem ekonomi dalam menjamin keterjangkauan pangan bagi 

seluruh lapisan masyarakat. 

3. Dimensi ketiga yaitu pemanfaatan (utilization) 

Dimensi pemanfaatan berkaitan dengan kualitas konsumsi 

pangan dan kemampuan tubuh dalam menyerap nutrisi. Dalam per-

spektif pembangunan pertanian, dimensi ini menekankan pentingn-

ya diversifikasi pangan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat. Di 

Indonesia, implementasi dimensi ini tercermin melalui pengemban-

gan pangan lokal non-beras, seperti umbi-umbian dan serealia lokal, 

serta program percepatan penurunan stunting. Hal ini menunjuk-

kan bahwa pemanfaatan pangan tidak hanya terkait dengan keterse-

diaan, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, sanitasi, dan edukasi 

gizi. 

4. Dimensi keempat yaitu stabilitas (stability) 

Dimensi stabilitas mencerminkan kemampuan sistem pangan 

dalam menjaga keberlanjutan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan 

pangan dalam jangka panjang. Stabilitas ini sangat penting terutama 

dalam menghadapi berbagai guncangan, seperti perubahan iklim, 

krisis ekonomi, dan bencana alam. Di Indonesia, stabilitas pangan 

diwujudkan melalui penguatan cadangan pangan nasional, kebija-

kan stabilisasi harga, serta program perlindungan petani seperti 
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asuransi usaha tani. Selain itu, pengembangan pertanian adaptif ter-

hadap perubahan iklim dan sistem peringatan dini menjadi bagian 

penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan. 

Keempat dimensi tersebut saling berinteraksi dan tidak dapat dipi-

sahkan. Ketersediaan pangan yang tinggi tidak akan menjamin ketahanan 

pangan apabila masyarakat tidak memiliki akses yang memadai. Konsep 

ketahanan pangan tidak hanya mencakup aspek ketersediaan dan akses, 

tetapi juga mengandung dimensi perilaku sebagaimana dikemukakan 

oleh Timmer dalam Kurniadi et al (2025). Dimensi ini menekankan pent-

ingnya respons individu atau rumah tangga dalam menghadapi risiko 

pangan, seperti preferensi terhadap stabilitas harga dibandingkan fluk-

tuasi yang tinggi. Lebih lanjut, ketahanan pangan dapat dipahami melalui 

dua level analisis, yaitu mikro dan makro. Dimensi mikro berkaitan den-

gan kondisi ketahanan pangan pada tingkat individu atau rumah tang-ga, 

sedangkan dimensi makro mencakup pengelolaan ketahanan pangan 

pada skala yang lebih luas seperti regional hingga nasional. 

Dalam konteks kerawanan pangan, Coates dalam Suleman et al 

(2025) mengidentifikasi lima kriteria utama, yaitu kecukupan jumlah 

konsumsi, kualitas pangan, stabilitas atau kepastian ketersediaan, as-pek 

penerimaan dalam memperoleh pangan, serta jaminan akses bagi seluruh 

individu. Seiring perkembangan kajian, Dawood & Vuuren (2023) 

menambahkan dimensi geospasial dan temporal, yang menunjukkan 

bahwa ketahanan pangan bersifat dinamis dan berbeda antar ruang dan 

waktu, serta mencakup berbagai level mulai dari individu hingga global. 

Dengan demikian, ketahanan pangan merupakan konsep multidimen-

sional yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu in-

dikator. 

Pendekatan multidimensi diperlukan agar pengukuran dan pema-

haman ketahanan pangan menjadi lebih komprehensif. Secara garis be-

sar, konsep ketahanan pangan memiliki dua dimensi besar, yakni dimen-

si perilaku dan dimensi non-perilaku. Masing-masing dimensi tersebut 

berhubungan dengan sub-sub dimensi. Misalnya, dimensi perilaku bisa 

berkaitan dengan sub-dimensi socio-organization, atau sub-sub dimensi 
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lainnya. Demikian pula dimensi non-perilaku bisa berhubungan dengan 

sub-dimensi socio-organization, atau sub-sub dimensi lainnya. (Hardian-

to, 2017). 
 

Dimensi perilaku dan non-perilaku merupakan dimensi utama kon-

sep ketahanan pangan. Dimensi perilaku mengarah kepada aspek-aspek 

perilaku yang berhubungan dengan sub-sub dimensi. Aspek-aspek per-

ilaku ini misalnya perihal preferensi, selera, keinginan, kebutuhan, pen-

gambilan keputusan, kesenangan, kepuasan, dan sejenisnya yang mer-

upakan representasi perilaku manusiawi para pihak yang terkait. Dimensi 

perilaku ini mengadopsi ide dari Timmer (2012). Dimensi non-perilaku 

berkaitan dengan aspek-aspek non-perilaku. Aspek-aspek non-perilaku 

misalnya prosedur teknis, karakteristik bahan pangan, kualitas pangan, 

kuantitas pangan, kandungan gizi, penyakit, sakit, dan sejenisnya yang 

merepresentasikan bukan perilaku manusiawi. 

Sub-sub dimensi merupakan turunan dari dimensi dimana ada em-

pat sub-dimensi yang ada dalam model. Empat sub-dimensi ini menggu-

nakan ide dimensi dari Heumann (2010) dimana keempat sub-dimensi 

tersebut adalah: 
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1. Categorical sub-dimension. 

Sub dimensi ini mencakup komponen availability, accessibility, 

utilization, nutritional status, dan stability. Sub-dimensi ini mengar-

ah kepada aspek kualitas dan kuantitas ketahanan pangan. 

2. Socio-organizational subdimension. 

Sub dimensi ini mencakup dimensi level makro (dunia, wilayah, 

bangsa); dimensi level meso (komunitas, provinsi, kota, distrik dan 

desa); dan dimensi micro (rumah tangga, keluarga, individu) yang 

kesemuanya mengarah kepada aspek unit analisis. 

3. Managerial sub-dimension. 

Sub-dimensi ini meliputi aspek-aspek siklus manajemen 

proyek seperti penilaian, analisa, perencanaan, intervensi, monitor-

ing & evaluasi yang merupakan aspek program atau proyek penan-

ganan masalah ketahanan pangan. 

4. Situation-related sub-dimension. 

Sub dimensi ini mencakup dimensi situasi ketahanan pangan 

apakah relatif emergensi atau relatif aman sehingga program-pro-

gram mengatasi masalah pangan sesuai dengan tingkat ketahanan 

pangan yang terjadi. Dimensi ini mengarah kepada aspek kualifikasi 

tingkat ketahanan pangan 

C. Peran Sektor Pertanian dalam Ketahanan Pangan 

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat fundamental dalam 

mendukung ketahanan pangan, khususnya di negara berkembang seperti 

Indonesia. Dalam kerangka pembangunan pertanian, sektor ini tidak ha-

nya berfungsi sebagai penyedia pangan, tetapi juga memiliki peran strat-

egis dalam mendukung stabilitas ekonomi dan sosial. Sektor pertanian 

merupakan pilar utama dalam sistem pangan karena berperan langsung 

dalam menjamin ketersediaan pangan sekaligus menopang kehidupan 

masyarakat perdesaan, ketahanan pangan juga diposisikan sebagai ba-

gian penting dalam pilar pembangunan yang memerlukan sinergi dan 

pemangku kepentingan (Wibowo, et al, 2024). 

Secara keseluruhan, sektor pertanian tetap menjadi pilar utama da- 
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lam mendukung ketahanan pangan sekaligus penggerak pembangunan 

ekonomi. Peran strategis ini tidak hanya tercermin dari fungsinya sebagai 

penyedia pangan, tetapi juga sebagai sumber pendapatan, penyerap tena-

ga kerja, serta penggerak aktivitas ekonomi berbasis agribisnis. Sektor 

pertanian diakui sebagai fondasi sistem pangan dan pembangunan, khu-

susnya di negara berkembang yang masih bergantung pada sektor prim-

er (Christiaensen, Demery & Kuhl, 2011). Oleh karena itu, optimalisasi 

peran sektor pertanian memerlukan upaya perbaikan struktural yang 

komprehensif melalui inovasi teknologi, penguatan kelembagaan, serta 

kebijakan yang berkelanjutan guna menciptakan sistem pertanian yang 

tangguh, inklusif, dan berdaya saing. 

Pertama, sektor pertanian berperan sebagai penyedia utama pan-

gan, khususnya komoditas strategis seperti padi yang menjadi makanan 

pokok mayoritas penduduk Indonesia. Tingginya kebutuhan pangan na-

sional menunjukkan pentingnya keberlanjutan produksi sebagai penentu 

stabilitas ketahanan pangan. Secara global, peningkatan produksi pangan 

melalui inovasi teknologi dan intensifikasi lahan terbukti berkontribusi 

terhadap ketersediaan pangan, meskipun menghadapi tantangan keber-

lanjutan lingkungan (Gaitán-Cremaschi, et al, 2019). Hal ini menegaskan 

bahwa peningkatan produksi harus diimbangi dengan efisiensi dan ke-

berlanjutan sistem pertanian. 

Kedua, sektor pertanian merupakan sumber pendapatan utama 

bagi masyarakat perdesaan. Sebagian besar rumah tangga di wilayah 

pedesaan masih menggantungkan hidupnya pada sektor ini, baik sebagai 

petani, buruh tani, maupun pelaku usaha agribisnis. Pertumbuhan sek-

tor pertanian terbukti memiliki dampak signifikan terhadap penguran-

gan kemiskinan dan peningkatan akses pangan rumah tangga, terutama 

di negara berkembang (Hossain, Mendiratta & Savastano, 2024). Dengan 

demikian, sektor pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pan-

gan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kese-

jahteraan masyarakat. 

Ketiga, sektor pertanian berperan sebagai penyerap tenaga kerja 

dalam jumlah besar. Di banyak negara berkembang, sektor ini menjadi 
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penyedia lapangan kerja utama, khususnya bagi tenaga kerja dengan 

tingkat pendidikan rendah. Selain itu, sektor pertanian juga berfungsi se-

bagai safety net ekonomi ketika terjadi krisis, karena mampu menyerap 

tenaga kerja yang terdampak sektor lain (Dorosh & Thurlow, 2014). Na-

mun demikian, tingginya penyerapan tenaga kerja seringkali tidak diiku-

ti oleh produktivitas yang tinggi, sehingga berdampak pada rendahnya 

tingkat kesejahteraan petani. 

Keempat, sektor pertanian juga berperan sebagai penggerak 

ekonomi melalui keterkaitannya dengan berbagai sektor lain, seperti in-

dustri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Dalam perspektif agribisnis, 

pembangunan pertanian mencakup seluruh rantai nilai dari hulu hingga 

hilir. Pengembangan agroindustri dan penguatan rantai pasok terbukti 

mampu meningkatkan nilai tambah produk pertanian serta memperkuat 

integrasi pasar (Suryaningrat, et al, 2025). Selain itu, penguatan kelem-

bagaan petani dan akses pasar menjadi faktor kunci dalam meningkat-

kan efisiensi sistem agribisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi 

wilayah. 

Meskipun memiliki peran yang sangat strategis, sektor pertanian 

di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural. Rendahnya 

produktivitas menjadi salah satu permasalahan utama yang dipengaruhi 

oleh keterbatasan akses terhadap teknologi modern, rendahnya kuali-tas 

sumber daya manusia petani, serta minimnya inovasi di tingkat us-aha 

tani. Dalam konteks global, lambatnya adopsi teknologi pertanian di 

negara berkembang seringkali disebabkan oleh keterbatasan modal, in-

formasi, dan kapasitas petani (Ruzzante, Labarta & Bilton, 2021). Selain 

itu, keterbatasan akses terhadap input produksi juga menjadi hambatan 

dalam meningkatkan produktivitas. 

Dalam konteks kebijakan, ketergantungan terhadap subsidi input 

pertanian masih tinggi dan memang dapat meningkatkan produksi jang-

ka pendek, namun berpotensi menimbulkan gejolak pasar tanpa refor-

masi kelembagaan dan peningkatan efisiensi usaha tani (Putra, Arianti, 

Ifebri & Fauzi, 2025). Sektor pertanian juga menghadapi kendala seper-ti 

fragmentasi lahan, akses pembiayaan terbatas, dan lemahnya kelem- 
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bagaan petani yang menurunkan daya saing. 

 
D. Ketahanan Pangan dalam Perspektif Pembangunan Pertanian 

Berkelanjutan 

Ketahanan pangan dalam era modern tidak lagi dapat dipisahkan 

dari konsep pembangunan pertanian berkelanjutan. Pembangunan per-

tanian tidak hanya dituntut untuk meningkatkan produksi pangan dalam 

jangka pendek, tetapi juga harus mampu menjaga keberlanjutan sumber 

daya alam, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjamin keterse-

diaan pangan bagi generasi mendatang. 

Menurut Food and Agriculture Organization dalam El Bilali (2019) 

sistem pangan yang berkelanjutan adalah sistem yang mampu menye-

diakan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh masyarakat 

tanpa mengorbankan basis sumber daya alam, ekonomi, dan sosial. Kon-

sep ini menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan den-

gan aspek produksi, tetapi juga mencakup dimensi lingkungan, sosial, 

dan ekonomi yang saling terintegrasi. Oleh karena itu, pembangunan per-

tanian berkelanjutan harus mampu menyeimbangkan ketiga pilar utama 

tersebut, yaitu keberlanjutan ekologis, keberlanjutan ekonomi, dan ke-

berlanjutan sosial. 

Dari sisi ekologis, pembangunan pertanian berkelanjutan me-

nekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. 

Sektor pertanian sangat bergantung pada ketersediaan lahan, air, dan 

keanekaragaman hayati, sehingga eksploitasi yang berlebihan dapat men-

gancam keberlanjutan produksi pangan. Praktik pertanian konvensional 

yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk kimia dan pes-

tisida secara berlebihan, telah terbukti menurunkan kualitas tanah dan 

merusak ekosistem. Oleh karena itu, pendekatan seperti pertanian ra-

mah lingkungan, pertanian organik, serta pertanian cerdas iklim menjadi 

strategi penting dalam menjaga keberlanjutan produksi sekaligus mem-

perkuat ketahanan pangan dalam jangka panjang. 

Dari sisi ekonomi, pembangunan pertanian berkelanjutan bertu-

juan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha perta- 
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nian. Ketahanan pangan tidak akan tercapai apabila petani sebagai pro-

dusen utama pangan berada dalam kondisi ekonomi yang lemah. Oleh 

karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan produk-

tivitas, efisiensi usaha tani, serta akses terhadap pasar dan pembiayaan. 

Sementara itu, dari sisi sosial, pembangunan pertanian berkelan-

jutan menekankan pada aspek pemerataan dan keterbukaan. Ketahan-an 

pangan tidak hanya diukur dari ketersediaan pangan secara nasional, 

tetapi juga dari kemampuan seluruh lapisan masyarakat dalam mengak-

ses pangan yang layak. Ketimpangan distribusi pendapatan, keterbatasan 

akses terhadap sumber daya, serta rendahnya kapasitas sumber daya 

manusia menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Lebih lanjut, peru-

bahan iklim menjadi tantangan global yang semakin memperkuat urgen-

si pembangunan pertanian berkelanjutan. Variabilitas iklim yang tinggi 

berdampak pada ketidakpastian produksi pangan, peningkatan risiko ga-

gal panen, serta gangguan pada sistem distribusi pangan. 

Selain itu, pembangunan pertanian berkelanjutan juga menuntut 

adanya integrasi kebijakan lintas sektor, termasuk kebijakan pangan, 

lingkungan, perdagangan, dan sosial. Ketahanan pangan tidak dapat di-

capai secara parsial, melainkan memerlukan sinergi antara berbagai 

pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, maupun mas-

yarakat. Dalam hal ini, peran kelembagaan menjadi sangat penting dalam 

memastikan efektivitas implementasi kebijakan dan keberlanjutan pro-

gram pembangunan pertanian. Upaya mewujudkannya tidak hanya ber-

fokus pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga pada pengelolaan 

sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan petani, 

serta pemerataan akses pangan bagi seluruh masyarakat. Pendekatan ini 

menjadi landasan penting dalam menghadapi tantangan global, seper-

ti perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan keterbatasan sumber 

daya, sekaligus memastikan bahwa sistem pangan mampu bertahan dan 

berkembang secara berkelanjutan di masa depan. 
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E. Permasalahan Ketahanan Pangan di Indonesia 

Sektor pertanian di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai 

permasalahan struktural yang kompleks dan saling berkaitan untuk 

mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Tantangan ketahan-

an pangan tidak hanya bersumber dari aspek produksi, tetapi juga dari 

dinamika sosial-ekonomi, kelembagaan, serta faktor lingkungan yang ter-

us berkembang (Mengistu, 2025). Salah satu permasalahan utama ada-

lah alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian, seperti ka-

wasan industri, perumahan, dan infrastruktur (Seto, Güneralp & Hutyra, 

2012). Fenomena ini menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian 

produktif yang berdampak langsung terhadap kapasitas produksi pangan 

nasional. 

Kasus mengenai konversi lahan pertanian di Indonesia terjadi se-

cara signifikan setiap tahun, terutama di wilayah dengan tekanan urban-

isasi tinggi, sehingga mengancam keberlanjutan produksi pangan (Faisal, 

et al, 2023). Hal ini sejalan dengan temuan (Liu, et al, 2022) yang mene-

gaskan bahwa degradasi dan konversi lahan merupakan salah satu faktor 

utama yang melemahkan sistem ketahanan pangan di negara berkem-

bang. Selain itu, ketergantungan terhadap impor pangan tertentu juga 

menjadi tantangan serius dalam menjaga kemandirian pangan nasional. 

Meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya pertanian yang besar, 

beberapa komoditas strategis seperti kedelai, gula, dan gandum masih 

bergantung pada pasar internasional. Studi Hellegers (2022) menunjuk-

kan bahwa ketergantungan impor dapat meningkatkan kerentanan terh-

adap fluktuasi harga global dan gangguan rantai pasok internasional. Da-

lam konteks nasional, hasil penelitian Rafidah (2024) juga menegaskan 

bahwa ketergantungan impor mencerminkan belum optimalnya kinerja 

produksi domestik serta lemahnya daya saing sektor pertanian. 

Permasalahan distribusi pangan yang belum merata juga menjadi 

faktor penting yang memengaruhi ketahanan pangan, khususnya dalam 

dimensi akses. Ketersediaan pangan secara nasional tidak selalu menja-

min terpenuhinya kebutuhan pangan di tingkat wilayah atau rumah tang-

ga. Penelitian Sofiyandi, Kurniawan & Yudhistira (2023) menunjukkan 



176  

bahwa keterbatasan infrastruktur, sistem logistik yang belum efisien, ser-

ta ketimpangan antar wilayah menyebabkan disparitas harga dan akses 

pangan. Hal ini diperkuat oleh Muflikh, et al (2024) yang menekankan 

pentingnya integrasi sistem rantai pasok dan infrastruktur dalam men-

dukung distribusi pangan yang merata dan efisien. 

Selanjutnya, fluktuasi harga pangan juga menjadi tantangan yang 

signifikan dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan. Harga pangan 

yang tidak stabil dapat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama 

kelompok berpendapatan rendah. Penelitian Theresia, Ikhsan, Kacaribu, 

& Sumarto (2025) menunjukkan bahwa volatilitas harga pangan sering 

kali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan iklim, gangguan 

produksi, serta dinamika pasar global. Di Indonesia, fluktuasi harga pan-

gan domestik juga dipengaruhi oleh sistem distribusi yang belum efisien 

serta kebijakan pasar yang belum optimal (Wibowo, Novanda, Ifebri, and 

Fauzi, 2024). 

Permasalahan lain yang juga penting adalah keterbatasan ak-ses 

petani terhadap input produksi dan teknologi. Rendahnya tingkat adopsi 

teknologi pertanian modern menjadi salah satu penyebab utama 

rendahnya produktivitas pertanian. Penelitian Brenya, Zhu & Sampene, 

(2023) menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap teknologi, 

pembiayaan, dan informasi menjadi hambatan utama dalam transfor-

masi sektor pertanian di negara berkembang. Hal ini juga didukung oleh 

temuan Suryani & Sudarma (2020) yang menunjukkan bahwa sebagian 

besar petani di Indonesia masih menggunakan metode tradisional den-

gan keterbatasan akses terhadap benih unggul, pupuk berkualitas, serta 

alat dan mesin pertanian. Di sisi lain, perubahan iklim menjadi tantangan 

global yang semakin memperburuk kondisi ketahanan pangan. Variabil-

itas iklim yang tinggi menyebabkan ketidakpastian musim tanam, pen-

ingkatan frekuensi bencana alam, serta risiko gagal panen yang lebih be-

sar. Studi Harvian, & Yuhan (2021) menegaskan bahwa perubahan iklim 

merupakan ancaman utama terhadap sistem pangan global, terutama di 

negara berkembang yang memiliki kapasitas adaptasi terbatas. Dalam 

konteks Indonesia, kondisi ini diperparah oleh ketergantungan sektor 
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pertanian terhadap kondisi alam, sehingga rentan terhadap perubahan 

cuaca ekstrem. 

Secara keseluruhan, berbagai permasalahan tersebut menunjuk-

kan bahwa ketahanan pangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pro-

duksi, tetapi juga oleh aspek struktural, kelembagaan, dan lingkungan 

yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan 

pertanian yang komprehensif dan terintegrasi, yang tidak hanya berfokus 

pada peningkatan produksi, tetapi juga pada perbaikan sistem distribusi, 

penguatan kelembagaan, peningkatan akses teknologi, serta adaptasi ter-

hadap perubahan iklim. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat 

ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan sekaligus meningkat-

kan kesejahteraan petani dan masyarakat secara luas. 

F. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan 

Ketahanan pangan tidak dapat dicapai hanya melalui peningkatan 

produksi, tetapi juga memerlukan sinergi antara aspek produksi, distri-

busi, akses, serta keberlanjutan sistem pangan. Pendekatan ini sejalan 

dengan kerangka yang dikembangkan oleh Food and Agriculture Orga-

nization dalam (Lopulalan et al. 2025) yang menekankan pentingnya 

sistem pangan yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, 

dalam upaya memperkuat ketahanan pangan, diperlukan kebijakan yang 

terintegrasi dan bersifat multidimensi. 

Salah satu strategi utama adalah peningkatan produktivitas perta-

nian melalui inovasi teknologi. Penelitian Shang, et al (2021) menunjuk-

kan bahwa adopsi teknologi pertanian, seperti penggunaan benih unggul, 

mekanisasi, serta digitalisasi pertanian, mampu meningkatkan efisiensi 

produksi dan ketahanan sistem pangan. Hasil penelitian dari Hidayati, 

Syahni, Suliansyah & Tanjung (2025) juga menegaskan bahwa inovasi 

teknologi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan hasil pertani-

an, meskipun tingkat adopsinya masih menghadapi kendala seperti ke-

terbatasan modal, akses informasi, dan kapasitas sumber daya manusia 

petani. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pertanian perlu diar-

ahkan pada percepatan diseminasi teknologi dan peningkatan kapasitas 
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petani. 

Selain itu, perbaikan sistem distribusi dan rantai pasok pangan 

menjadi faktor penting dalam menjamin pemerataan akses pangan. Ka-

jian Harshana & Ratnasiri (2023) menunjukkan bahwa inefisiensi rantai 

pasok dapat menyebabkan disparitas harga dan ketimpangan akses an-

tarwilayah dalam mendukung ketersediaan pangan. Dalam konteks Indo-

nesia, keterbatasan infrastruktur logistik dan panjangnya rantai distribu-

si sering kali menyebabkan tingginya margin pemasaran yang merugikan 

petani dan konsumen (Salam, et al, 2023). Oleh karena itu, penguatan 

sistem logistik pangan, pengembangan pasar tani, serta integrasi rantai 

nilai agribisnis menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi 

distribusi. 

Stabilisasi harga pangan juga merupakan elemen krusial dalam 

menjaga ketahanan pangan, terutama dalam dimensi akses. Fluktuasi 

harga yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, khususnya 

kelompok rentan. Penelitian Haqiqi & Hertel (2025) menunjukkan bahwa 

volatilitas harga pangan sering dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti 

perubahan iklim dan dinamika pasar global. Kebijakan yang tepat dalam 

stabilisasi harga akan memberikan kepastian bagi produsen dan kon-

sumen sekaligus menjaga keseimbangan pasar. 

Penguatan kelembagaan petani juga menjadi kunci dalam mening-

katkan ketahanan pangan. Kelembagaan petani seperti koperasi dan 

kelompok tani dipandang sebagai instrumen penting dalam meningkat-

kan akses petani terhadap input, pembiayaan, dan pasar (Wulandari, 

Meuwissen, Karmana & Lansink, 2017). Penelitian Sitepu, Sebayang & 

Sastrawan, (2022) menunjukkan bahwa kelembagaan yang kuat mampu 

meningkatkan posisi tawar petani serta efisiensi usaha tani. Oleh karena 

itu, pembangunan pertanian perlu diarahkan pada penguatan organisasi 

petani dan peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. 

Selanjutnya, diversifikasi pangan lokal merupakan strategi pent-

ing dalam mengurangi ketergantungan pada satu komoditas pangan, 

khususnya beras. Diversifikasi pangan dapat meningkatkan kualitas gizi 

sekaligus memperkuat ketahanan pangan terhadap guncangan produksi 
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(Birthal & Hazrana, 2019). Dalam konteks Indonesia, penelitian Ginting, 

Yulifianti, & Jusuf (2014) menunjukkan bahwa pengembangan pangan lo-

kal seperti jagung, sagu, dan umbi-umbian memiliki potensi besar dalam 

mendukung ketahanan pangan nasional, meskipun masih menghadapi 

tantangan dalam perubahan pola konsumsi masyarakat. Di sisi lain, per-

baikan efektivitas kebijakan subsidi pertanian, seperti subsidi pupuk dan 

benih, juga menjadi aspek penting dalam mendukung produktivitas. Oleh 

karena itu, reformasi kebijakan subsidi perlu dilakukan agar lebih tepat 

sasaran, transparan, dan mendukung efisiensi usaha tani. 

Secara keseluruhan, berbagai strategi tersebut menunjukkan bah-

wa peningkatan ketahanan pangan memerlukan pendekatan pembangu-

nan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus 

pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pemerataan akses, stabil-

itas sistem pangan, serta penguatan kapasitas pelaku pertanian. Den-

gan mengintegrasikan kebijakan lintas sektor dan melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan, ketahanan pangan diharapkan dapat tercapai 

secara merata dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pembangunan 

pertanian yang tangguh dan berdaya saing. 

G. Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani 

Ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari tingkat kesejahter-

aan petani sebagai pelaku utama dalam sistem produksi pangan. Dalam 

perspektif pembangunan pertanian berkelanjutan, petani tidak hanya 

diposisikan sebagai produsen, tetapi juga sebagai aktor kunci yang me-

nentukan keberlanjutan sistem pangan secara keseluruhan. Oleh karena 

itu, peningkatan kesejahteraan petani menjadi prasyarat penting dalam 

mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan. Hal ini se-

jalan dengan pandangan Hannouf, Assefa, Gates & Padilla (2023) yang 

menegaskan bahwa sistem pangan berkelanjutan harus mampu mening-

katkan produktivitas sekaligus menjamin kesejahteraan produsen pan-

gan. 

Rendahnya kesejahteraan petani sering kali menjadi faktor peng-

hambat  utama  dalam  peningkatan  produktivitas  pertanian.  Keter- 
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batasan pendapatan menyebabkan petani sulit mengakses input produk-

si berkualitas, teknologi modern, serta pembiayaan usaha tani (Paloma, 

Zakaria & Kurniati, 2020). Akibatnya, produktivitas cenderung stagnan 

dan berimplikasi pada rendahnya ketersediaan pangan. Petani dalam se-

bagian besar masih berada dalam kondisi ekonomi yang rentan, dengan 

skala usaha kecil dan tingkat efisiensi yang rendah, sehingga berdampak 

pada terbatasnya kemampuan mereka dalam mengembangkan usaha 

tani secara berkelanjutan. 

Hubungan antara ketahanan pangan dan kesejahteraan petani 

bersifat dua arah (mutual relationship) dan saling memperkuat. Di satu 

sisi, ketahanan pangan yang baik akan meningkatkan stabilitas ekonomi 

petani (Yamin, Putri, & Mulyana, 2019). Ketika sistem pangan berjalan se-

cara stabil ditandai dengan harga yang relatif terjaga, distribusi yang lan-

car, dan permintaan yang konsisten maka petani akan memperoleh ke-

pastian pendapatan dan insentif untuk terus berproduksi. Stabilitas harga 

dan pasar yang efisien berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan 

petani serta mengurangi risiko usaha tani. Hal ini juga didukung oleh 

temuan Arjayanti (2010) yang menunjukkan bahwa kebijakan stabilisasi 

harga dan perlindungan pasar domestik dapat meningkatkan kesejahter-

aan petani, terutama pada komoditas pangan strategis seperti padi. 

Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan petani akan memperkuat 

ketahanan pangan nasional. Petani yang sejahtera memiliki kapasitas leb-

ih besar untuk mengadopsi inovasi teknologi, meningkatkan penggunaan 

input produksi yang berkualitas, serta mengelola usaha tani secara lebih 

efisien. Penelitian Prasetyo, Suryani, & Rahmawati, (2026) menegaskan 

bahwa investasi pada kesejahteraan petani, termasuk melalui akses pem-

biayaan, pendidikan, dan penguatan kelembagaan, merupakan strategi 

efektif dalam memperkuat sistem pangan. Sementara itu, penelitian Pra-

za & Shamadiyah (2020) menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan 

pendapatan petani berkontribusi langsung terhadap peningkatan keter-

sediaan dan akses pangan di tingkat rumah tangga maupun nasional. 

Kesejahteraan petani dipandang sebagai faktor kunci yang menen-

tukan keberhasilan ketahanan pangan jangka panjang karena mencakup 
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dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kesejahteraan petani tidak han-

ya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga ditentukan oleh akses 

terhadap sumber daya, perlindungan terhadap risiko, serta kemampuan 

untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan tingkat kesejahter-

aan yang lebih baik, praktik pertanian berkelanjutan seperti penggunaan 

teknologi ramah lingkungan, efisiensi penggunaan input, serta diversifi-

kasi usaha tani dapat lebih mudah diterapkan. Rendahnya pendapatan 

petani dapat menyebabkan berkurangnya minat generasi muda untuk 

terlibat dalam sektor pertanian, meningkatnya alih fungsi lahan, serta 

menurunnya kapasitas produksi pangan. Kondisi ini akan memperlemah 

sistem pertanian dan meningkatkan kerentanan terhadap krisis pangan. 

Oleh karena itu, pembangunan pertanian yang berorientasi pada 

ketahanan pangan harus menempatkan kesejahteraan petani sebagai pri-

oritas utama. Kebijakan yang mendukung peningkatan harga yang adil, 

akses terhadap teknologi dan pembiayaan, serta penguatan kelembagaan 

petani menjadi kunci dalam menciptakan hubungan yang saling men-

guatkan antara kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Dengan de-

mikian, ketahanan pangan tidak hanya dipahami sebagai hasil dari sistem 

produksi, tetapi juga sebagai refleksi dari keberhasilan pembangunan 

pertanian yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. 

 
H. Penutup 

Ketahanan pangan merupakan pilar utama dalam pembangunan 

ekonomi pertanian yang tidak hanya ditentukan oleh peningkatan pro-

duksi, tetapi juga oleh efektivitas distribusi serta kebijakan yang berpihak 

pada petani. Oleh karena itu, upaya mewujudkan ketahanan pangan me-

merlukan sinergi yang terintegrasi antar berbagai aspek tersebut dalam 

suatu pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dalam kerang-

ka ini, ketahanan pangan tidak lagi dapat dipandang semata sebagai per-

soalan produksi, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara 

dimensi ekonomi, sosial, kelembagaan, dan lingkungan yang berpusat 

pada kesejahteraan petani. 

Kesejahteraan petani yang terabaikan berarti mempertaruhkan ke- 
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berlanjutan sistem pangan itu sendiri, mengingat petani merupakan aktor 

kunci dalam menjaga kontinuitas produksi dan stabilitas pasokan pan-

gan. Dengan demikian, pembangunan pertanian ke depan harus secara 

tegas menempatkan peningkatan kesejahteraan petani sebagai strategi 

inti, bukan sekadar dampak turunan. Pendekatan ini menjadi krusial un-

tuk memastikan bahwa ketahanan pangan tidak hanya mampu menja-

min ketersediaan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi nasional serta membangun 

sistem pangan yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai 

tekanan global di masa depan. 
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BAB 13 

MASA DEPAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 

(Dr. Camal Adi Maskur, MP.)* 

 
A. Pendahuluan 

Pembangunan pertanian merupakan salah satu sektor strategis 

dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan mas-

yarakat, penyedia lapangan kerja, serta penggerak ekonomi nasional. Di 

masa depan, pembangunan pertanian menghadapi berbagai tantangan 

seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, pertumbuhan penduduk, kri-

sis pangan global, hingga perkembangan teknologi digital. Oleh karena 

itu, diperlukan konsep pembangunan pertanian yang modern, berkelan-

jutan, dan berbasis inovasi. Pertanian merupakan salah satu sektor vital 

yang menopang perekonomian Indonesia, menyumbang signifikan terh-

adap Produk Domestik Bruto (PDB) dan lapangan pekerjaan bagi jutaan 

penduduk. Namun, dengan populasi yang terus meningkat dan tantangan 

yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, sektor pertanian menghadapi 

tekanan besar untuk meningkatkan produktivitas sambil tetap menja-

ga kelestarian lingkungan . Tantangan ini memerlukan pendekatan baru 

yang menggabungkan inovasi teknologi dan prinsip-prinsip keberlanju-

tan. Pertanian cerdas (smart farming), yang mengintegrasikan teknolo-gi 

informasi dan komunikasi, telah membantu petani mengoptimalkan 

penggunaan sumber daya melalui pemantauan dan pengelolaan yang 

lebih akurat. 

Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Indone-

sia dan menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar mas-

yarakat, khususnya di daerah pedesaan. Sektor ini berperan penting da-

lam menyediakan pangan bagi penduduk, menciptakan lapangan kerja, 

 

*  Penulis adalah seorang akademisi dan praktisi dalam bidang Sosial Ekonomi 

Peternakan. Pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor ditempuh di Universitas 

Brawijaya Malang. Penulis merupakan Dosen di fakultas Pertanian dan Peter-

nakan Universitas Kahuripan Kediri, penulis juga mengembangkan usaha da-

lam pembuatan mesin pengolahan hasil pertanian dengan mendirikan CV Karya 

Brawijaya di Malang 



189 
 

dan mendukung pembangunan nasional. Namun, pertanian menghadapi 

berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perubahan iklim dan cuaca 

ekstrem dapat menurunkan produktivitas tanaman atau bahkan menye-

babkan gagal panen. Serangan hama dan penyakit tanaman juga dapat 

merusak hasil panen dan mengancam pendapatan petani. Selain itu, ke-

terbatasan lahan subur akibat alih fungsi lahan untuk permukiman atau 

industri, serta kebutuhan pangan yang meningkat seiring pertumbuhan 

populasi dan urbanisasi, menambah tekanan pada sektor ini. 

Keterbatasan akses informasi dan teknologi di kalangan petani tr-

adisional semakin menghambat produktivitas. Untuk mengatasi tantan-

gan tersebut, diperlukan inovasi dalam sistem pertanian. Salah satu solu-

si yang kini berkembang pesat adalah smart farming, yaitu penggunaan 

teknologi digital untuk memantau kondisi lahan secara real-time, men-

goptimalkan penggunaan sumber daya, dan memprediksi hasil panen 

dengan lebih akurat. Smart farming memanfaatkan sensor, drone, sistem 

irigasi otomatis, dan perangkat lunak analisis data untuk membantu 

petani mengambil keputusan yang tepat. 

B. Konsep Masa Depan Pembangunan Pertanian 

1. Pertanian Berkelanjutan (Sustainable Agriculture) 

Pertanian berkelanjutan adalah sistem pengelolaan budidaya 

pertanian yang memenuhi kebutuhan pangan saat ini tanpa mer-

usak lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk generasi mendatang. 

Pendekatan ini berfokus pada konservasi alam, penggunaan pupuk/ 

pestisida organik, rotasi tanaman, dan efisiensi sumber daya. Tu-

juannya meningkatkan produktivitas, pendapatan petani, dan sta-

bilitas lingkungan. 

Pemanfaatan sumberdaya lahan, air dan bahan tanaman untuk 

usaha produksi bersifat lestari menghasilkan produk pertanian se-

cara ekonomis dan menguntungkan. Pertanian berkelanjutan berar-

ti usaha pertanian dapat dilaksanakan pada sumberdaya lahan yang 

bersangkutan secara terus-menerus dan menguntungkan. Namun 

pemaknaan yang demikian baru ditinjau dari segi agronomis pro- 
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duksi. Ahli lingkungan mungkin menghendaki pertanian berkelan-

jutan dengan menekankan kepada kelestarian mutu lingkungan, ke-

seimbangan agroekosistem dan kelestarian keanekaragaman hayati. 

Pada pihak lain, para pelaku industri pengolahan, supplier produk 

pertanian dan pelaku pasar, mungkin memaknai pertanian berke-

lanjutan sebagai usaha pertanian yang mampu memasok produk 

bermutu tinggi, aman konsumsi, stabil dan kontiyu sepanjang masa. 

Bagi petani, sebagai pelaku utama usaha pertanian, memaknai 

usaha pertanian berkelanjutan sebagai usaha produksi yang mampu 

menghasilkan produk secara stabil dan optimal, dengan masukan 

sarana produksi yang relatif rendah serta hasil jual produk mem-

berikan keuntungan ekonomis yang layak bagi kehidupan keluarga. 

Walaupun dimensi cakupan kepentingan pertanian berkelanjutan 

oleh empat golongan masyarakat tersebut berbeda dan substansi 

pemaknaannya juga berbeda, namun ke empatnya dapat dianggap 

syah atau valid bagi pandangan dan kepentingannya masing-mas-

ing. Ke empat golongan tersebut menekankan terjaminnya kelestar- 

ian fungsi sumberdaya lahan dan lingkungan. 

Harwood (1987) mendefinisikan pertanian berkelanjutan 

sebagai “usaha pertanian yang memanfaatkan dan sekaligus me-

lestarikan sumberdaya secara optimal guna menghasilkan produk 

panen secara optimal, menggunakan masukan sarana dan biaya yang 

wajar, mampu memenuhi kriteria sosial, ekonomi dan kelestarian 

lingkungan, serta menggunakan sarana produksi yang terbarukan”. 

Keberlanjutan perlu dikaitkan dengan keperluan kehidupan manu-

sia pada generasi mendatang, tanpa ada pembatasan untuk berapa 

generasi. Secara umum Castillo (1992) memberi definisi keberlan-

jutan pertanian sebagai : “Sistem produksi pertanian yang terus-me-

nerus dapat memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan serat bagi 

kebutuhan nasional, dan dapat memberikan keuntungan ekonomi 

bagi pelaku usaha, tanpa merusak sumberdaya alam bagi generasi 

yang akan datang”. 
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Ciri-ciri: 
• Penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan 
• Konservasi tanah dan air 
• Pengurangan emisi karbon 
• Pemanfaatan energi terbarukan 
• Menjaga keanekaragaman hayati 

Tujuan: 
• Menjamin produksi pangan jangka panjang 
• Menjaga kelestarian lingkungan 
• Meningkatkan kesejahteraan petani 

2. Smart Farming 

Smart farming merupakan konsep pertanian modern yang 

mengintegrasikan teknologi digital dan sistem informasi untuk men-

goptimalkan proses produksi, meningkatkan kualitas hasil panen, 

serta meminimalkan kerugian. Dengan smart farming, petani dapat 

mengakses data secara real-time mengenai kondisi tanah, kelemba-

pan, nutrisi tanaman, suhu udara, dan potensi serangan hama atau 

penyakit. Data ini dianalisis menggunakan perangkat lunak khusus, 

sehingga petani bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan ce-

pat. 

Beberapa teknologi utama yang digunakan dalam smart farming 

meliputi: 
• Internet of Things (IoT): Sensor yang terpasang di lahan untuk 

memantau kelembapan tanah, suhu, cahaya, dan kondisi nutrisi 
tanaman. Sensor ini terhubung ke sistem digital sehingga infor-
masi bisa diterima secara real-time. 

• Drone dan citra satelit: Digunakan untuk memetakan lahan, me-
mantau pertumbuhan tanaman, mendeteksi hama, dan melaku-
kan penyemprotan pupuk atau pestisida secara presisi. 

• Sistem irigasi otomatis: Memanfaatkan data sensor untuk men-
gatur kebutuhan air tanaman secara tepat, sehingga menghe-
mat air dan mengurangi pemborosan energi. Perangkat lunak 
analisis data (Big Data & AI): Membantu memprediksi hasil 
panen, mengidentifikasi pola pertumbuhan tanaman, dan mer-
encanakan strategi agribisnis yang lebih efisien. 

Dengan teknologi ini, smart farming memungkinkan petani un-

tuk melakukan pertanian yang lebih terkontrol, efisien, dan terukur, 

berbeda dengan pertanian tradisional yang mengandalkan pengala- 
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man dan perkiraan. 
a. Manfaat Smart Farming 

Penerapan smart farming memberikan dampak positif 

yang signifikan bagi petani, lingkungan, dan perekonomian. Be-

berapa manfaat utamanya adalah: 

 
1). Efisiensi Produksi 

Smart farming memungkinkan penggunaan sumber daya 

pertanian secara optimal. Petani dapat menentukan jumlah 

air, pupuk, dan nutrisi tanaman sesuai kebutuhan, sehing-

ga mengurangi pemborosan dan biaya produksi. Efisiensi 

ini juga membantu mempercepat proses tanam dan panen, 

serta meningkatkan kualitas hasil pertanian. 

2). Pengurangan Risiko Kerugian 

Dengan pemantauan lahan secara real-time dan prediksi 

hasil panen berbasis data, risiko gagal panen akibat hama, 

penyakit, atau cuaca ekstrem dapat diminimalkan. Misal-

nya, sensor kelembapan tanah dapat memberi peringatan 

dini ketika tanaman kekurangan air, sehingga petani dapat 

segera menyesuaikan irigasi. 

3). Akses Pasar Lebih Cepat 

Smart farming mempermudah integrasi antara petani dan 

pasar digital. Hasil panen dapat langsung dijual melalui 

platform e-commerce pertanian, mengurangi rantai distri-

busi, menekan biaya logistik, dan meningkatkan pendapa-

tan petani. 

4). Pertanian Ramah Lingkungan 

Penggunaan teknologi presisi memungkinkan penggu-

naan pupuk dan pestisida yang tepat, sehingga menguran-

gi pencemaran tanah dan air. Smart farming mendukung 

praktik pertanian berkelanjutan yang menjaga ekosistem 

dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 

5). Peningkatan Pendapatan Petani 
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Dengan produktivitas yang meningkat, kualitas hasil panen 

yang lebih baik, serta akses pasar digital, petani memili-

ki peluang untuk meningkatkan pendapatan secara sig-

nifikan. Smart farming membuka jalan bagi pertanian yang 

lebih menguntungkan dan kompetitif. 

b. Implementasi Smart Farming di Indonesia 

Di Indonesia, smart farming mulai diterapkan di beberapa 

wilayah terutama pada sektor hortikultura, sayuran, buah, dan 

padi. Implementasinya melibatkan kombinasi antara startup 

pertanian digital, pemerintah, dan petani mandiri.Startup perta-

nian digital menyediakan aplikasi dan perangkat untuk memon-

itor kondisi lahan, mengatur jadwal irigasi, dan memprediksi ha-

sil panen. Mereka juga menawarkan pelatihan bagi petani agar 

dapat memanfaatkan teknologi dengan optimal. 

Peran pemerintah terlihat dalam penyediaan infrastruktur, 

subsidi alat pertanian modern, dan program pelatihan petani 

agar lebih siap menghadapi era digitalisasi pertanian. Petani 

mandiri di beberapa daerah, seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, 

dan Jawa Barat, sudah mulai menggunakan sensor kelembapan 

tanah, drone pemantau lahan, dan sistem irigasi otomatis. Den-

gan cara ini, mereka bisa mengetahui kebutuhan air dan nutrisi 

tanaman secara akurat, meningkatkan produktivitas, dan memi- 

nimalkan kerugian akibat gagal panen. 
c. Tantangan Smart Farming 

Walaupun menjanjikan, penerapan smart farming di Indo-

nesia menghadapi beberapa tantangan. Biaya awal untuk mem-

beli alat dan perangkat teknologi cukup tinggi, yang kadang sulit 

dijangkau oleh petani kecil. Selain itu, tidak semua petani memi-

liki kemampuan untuk mengoperasikan perangkat digital atau 

menganalisis data secara efektif. Di beberapa daerah pedesaan, 

jaringan internet masih belum memadai, sehingga sensor dan 

aplikasi digital tidak dapat berfungsi optimal. 
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d. Peluang Smart Farming 

Di sisi lain, smart farming membawa peluang besar bagi 

sektor pertanian di Indonesia. Dengan produktivitas yang 

meningkat dan hasil panen lebih konsisten, smart farming mem-

bantu memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. 

Efisiensi dan kualitas hasil panen yang lebih baik meningkatkan 

daya saing produk pertanian di pasar lokal dan internasional. 

Selain itu, teknologi ini mendukung praktik pertanian ramah 

lingkungan, menjaga kualitas tanah dan sumber daya air, serta 

mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. 

3. Pertanian Presisi (Precision Agriculture) 

Pertanian presisi merupakan salah satu komponen penting 

dalam membangun smart farming. Secara konseptual, smart farm-

ing merupakan mekanisme yang mengubah pola pengelolaan lahan 

pertanian yang sebelumnya secara konvensional menjadi jauh lebih 

produktif dan efisien melalui sistem otomatisasi kontrol serta mon-

itoring dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT). 

Pertanian presisi (precision farming) merupakan konsep pertani-an 

dengan pendekatan sistem pertanian dengan masukan rendah (low 

input), efisiensi tinggi, dan berkelanjutan. Pertanian presisi erat 

hubungannya dengan pemberian input sesuai kebutuhan tana-man, 

kondisi lokasi, waktu, dan jumlah masukan. Oleh karena itu, 

pertanian presisi menjadi jawaban atas keterbatasan sumber daya 

air, tanah, pupuk, tenaga kerja produktif, dan faktor produksi lainn-

ya, sehingga peningkatan hasil dan kualitas produk pertanian dapat 

dicapai secara optimal. Hal ini didasarkan pada empat faktor yang 

saling terkait dalam penerapan pertanian presisi yaitu: (1) Pengu-

rangan input (reduced input); (2) Sistem pengendali yang disem-

purnakan (improved control); (3) Peningkatan efisiensi (improved 

efficiency); dan (4) Sistem informasi manajemen (management in-

formation system) 

Dengan precision farming, petani mengolah tanah, mena- 
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nam, merawat, memanen hasil tanaman secara presisi. Kegiatan ini 

dilakukan dengan bantuan perangkat teknologi digital yang dibaren-

gi dengan penggunaan alat-mesin pertanian (alsitan) serba pintar 

guna membantu petani dalam menentukan jarak tanam, kebutuhan 

benih dan pupuk, umur panen dan jumlah panen dengan tepat. Per-

tanian presisi adalah kunci untuk menghasilkan panen terbaik dan 

maksimal dengan penggunaan input yang tepat jumlah dan waktu, 

serta memerhatikan kelestarian lingkungan. Dalam praktiknya, per-

tanian presisi dioperasionalisasikan berdasarkan kecerdasan bua-

tan atau Artificial Inteligence (AI) dan Internet of Things (IoT) yang 

membantu petani meningkatkan, mengotomatisasi, dan mengopti-

malisasi semua aspek yang memungkinkan peningkatan produkti-

vitas dengan sistem usaha pertanian yang cerdas. 

Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan pertanian presisi 

ditentukan oleh beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai beri- 

kut: 
a. Mampu mengidentifikasi secara tepat parameter desain pada 

setiap lokasi yang dituju. 
b. Mampu mengumpulkan data real-time pada variabel yang terja-

di di lapangan. 
c. Mampu mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis data 

pada skala dan frekuensi yang sesuai. 
d. Mampu menyesuaikan penggunaan input secara presisi pada 

praktek pertanian untuk maksimalisasi produksi. 
e. Mampu mengefisienkan penggunaan sumber daya alam. 
f. Mampu mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari 

kegiatan ini karena berkurangnya penggunaan bahan kimia per-
tanian dan penggunaan air secara rasional. 

Pertanian presisi melibatkan penentuan variasi yang lebih te-

pat dan menghubungkan spasial dengan tindakan pengelolaan, se-

hingga memungkinkan petani untuk melihat tanaman dan praktik 

mereka dari perspektif yang sama sekali baru, dengan tujuan untuk: 

(1) Mendapatkan efisiensi biaya; (2) Optimalisasi hasil dan kuali-tas 

dalam kaitannya dengan kapasitas produksi; 18 | Master Plan 

Pengembangan Pertanian Presisi (3) Pengelolaan basis sumber 

daya yang lebih baik; dan (4) Pelestarian lingkungan. Pertanian pre- 
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sisi juga menyediakan informasi yang dapat digunakan petani untuk 

membuat keputusan pengelolaan yang rasional. 
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